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ABS'I'RAK 

Nama : NUl1ll Widiasih 
Program Studi : PMcasmjana 
ludul : Dispari!as pidana dalam kasus tindak pidana keketasan fisik 

dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. 

Berangkat dari fakta umum hahwa dispari!as pidana merupakan salah satu 
masalah dalam sistem peradilan pidana, tingginya jumlah pelaporan kasus tindak 
pidana kekerasan fisik dalam rumah !angga di Bandar Lampung yang memasuki 
ranah sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari masalah disparitas 
pemidanaan. Dari Jatar helakang tersebu~ tesis ini membahas perbedaan 
pengenaan saaksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam 
rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian 
nonnatif yang dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk menjawab 
permasalahan:(l)Mengapa teijadi disparitas pidana terhadap lindak pidana 
kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar 
Lampung,(2)Dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kasus 
kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Larnpung,(3) 
Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah disparitas pidana 
dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Basil penelitian 

- menunjukan-periyebab tefj<ldin:Ya disparitas pidana bersurllber pada diii hakim, 
hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Dampak disparitas 
pidana terhadap terpidana, terpidana merasa menjadi korban ketidakadilan namun 
tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lernb~ga Pemasyarakatan. 
Sedangkan dampak disparitas pidana tcrhadnp korban adalah korbnn menjadi 
korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana. Upaya 
meminimalisir dapat dilakukan dengan dibentuknya pedoma.n pemidanaan dan 
menyamakan visi dan misi antara subsistem dalam sistem peradiJan pidana. Tesis 
ini menyarankan agar harus ada kontrol negatif dari jaksa kepada hakim, 
dibentuknya suatu pedoman pemidanaafl; pecan aktif hakim wasmat dan 
diadakannnya Refi'eshing Course yang diikuti oleh subsistem sistem peradilan 
pidana. 

Kata kunci: 
Disparitas pi dana 
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ABSTRAC'f 

Name : Nurul Widiasih 
Study Program: Postgraduate 
Title : Disparity of sentencing in the case of physical domestic violence 

at Bandar Lrunpung legal territory. 

To start with general fact that disparity of senterlcing is one of disturbing isssue of 
criminal justice system, The high value of nutnber reported physical domestic 
violence crime at Bandar Lampung that entered to criminal justice system 
territory, can not realeas from disturbing isssue of criminal justice system. From 
that hackground, this thesis discuss the difference the imposition of penal sanction 
against the offender of physical domestic violence at Bandar Lampung legal 
territory. This research is the normative research that is supplement with the 
interview aim at answering the problem:(! )Why disparity of sentencing happened 
on the physical domestic violence at Bandar Larnpung legal territory,(2) The 
impact of the disparity of sentencing on the convict and victim of physical 
domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(3) Effort that could be carri 
out to minimise the disparity of sentencing of physical domestic violence. Result 
of reseacb showed the cause of the occurrence of the disparity of sentencing 
originat in himself the judge, his law personaliy. as well as the characteristics of 
the relevant case, The impact of the disparity of sentencing on the convict, the 
convict felt the accus became in justice victim how ever did not influence the 
management of the convict in the correctional institution. Whereas the impact of 
the disparity of sentencing on the victim) the victim of victim o.f violence and 
victim of criminal justice system. Effort that could be carri out to minimise could 
funn by him sentencing guideline.l'i and compar the point of view and the mission 
between the criminal justice system subsystem. This thesis suggested must be 
negative control from prosecutor to the judge, form by him sentencing guidelines, 
the active role wasmat judge and the holding refreshing course that is follow by 
the criminal justice system subsystem, 

Keywords: 
Disparity of sentencing 
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1.1 Latar Belakang 

l!ABI 

l'kNDAlfllLUAN 

t 

Negara hukum Ielah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir 

semua negara; termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang 

herdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu pemerintah 

atau lembaga lain, dalam rnelakukan tindakannya haruslah berlandaskan 

kepada hukum. 

Hukum mernpunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur 

dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila 

ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau 

mengganggu keseimbangan kepentingan umum} maka pelanggarannya 

mendapal reaksi dari masyarak3t Reaksi yang diberikan 'bet'upa pengeinbalian 

ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakatr terhadap 

pelanggar itu. Pengembalian ketidakscimbangan itu dHakukan oleh petugas 

yang berwenang untuk (keperluan) memberikan hukuman. 

Ciri dari hukum tersebut erat kaita:nnya dengan sifat hukum itu sendiri, 

dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal 

tersebut berka!tan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih 

jauh, maka sebenamya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi 

tentang sifat dari hakum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran 

bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat 

mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan uutuk memberikan 

keseimbangan dalam hukum.1 

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum culrup kalau 

hanya dilihal pada ketentuan-ketentuan yang !erkanduug dala.tn Undang-

1Waluyadi, "Penganlar Ilmu Hukum dalam Pecspek:Uf Hukum l'ositif', (Jakarta; 
Djambntan,2001), hal. 53~54, 
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Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan·alutan 

dasar yang muncul dan tetpelihara dalam praktek penyelenggataan negara 

meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan "konvensi" 

ketatanegaraan suatu bangsa. Oengan pemahaman yang demikian inilah 

"ketertibau" sehagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan2 

Dalam menanggulangi masalah kejahutan di dalan1 masyarakat 

diperlukan suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), 

Penanggulangan berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalarn batas­

batas toleransi masyarakat dan sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian 

besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi .korban kejahatan 

dapat diselcsaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan 

dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Komponen-komponen yang 

bekerjasama dalam sistem ini adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan beke!jasama 

membentuk apa yang dikenal dengan nama Integrated Criminal Justice 

Ad . . t' 1 nnmstra wn. 

Mengenai sistem peradilan pidana Mardjono Reksodiputro 

memberikan pengertian sebagai berikut : 

Sistem pcradHan pidana adalah sistem dalam suatu masyarak:at untuk 
menanggulangi suatu kejahatan. Oleh karena itu tujuan sistem ini 
adalah: 
I. Mencegah masyarakat menjadi korban k«iahatan; 
2. Menyelesaikan kasus kejabatan yang terjadi sehingga masyarakat 

puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidann; 
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 

tidak rnengulangi lagi kejabatannya. 
Tujuan sistem peradilan pidana tersebut baru selesai (tercapai) apabila 
si pelanggar huknm telall kembali terintegrasi dengan masyarakat dan 
hid up sebagai warga negara yang taat hukum. 4 

1Dtililan Tbaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, "leori Hukum dan Konstitusi", (Jakatta: 
RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 39, mengutip Moohtnr Kusumnatmadja, Fungsi dan 
Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional", (13andung: Binacipta, 1976), hal. 2-12, 

3Mardjono Reksodlputro, "Hnk Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidlllla" (Buku 
Ill), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (dlh. LK-tn), 2007), hal. 84. 

4 Mardjono Reksodiputro,"Kriminologi dan Sistem PerudUan Pidana", (Buku ll). {Jakarta: 
Pusat Pelayanan K.eadilan dan PengabdianHukum (dlh. LK-Ul), 2007), haL 140, 
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Dalrun rangka mencapai tujuan dari sistem petadilan pidana tersebut di 

atas, pentlug dipethatikan masalah pembinaan terhadap terpidana di lembaga 

pemasyatakatan, nrunUJI tetdapal beberapa kendala dalrun pembilll!an tersebut. 

Salah satu salah satu kendalanya yaitu dapal disebabkan oleb adanya 

disparitas pidana {petbedaaJ:t yaJ:tg besar) dalam pidana yaJ:tg dijatubkan untuk 

perkara yaJ:tg serupa. 5 Perbedaan tersebut dapat menlmbulkaJ:t masalah yang 

serius bagi llatapid!Ula, hila dikaitkan dengan usaha perbaikan narapidana. 

Terpidana merasa dirinya dipetlakukan secara tidak adil dan menimbulkan 

rasa. pennusuhan terhadap komponen-kotnponen sistem peradilan pidana, 

lennasuk !erhadap lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan 

pembinaannya. Dengan demikian diperlukan pencegahan disparitas dalam 

penjatuhan pidana. Oleh sebab itu Muladi berpendapat bahwa salah satu tolak 

ukor efektifita.• sislern peradilan pidana adalah menonjol atau tidaknya 

disparitas pidana (disparity of sentencing performance)6 

Terpidana yaJ:tg iebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana 

yang lain dan merasa ada disparitas, rnaka dia akan memand.ang dirinya 

sebagai korban judicial caprice. Selanjutnya yang bersangk:utan akan sulit 

dimasyarakatkan dan bahkan akan tidak menghargai hukum, Padahal 

penghargaan terhadap hukum lersebut merupakan salah satu target dalam 

penjatuhan pidana. Disini nampak ada persoa1an yang sangat serius~ sebab 

akan merupakan suatu idikutor dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk 

mencapai persamaan keadilan di dalarn negara hukum dan sekaligus akan 

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sislem peradilan pi dana.' 

Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan 

masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah 

global. Disebut masalah global terkait disini issue global tentang hak-hak asasi 

manusia (HAM), yang petdefinisi diartikan sebagai hak yang melekat pada 

sifal manusia, sehingga lanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai 

martabat sehagai manusia (inherent dignity). Oleb karena itu pula dikatakan 

1 lbid.,hal146. 
6 Mulad1, "Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam PerspektifSJstem Peradilan Pidana 

Terpadu dalam Ka~ita SeJekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang:Badan Penerbit Universitas 
biponegoro,1995},haL120. 

1 Ibid, haL 106, 
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bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak 

boleh dilanggar (inviolable)' Kaltan dehgan HAM hathpak dari pelbagai 

pemyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap wanita tnerupakan rintangan 

(barier) terhadap petnbanguhan, kateha dehgan dernikian akan tnengurangi 

kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk 

berpartisipasi penuh dalath kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, 

mengurangi otonotni wanita baik dalarn bidang ekonotni, politik dan kultural 

menjadi terganggu. 9 Hal ini sangat menonjol dalam peristiwa kekerasan 

terhadap perempuan, utarnanya yang dilakokan oleh orang-orang yang 

memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban yang lebih dikenal dengan 

(domestic violence). 

Tingginya tingkat kekerasan terhadap perernpuan di seluruh dunia telah 

mendorong komunitas intemasional tennasuk Indonesia untuk. mengadopsi 

Dekiarasi penghapusan kekerasan terhadap pererupuan pada tanggal 20 

Desernber 1993. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2004, bangsa 

Indonesia telah mengesahkan dan mengundangk:an Undang-Undang Nomor 23 

talmn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggga. Sesuai 

dengan namanya maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah 

jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, 

melindungi dan merehabilitasi korban yang mengalami kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Namun ketika kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan 

khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga memasuki ranah proses 

peradilan pidana, tidak pula ada jaminan bahwa mereka mendapatkan 

perlakoan yang simpatik di sernua tahap. Pada tingkat persidangan sikap para 

penegak hukum terhadap para korban dipandaug masih jauh dart memuaskan, 

yang memiliki korelasi tinggi dengan kentalnya formalisme di kalangan 

pengadilan, dominasi budaya patriarkhial, dan kurauguya pemaharnan para 

8 Mardjono ReksodiiJutro, Op.Cit., hal. 7 
9 Muladi, "Hak Asasi Manusia , Politik dan Sistem Peradilan Pidana", (Semamng : Badan 

Penerbit Universitas diponegoro) Cet.2-2002. hal. 31. 
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penegak hukum mengenai hukum yang berwawasan gendet.10 ternyata pula 

terdapat dispatitas pidana dalam vonis tindak pidana keketasan dalatn rumah 

tangga dan sebagian besar pidana yang dijatuhkan kepada pelaku !ldak 

mendekati pidana maksimal yang dirumuskan undang-undang. l:Jengan adanya 

situasi yang demikian, maka pihak korban merasa menjadi korban ganda: 

pertama adalah korhan kejahalan kekerasan, dan kedua, korban dati slstern 

peradilan pi dana sendiri. 

Kasus-kaacs Undak kekerasan terbadap perempuan saal ini sudah 

merupakan masalah global. Disebut sebagai masalah global karena terkait 

disini issue global tentang hak-hak asasi manusia (HAM)ll Tindak kekerasan 

ternadap perempuan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan 

hanya terjadi di negara-negara lain tetapi juga tetjadi di Indonesia. Tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga Indonesia dhnanapun masih terus 

berlangaung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang klan hati cenderung 

kian meningkal. Media massa cetak dan elektronik Indonesia tidak pernah 

lengang dari berita-berita dan lnfonnasi-informasi terbaru tentang tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sejak diberlakukannya Undang­

Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, semakin nampak adanya peningk:atan atas pelaporkan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Laporan penelitian evaluasi pelaksanaan Undang~Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilalrukan oleh Badan Pusat 

S tatistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2007, 

menyatakan bahwa Provinsi Lampung khususnya di Kola Bandar Lampung 

menernpati urutan pertama jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan 

fisik dalam rumah tangga, dibandingkan dengan kota lain di Propinsi wilayah 

Pulau Suma!era. 12 Berangkat dati fakta umum bahwa dispatitas pidana 

10 HarkdstuH Harkrisnowo, "Rekonstroksi konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap 
Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", (Orasi Pada Upacara Penguk:uhan Guru Besar 
Tetap Dalam Ilmu H:ukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003), 
hat 5. 

11 Muladi, "Hak Asasi Man usia, Politik dan Sistem Peradilan Pldana". Op. Cit, haL31, 
12 Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, "Laporan 

Penelitian Evalusasi Pelaksanaan Undang:·Undang Nomor : 23 Tabun 2004",( Jakarta : BPS dan 
KNPP,2007), bal. 58. 
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merupakan salah satu masalah dalam SPP (sistem petadilan pidana), 

tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana keketasan fisik dalrun rumah 

langga yang memasuki tanah SPP (sistem petadilan pidana), tidak dapat 

!erlepas dari masalah disparitas pemidanaan. Dari uraian lersebut di atas, 

penulis tnernsa tertarik untuk mengetabui penyebab terjadinya disparitas 

pidana khususnya pada kasus tindak pidana keketasan fisik dalam rumah 

tangga di wilayah hukum Bandat Lampung. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun perumusan masalah pokok dalam tesis adalah adanya perbedaan 

pengenaan sanksi pidana (disparitas pidana) terhadap pelakn tindak pidana 

kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. 

Bertolak dari perumusan masalah lersebut maka disusunlah pertanyaan­

pertanyaan sebagai berikut, untuk membatasi peneJitian ini : 

1. Mengapa leljadi disparitas dalam penjatuban pidana olah hakim lerhadap 

pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah 

hukum Bandar Lampung? 

2. Bagaimana dampak disparitas pidana terhadap terpidana maupun korban 

kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar 

Lampung?. 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminima1isjr masalah disparitas 

pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga? 

1.3 TUJUAN DAN J\iAt'<FAAT PENELITIAN 

Berkaitan dengan masalah disparitas pidana dalam kasus kekerasan 

dalam rumah tangga, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk dapat mengetahui ekaistensi pembedaan pengenaan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di 

wilayah hukum Bandar Lampung, pandangan bakim tentang kekerasan dalam 

rumah tangga dengan perhedaan penjatuhan pidana dalam putusannya, 

mengetahui faktor-faklor yang merupengaruhi putusan hakim dalam 

menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah langga setla mencari 
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upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurnngi tetjadinya disparitas 

pidana dalrun kasus keketas!ll1 dalam rumah tangga. Di srunping itu tujuan 

penelitia11 inl jugu untuk dapat menge!ahui drunpak disparitas pidana terhadap 

terpidana maupun korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

Hasil penelitian ini diharnpkan mempunyai kegunaan balk dari segi 

praktis rnaupun dari segi teoritis. Secara praktis, basil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, 

khususnya para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pe!aku tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga mernpunyai kegunaan bagi kalangan 

atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembentukan KUHP 

baru. 

1.4 KERANGKA PEMIKIRANITEORITIS 

Dalam setiap sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan 

merupakan salah satu sub .sistem yang menempati posisi sentral. Hal ini 

disebabkan karena keputusan bempa penjatuhan hukuman pidana akan 

mengandung konsek:uensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak 

pidana, si korban rnaupun rnasyarakat. Terlebih apabila kc:putusan tersebut 

dinilai,kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nJsbi 

tergantung darimana kita memandangnya. 

Dalam rnembicarakan sistem sanksi dalam hukum pidana tidak 

sekedar menguraikan susunanjenis-jenis pidana ( straftsoorl), berat ringannya 

saaksi tersebut (stralinaat) dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan 

(strafinodus), tetapi hams menguraikan pula aliran-aliran hukum pidana, 

falsafah tujuan pemidanaan, pedoman pernidanaan dan sebagainya. 13 

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa ketidakjelasan falsafah 

pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya 

penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih 

dcmoktatis. 14 

13 MuladL Op,Cit. h.a1.152 
14 Harkristuti Harkrisnowo,Op.Cit, hal. 9 
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Menurut Sudarto, kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan 

suatu usaha yang tasional dati masyatakat dalam tnenanggulangi kejahatan. 

balam rangka usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan ktitnlnal (criminal 

policy) menggnnakan dua sarana beropa satana penal (pidana) dan non 

penal. 15 Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana peMI yang lazim 

disebut dengan hukum pidana identik dengan pengetiian "kebijakan 

penanggulangan kejahalan dengan hukum pidana" tentunya era! kaitannya 

dengan hakikat tujuan pemidanaan (falsafah pemidanaan). Falsafah ini harus 

mendasari pula kebijakan ktiminal (ciminal policy) yang sampai kini belum 

ditumuskan. 

Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan, aka.> 

diuraikan beberapa teori tentang tujuan petnidanaan, yail:u retributif atau teori 

absolu~ leoti relatif (detterence) dan teori penggabungan (integratif). 

Andi Hamzah menjelaskan, bahwa ada tiga galongan utama teori 

untuk membenarkan penjaluhan pidana, yakni (1) Teori Absolut atau teori 

Pembalasan (verge/dings theorien), (2) Teori relative auru tujuan 

(doeltheorien) dan tenri penggabongan (integratif), 16 dengan penjelasannya 

sebagai betiknt ; 

I. Tonri Absolulatau teori Pembalasan (verge/dings theorien ). 
T"'lri ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 

yang pruktis, seperti memperbaild pehjahat. Kejahatan itu 
sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya 
pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan 
pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana 
kopada pelakn. Pidana merupakao tuntutan mutlak, bukan hanya 
sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat 
suatu pidana ialah pembalasan. 
Van Bemmelen menjelaskan bahwa pidana bertujuan membalas 
kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud 
mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan 
keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan 
terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. 

15 Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai kebijakan Hukum Pida.na" (Petkembangan 
Penyusumm konsep KUHP Barn), (Jakarta : kencana prenada Media Group, 2008). hall-4 

16 Andi Hamzal:t, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke 
Refutmasi''. (Jakarta :Pradnya Pnramita, 19&6), hai 17-23 
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Menurut Remmelink," teoti telrihulif alau leoti ahsolut dapat 
dikatakan sama tuanya dcngan awal pemlkltan lcn!ang pldana. 
Syaral petnhenaran penjatuhan pidana tetcakup dalam kejahalall !tu 
senditi. Pemlkiran in! heranjak dati pandangan ahso!ul lethadap 
pidana. Dalam konleks ajaran ini, pidana merupakan res absoluta ab 
affectu futuro (suatu keniscayaan yang terlepas dati dampakuya di 
masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi 
dijatuhkannya pemidanaan. 

2. Teori relative atau tujuan (doeltheorien). 
Teorl 1m mencari dasar hukum pidana datam 

menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaltu tujuan 
p;dana provensi lerjadinya kejahalan. Wujud pldana in! berbeda­
beda: menakuti~ memperbaiki atau membinasakan. Prevensi umum 
menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan 
delik. Pelaksanaan pidana dipertontonkan didepan umum dengan 
sangat ganasnya, supaya anggota rnasyarakat ngeri melihatnya. 
Tujuan prevensl khusus ialah mencegah bakal pelanggar 
melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. 
Teori ini menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. 
Pidana tidak lebih berat datipada yang ditimbulkannya dan gunanya 
juga tidak boleh lebih besar datipada yang seharusnya. 
Pidana hukanlah sekedar uotuk melakukan pernbalasan atau 
pengimbalan kepada orang yang Ielah melakukan suatu tindak 
pidana, tetapi mernpunyai tujuan-tujuan tertentu yang bennanfaat. 
Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut sebagai teori tujuan 
(Utilitarian themy). 18 --

Kemudian rnuncul pemikiran deterrence, yang menekankan 
pidana sebagai upaya untuk mencegah tetjadinya kcmbali 
(recurrence) k~[ahatan, balk yang bersifat khusus (bagi pelaku) 
ma.upun umurn (bagi masyarakat). SelanJutnya merninjam konsep 
dunia medis, a! iran rehabilitatif memandang pidana sebagai "obat" 
bagi "orang yang sakit" (felaku kejahatan) dengan memperbaiki dan 
meiakukan resosialisasL 1 

3. Teori gabungan (verenigingstheorien). 
Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin 

agar pernbaiasan dan prevensi seimbang. Teori ini memandang sama 
pembalasan dan pertahanan lata tertib masyarakat. 
Teori gabungan berusaha merentas jalan dan mcnernukan benang 
tnerah antara kedua teori tersebut diatas. Teori gabungan mengakui 
bahwa pembalasan (retributive) merupakan dasar dan pembenar 
dijatuhkannya pldana, namun soharusnya perlu diperhalikan bahwa 

11 Jan :Rcmmelink (1993). "Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Tcrpenting dari 
l<l.rttP Belanda dan Padanannya: dalam KUHP Indonesia". (Jakarta; PT, Gra.media Pustaka 
Utama), hal. 600. 

li Muladi dan Barda Nawawi Ar::ief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidann ", (Bandung ; 
Alumni, 2005).1ml. 16. 

19 HarkristutiHatkrlsnowo,Op.Cit,hat. 11. 
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penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat utttuk mencapai 
tujuan lain, misalnya kesejahteraatt rakyat (social w.lfare). 20 

Muladi betpendapal bahwa aliran gabungan tepa! untuk 
diterapkan di Indonesia. Pandangan pembalasan tidak perlu 
ditonjolkatt secara eksplisil, karena sudah dianggap "implied" pada 
tujuan lainnya. Yang perlu ditonjolkan adalah (1) sifal pencegahan 
urnUJn demi perlindungan masyarakat; (2) pcrbaikan pelaku; &3) 
kedamaian masyarakat dan (4) rasa bebas bersalah dati tetpidana? 

Berdasarkan uraian di atas, maka dialektika teori tentang pemidanaan 

di dunia, menunjukan tetjadinya pergeseran paradigma yang menghasilkan 

pula paradigma yang lama dengan furmal baru. Paradigm• ini juga 

menunjukan bahwa hakikat pemidanaan tidak hisa terlepas dari konteks 

kehidupan sosial dan kebijakan pemidanaan harus memperhatikan hukum 

yang hidup di masyarakat. Sangat memprihatiukan sekali Indonesia belum 

menunjukan paradigma apa yang selam.a ini digunakan sebagai acuan. 

Ketiadaan perumusan kebijakan penanggula.ngan kejahatan atau criminal 

policy nampak menjadi salah satu pengharnbat dalam merumuskan dan 

menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam 

proses legisJasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi, 

sehingga membuka kesempatan penafsiran oleh para hakim, yang pada 

akhirnya dapat membuka peluang yang Iebar terhaclap disparitas penjatuhan 

pidana.22 

Peluang yang Iebar terhadap disparitas penjatuhan pidana juga dapat 

dimulai dari hukum sendiri. Titik to)ak pemikirannya adalah adanya 

kekuasaan kehakirnan, Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka 

tidak terlepas dati prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John 

Locke dan Montesquieu. 

Menurut John Locke, kelemahan besar manusia adnlah cenderung 

untuk merenggut kekuasaan. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana 

20 Malunud Mulyadi: Revital.isasi alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan 
Hukum Pidana Indonesia, ( USU Repository: 2006), haL 8. 

21 Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana", Op. CiJ, haLl5:3 
"Malunud Mulyadi.Jbid. hal.l2. 
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undang-undang ada pada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan 

diri dati kepatuhan terhadap undang-undang yang meteka buat." 

Montesquieu mengungkapkan bahwa pemisahan fimgsi eksakutif dan 

legislature bcrtujuan untuk membcrlakukan hukum bagi semua orang dan 

fungsi kemerdekarut peradilan untuk menjaga supaya hakum dan han ya 

hukum yang berlaku. Apabila pengadi!an yang digabung dengan legislature., 

kehldupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan 

secara sewenang-wenang Bila pengadilan digabungkan dengan ekselmtif, 

.hakiln dapat berperilaku kejam dan menindas." Dengan demildan, pemisahan 

kekuasaan bertujuan untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka 

dan mencegah dari tindakan yang semena-mena. Adanya kebebasan 

kekuasaan kehakiman bergantung kepada adanya pemisahan kekuasaan negara 

sesuai dengan prinsip negara hukum.u 

Hal penting lainnya dari kekuasaan kehakilnan yang merdeka adalah 

untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (impartiality). 

Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan 

tidak akan bersikap netral, terutama apabi!a terjadi sengketa antara penguasa 

dan rakyat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ak:an terjamin, bila prinsip­

prinsip nega.ra berdasarkan hukum terlaksana.26 

Suatu negara huk:um harus menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia. Ia harus mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti : 

a, Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, 

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

z.l Geofrey Marshal," Consritutiana111Jeory", London, Oxford University Press, 1971, 
haUO. dalam kalimat, dalam H. Pontang Moernd B.M, "Pembentukan Htilrum Melalui Putusan 
Pengadilan Dalam Perkara Pidana". (Baudtmg: PT,Alumni), 2005. haL 20 

14 Mootesquieu cla1am Batlt Manan, "Kekuasaan Kehaklman Republik lndonesia" 
(Bandun~: Pusnt Penerb!t Universitas, LPPM Unisba), 1995, ha1.2. 

5 H. Ponlang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui PuiUsan Pengadilan Dalam 
Perk.ua Pidana". (Bandung: Pt.Alumni), 2005. hal. 20. 

u Bagir Man.an, "Memherdayakan Kekunsaan Kebakiman" makalah pada Seminar 
Nasional upaya meningkatkan Fungsi dati peranan Mahkamah Agung R.t Dalam mewujudkun 
Kekuasaan kebakiman yang Merdeka :Berdasatkan Pancasila", Bappenas-FH Unpad, Bandung, 
April1998, hal3. 
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c. Lega!itas tindakan negara/petnerintah dalam atti tindakan aparatur negara 

yang dapat diperianggungjawabkan secara hukum." 

Ciri yang kedua menunjukan adanya peradilan yang behas dan tidak 

memihak sebagai salah satu unsur negata hukum. Ciri ini S!ll1gal penting hagi 

hakim dalatn memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan 

kepadanya, yang pada akhimya dia harus memberikan putusan mengenai 

perkara tersebut. 

Peradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut berada dalam 

lingkup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyclenggarakan peradilan, 

guna menegakan hukum, dan menegakan keadilan." Segala earnpur Iangan 

dalarn urusan pengadilan dilarang, kecuali dalarn hal yang disebut dalam 

Undang-Undang Dasar. 29 Di dalarn hukum pidana positip Indonesia, hakim 

mempunyai kehebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana 

(slra/soort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggnnaan sistem 

altematif di dalam pengancaman pidana di dalarn undang-undang."' Hakim 

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang­

kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia sudah memperoleh keya!dnan bahwa 

suatu tindak pidana Ielah tetjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 31 Hal ini menunjukan adanya kernandirian, atau kebebasan 

hakim dalam menjatuhkan putusan. la bebas menentukan timbulnya keyakinan 

dalam diri berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di 

luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukan fungsi utama hakim datam 

memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Kebebasan 

ha!dm merupakan wujud dari kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun 

kebebasan hakim yang demikian itu, bukan tanpa risiko. Alas nama kebebasan 

ha!dm dapat menyalahgunakan kebebasanuya dan dapat pula bertindak 

sewenang-wenang. 

Tl H. Pontang Moera:d B.M. "Pembentuk:a.n Hukum Me1alui Putusan Pengadilan Dalam 
Perlwa Pidana". (Bandung' PT.Alurnni), 2005. haL 23. 

~ Pasal24 UUD 1945, sebagai perubahan ketiga (Dafam sidang tahunan t.fi':R 2001). 
29 Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No.14 tUum 1970, Jo Pasal 4 Ayat (3) Undang­

Undru!g No.4 tahun 2004 tenta.ng kekuasaan Keha.kiman. 
~Muladidanaarda Nawawi Arief, Op.Cit .hal 56. 
}l Pasall83 Undang-Vndang:No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. 
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T erkait dengan drunpak disparitas pi dana, selain pelaku tindak pidana, 

salah satu pihak yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pi dana adalah 

knrban tindak pidana.Drunpak disparitas pidana tethadap kotban tindak 

pidana, dapat menimbulkan rasa apatis dan tidak menghargai korban tindak 

pidana kepada aparat penegak hukum, sehlngga melemahkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem peradilan pldana.32 

Pad a slstem peradilan pldana plhak korban tindak pidana diwakiti oleh 

penuntut um11m/jaksa daiam menghadapi pihak pelaku dalam sua.tu sidang 

pengadi!an pidana. Plhak korban dalam sistcm peradilan pidana ini hanya 

berfungsl sebagal saksi saja. Plhak korban harus membantu jaksa, polisi, dan 

hakim (pihak pengnasa) dalam membenarkan, melegitimasikan tuduhan pihak 

pengnasa bnhwa telah terutama mengganggn, tertib hukum yang antara lain 

menimbulkan juga kerugian pad a pihak korban." 

Arif Gosita berpendapat bnhwa salah satu usaha penyulesaian 

viktirnlsasi kriminai yaitu dengan victimogogi yang dilandasi oleh ldeologi 

Retribusi~ artinya korban tindak pidana menginginkan adanya suatu sistem 

pemidanaannnya yang tegas dan berdasarkan asas seorang pelaku hams 

dihukum menurut taraf keseriusan pelanggarannya, Disini tujuannya adalah 

menghukum seseorang sesuai dengan berapa besar taraf kerugian yang telah 

ditimbulkan oleh macam kejabatan tertentu pada masyarakat. Sejalan dengan 

pandangan ini) ada keinginan untuk menernpatkan pihak koffian pada 

kedudukan yang lebih kuat dalam pengambilan dua macarn keputusan 

mengenai penuntutan dan penghukuman. Hal ini disebabkan) peradilan pidana 

barus memuaskan keinginan yang bersangkutan mengcnai keadilan, 

pembenaran moral atau pemba[asan. Victimogogis yang dlilhami oleh ideologi 

retribusi, antara lain, yaitu perintah mernberikan kompensasi, hak korban 

untuk diberitahu mengenai penahanan, tuduhan, penarnpilan di pengadilan dan 

penghukuman.34 

32 Mu!adi dan Barda Nawawi Ariel: Op.Cit, hat 54. 
HArif Gosita. "M~atnh Korban Kejaha!an", {Jakarta l3adan Faku:llas Hukum 

Universilas Indonesia), 2007, hai.'t55. 
~Ibid, ha1.235. 
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Namun dalam kenyataannya sebagal subyek hukum, praktls peran 
korban tidak lebih dari sebagai sakai yang pasif Hal ini karena hak-hak 

korhan sebatas pada bantuan hukum, praperadilan, tehabili!asi, dan gantt 

kerugian. Padahal, sesungguhnya korbanlah pihak yang sangat berkepentingan 

dengan !erselenggaranya peradilan pidana. 

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL 

Hampir seluruh negara di dunia tak te!'kecuat.i Indonesia, mengalami 

apa yang disebut sebagai "the distrubing disparity of sentencing". Yang 

mengundang perhatian lembaga legislalif serta lembaga lain yang terlibat di 

dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.35 

Menurut Muladi, pengertian disparltas pidana (disparity of 

sentencing) dalarn hal ini adalah : 

penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pldana yang 
sama (the same offences) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat 
berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable 
seriousness) tanpa dasar pembenaran yangjelas.36 

. Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa disparitas ... pidana 

berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus 

yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang 

jelas. 37 

Dalam, membahas mengenai perbedaan dalam pemberian sanksi 

pida.na, mak.a konsep pidana harus jelas. Menurut Wirjono Prodjodikoro 

pidana berarti : hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa 

dilimpahkan kepadanya seorang oknum sebagai hal yang tidak enak 

dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.38Sedangkan 

Soedario, menyatakan definisi pidana sebagai : penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada yang melakukun perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu itu. ~~ 39 

J' Harkrlstuti Harl::risnowo, Op. Cit.hal. 5 
16 Muladi, Op.Cit. hal. 106 
31 Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit.hal. 7 
HWirjono Prodjodikoro, "'As:ns-Asas Hukum Pidaca di Indonesia", {Bandung : Refika 

Aditatna, 2003), hal I. 
-

39 Soedarto, "Hukum Pidana", Jilid IA_. (Scmarang: FH UND!F, 1975)_.hal.7. 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



15 

Disparitas pidana hampir !erjadi pada setiap kasus tindak pidana, 

lottnasuk tindak pidana kekei:asan dalatn !1.tlllah !angga. Undang-Undang 

Notnor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Keketasan !Jalatn Rumah 

tangga yang Ielah disahkan pada tanggal 22 September 2004, saat ini sudah 

betumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian 

kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut 

dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum 

karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pemah 

diatur oleh undang-undang sebelumnya. 

Kekerasan berarti perihal yang bersifat, berciri khas perbuatan seseorang atau 

sekelornpok orang yang menyebabkan ctdera atau matinya orang iain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain."' 

Kekerasan (violence) dalam bahasa inggris berarti sebagai suatu serangan 

atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang 

dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander , bahwa : 

" in general, violence is aggresive behaviour with the intent to cause 
harm (physical or psychological). The word intent is central; physical 
harm that occur:; by accident, in the absence of intent. is not 
violence".41 

. Sedangkan dalarn bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami 

hanya menyangkut serangan fisik belaka .42 Selanjutnya pengertian kekerasan 

secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kltab Undang-Undang Hukum 

Pidana, yaitu :membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan 

menggnnakan kekerasan. Pingsan diartlkan hilang ingatan atau tidak sadar 

akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak 

mempunyai kekuatan atau tenaga sarna sakali sehingga tidak mampu 

mengadakan perlawman sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu 

masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perbuatan kekerasan 

Ml Kamus Besar Bahasa lndonesia{l988), bal.425. 
41 Elizabeth Kandel Englander," Understanding Violence", Mahwah, New Jersey : 

Lawrence Erlbaum Associate, Publishers L-ondon. 2003, ha1.2. datam R.ika Samswati ,"Perempuan 
dan Peoyelesaian Kekerasao Dalam Rumah Tangga'' , {Bandung :Citra Aditya Baldi), 2006, hal 
.13. 

42 Mansour Fakib, "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Anatisis Gender (Perempuan 
Dalam Wacana Perkosaan}, (Yogyakarta: PKBI), 1997. haJ.6. 
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seperti letsebut diatas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayan di dalam 

kUHP digo!ongkan monjadi dua, yailu : penganlayaan berat yang diatur 

dalam Pasal354 kUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasa1352 kUHl'. 

keketasaJ! lerhadap sesama manusia memll!kl sumber atau alasan yang 

bettnacam-lrulcam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan idoologi 

gender. Salah satu sumber knketasan yang diynkini penyebab kekeruan lnki­

laki terhadap perempuan adalah ideologi gender (jenis kelamin). Pengertian 

gender adalah sifat yang melnkat, baik pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun kulturaL Kekerasan 

yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan gender-related 

violence mempunyai macam dan bentuk ke j.ahatan : 

L bentuk pernorkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan di 

dalam perkawinaa. 

2. lindakan pernnkulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah 

tangga (domestic violence), termasuk tindakan kekerasan dalam 

bentuk penyiksaan terhadap anak-anak. 

3, bentuk penyiksaan yang mengarab pada organ alat kelamin (genital 

mutilation). 

4. kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostilution) 

5: kekernsan dalam bentuk pornografi. 

6. kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga 

berencana (enforced sterilization). 

7. kekerasan terselubung (molestation) berupa memegang atau 

menyentub bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berhagai cara 

dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. 

8. tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan 

masyarakat adalah pelecehan seksua1.43 

Menurut Pasal l Deklarasi Pengbapusan knkerasan Terhadap 

Perernpuan yang dikeluerkan oleh PBB pada bulan Desember 1993, yang 

dimaksud dengan kekerosan terhadap perempuan adalah : 

~]Ibid hlm.11 
' 
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Perwujudan ketimpangah historis dati hubtirtgan-hubungan kekuasllan 
all!ata lakl-lakl dan perempuan yang telah mengaklbatkall domlnasl dan 
diskriminasi terhadap kaum porempuan oleh kaum lakl-lakl dan 
hatnbatan bagi kemajuan terhadap mereka. 

Secata umum, tindak kekerasan terhadap perempuan sering pula berkaltan 

dengan instabilltas di rutnah dan di masyarnkat. Hal ini latnpak dati tiga 

kategori sebagai berikut. Pertama, kondisi kemiskinan akan mengaklbatkan 

dilalrukannya kekerasan, untuk penyaluran frustasi dan agresi diarahknn 

kepada mereka yang lernah, yakni wanita dan anak-anak. Kedua, dalatn 

masyarakat yang penuh instahilitas, budaya kekerasan akan berkembang. 

Ketiga, dalam masyarnkat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan 

bagian senjata yang digunakan untuk perang. 44. 

Pengertian kekerasan datam rumah tangga menurut Pasa11 Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Dalarn Rumah Tangga sehenarnya adalah : 

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
pslkologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah ta.ngga. 

Dati definisi tersebut terlihat bahwa undang-undang inl tidak dlberlakukan 

semata-mata untuk kepentingan perempuan soja. hanya saja. selama ini fakta 

menunjuknn bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga 

ini sebagian besar adalah perempuan, 

Kekerasan yang te!jadi dl dalam rumah tangga, menurut PRSal 5 Undang­

Undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga meliputl : 

1 Kekerasan fisik 

Y altu perbuatan yang mengakibatkan rasa saki!, jatuh saklt, atau luka 

berat 

44 Mu.ladi, Perlindungan Korban Dalarn Sistetn Peradilan Pidana (Hak asnsi Manusia, 
Politik dan system Perndilan l'idana), Semarang:, Badan Penerbit Universitas Olponegoro, 1991, 
bal. !38-139 
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2. Kekerasan psikis 

Adalah perbuatan yang mengaldbatkan ketakutan, hllangnya rasa percaya 

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidek berdaya, danlatau 

penderitaan psikis berat pada seseorang. 

3. Kekerasan seksual 

Meliputi pemeksaan hubuugan seksual yang dilekukan terhadap oraug 

yang menetap dalam linl!kuP rumah tangga tersebut, pemeksaan bubungan 

seksual terhadap salah seorang dulare lingkol> rumah tangganya dengan 

orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu. 

4. Penelantaran rurnah tangga, 

1.6 METODE l'ENELITIAN 

Metode penelitian diperlukan guua mengumpulkan bahan-bahan yang 

digunakan untuk menjawab permasalaban yang Ielah dirumuskan. Adapun 

silematika adalah : 

1.6.1 Metode Penelitian 

Mengacu pada pennasalah penelitian yang dikemukakan di atas, 

penelitian ini menggunakan penelltian yuridis sosiologis. Penelitian 

yuridis, terutruna ditujukan untuk mengkaji pengaturan kekerasan 

dalam rumah tangga serta keterkaltan antarn peraturan perundang­

undangan dengan keputusan haktm. Adapun ruang llngknp penelitian 

tesis ini han}'a terhadap tindak pidana kekerasan dalam romnh tangga 

yang berupa kakerasan fisik. 

Disamping itu penelitian sosiologis diperlukan untuk 

mengungkapkan sebab-sebab terjadinya disparitas, dampak disparitas 

pidana terhadap terpidana dan korban kekerasan fisik dalrun rumah 

tangga dan kemungkinan-kemungkinan dalrun konteks 

penanggulangan perbedaan putusan pengadilan atau perbedaan pidana. 

1.6.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan untuk melengkapi dan menerangkan lebih 

lanjut rnengenai penelitian ini diperolah dari dua sumber, yaitu: 
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L Data sekunder, bernpa data yang diperoleh dari berbagai literatur 

mengenai masalah yang berkaitan dengan disparitas pidana dan 

tindak piclana kekerasan dalam l1lrnllh tangga. Literatur yang 

digunakan da!am penulisan ini dipero!eh dati buku-buku, peraturan 

perundang~undangan, rancangan peraluran perundang-undangan, 

serla bahan-bahan lainnya dati internet. 

2. Data primer me!a!ui penelitian !apangan yakni melakukan kegiatan 

wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pene!itian ini, anta:a 

lain S (lima) jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung, S (lima) Hakim dati Pengadilan Negeri Klas !A Tanjung 

Karang di Bandar Larnpung, Kepala Lembaga Pernasyarakatan 

Tanjung Karang di Bandar Larnpung dan Akademisi. Penulis juga 

melakukan kegiatan wawancara menda!arn terhadap terpidana 

kasus kekerasan dalam rumah tangga yang maslb. menjaiani ma.sa 

hukuman di Lernbaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dan korban 

kasus kekerasan dalarn rumah tangga yang kasusnya Ieiah diputus 

oleh Pengadilan Negeri Klas !A Tanjung Karang di Bandar 

Lampung. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pandangan 

serta dasar pertimbangan tuntutan jaksa dalarn perkara tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga, · pandangan hakim tentang 

kekerasan dalam rumah tangga dengan perbedaan penjatuhan 

pidana dahun putusannya, pandangan petugas lembaga 

pemasayarakatan dengan adanya disparitas pidana dikaitkan 

dengan pemblnaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 

pendapat akademisi tentang disparitas pidana, serta upaya apa yang 

dapat dilakukan untuk memecahkan masalah disparitas pidana dan 

juga untuk dapat mengetahui darnpak dispmitas pidana terhadap 

le!pidana maupun korban kasus kekerasan dalarn rumah tangga. 
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1.6.3 J>enyajian dan AnaUsis bata 

bala primer dan data sekunder yang diperoleh disusun secata 

sistemaHs untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan dengan metnpelajatl pe11111dang-undangan dan penerapan 

petundang-undangan dalam ptaldek, apabila tetdapat data-data yang 

berupa data kuantitatif akan disajikan dan dibahas secara kualitatif. 

Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data 

yang diperolah secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab 

permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap pennasalahan di 

dalam penelitian ini. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini ditulis dalam hentuk dan susunan sebagai berikut: 

Bab l PENDAHULUAN 

Beb ini menguraikan mengenai latar belakang pennasalahan, 

rumusan pennasalahan, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian. kerangka toori, kerangka konseptual, dan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika 

penulisan penelitian. 

Bab ll TINDAK ·PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH 

Bah lll 

TANGGA DAN PENEGAKAN HUKUM Dl 

INDONESIA 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengaturan 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan 

dalarn rutnah tangga yang diatur dalam Undang-undang 

No.23 Tebun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, polaku, korban kakerasan dalarn rumah 

tangga, dan penegakan hakum di Indonesia, serta dispatltas 

pidana dalam penegakan hukum di Indonesia. 

. TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGADivnLAYAHBANDARLAMPUNG 

Bab ini tnenggambarkan tentang kekerasan dalam nnnah 
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tangga secara umum di Bandat LampUI!g, serla penyajian 

data yang me!iputi putusan perkara tindak pidana kekerasan 

da!am rumah tangga yang te!ah diputus oleh l'engadilan 

Negerl Klas !A Tanjung karang di Bandar Lampung setelah 

diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2004tentang 

Penghapusan Kekerasan Da!am Rumah Tangga, yaitu dalam 

kurun waktu tahun 2006-2008. Pendapal aparal penegak 

hukum, akadernisi, terpidana dan korban mengenai 

penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam tumah 

tangga. 

ANALISIS TENTANG PENGENAAN SANKSI 

PIDANA TERHADAP PELAkU TINDAK PIDANA 

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA 

Bab ini berisi analisis terhadap temuan lapangan guna 

mendapatkan jawaban mengenai sebab terjadinya petbcdaan 

sanksi pidana terhadap pelaku lindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga di wilayah Bandar Lampung, dampak 

dispuritas pidana terhadap terpidana dan korban kasus 

kekerasun daJam rumah tangga serta upaya apa yang dapat 

dilakukan guna ffiengurangi terjadinya disparitas pidana 

tersebut. 

PENUTUP 

Bab terakhir ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh 

dari analisis penehtian serta saran-saran yang mungkin dapat 

digunakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia 

khususnya mengenai disparilas pidana dalam tindak pidana 

kekerasan fisik dalam rumnh tangga. 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



BABII 

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA 

2.1 Tindak Pidana Kckerasan Dalam Rumah Tangga 

22 

2.1.1 Latar Bclakang Pengaturan Hukum Pidana Kekcrasan Dalam 

Rumah Tangga 

Konstitusi Indonesia telah secara tegas mernberikan perlindungan 

hak-hak asasi marrusia terhadap tindakan diskriminasi, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 28A menentukan bahwa "Setiap orang berhak 

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

Pasal28B Ayat (I) berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", Pasal 28B 

Ayat {2} menentukan bahwa '"'Setiap anak berhak atas k~langsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan clari 

kekerasan dan diskriminasi", dan Pasal 28G Ayat (i) bahwa "Setiap 

orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehonnatan, 

ma:rtabat, dan harta benda yang dibawah kekuasammya, sertn berhak 

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tiduk berbuut sesuatu yang mcrupakan hak asasinya".38 

Dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia dun perHndungan 

tindakan diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia pun te1ah 

meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang 

Penghapus!Ul Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ( 

Convention On the Elimination of All Forms Discrimination Againts 

35 Mudjiati, "lmplemenlasi TJndnng~undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekernsan Dalam Rumali Tangga Snafu Tanlangan :r..'ienuju Sistem Hukum Yang Responsif 
Gender", (Jakana : Jumat LagisJasi lodooesia voL5. No.3, Direktorat JeMn"l:l Peraturan 
.Perundang-undangan Deparlemco Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl, 2008), haiAS. 
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Women/ CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. 

Konvensi tersebut, pada dasarnya juga mewajibkan kepada setiap 

negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, tennasuk 

pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya bidang politik, 

sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan 

kemajuan perernpuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin 

mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan 

kebcbasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-l::Jk-i. 

Namun kenyataan menunjukan semakin meningkatnya angka kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilaporkan terjadi di Indonesia. Undang­

undang yang ada selama ini terrnasuk Undang-Undar.g nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan temyata belum mampu melindungi kaum 

perempuan di ranah domestik sehingga perlu ada undang-undang yang 

mengatur hubungan suami isteri atau orang tua-anak dalam keluarga, 

atau antara anggota keluarga dan orang yang turut tinggal dalam rumah 

tangga tersebut, khususnya hila terjadi kekerasan di dalamnya.39 

Selain itu, ketentuan-ketcntuan yang mengatur masalah kekemsan 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mcmbcrikan 

perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena kekerasan 

yang dimaksud dalam KUHP hanya ditujukan pada kckcrasan fisik, 

seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Rumusan 

tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kckcrasan 

fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi, dan seksual. Kctcrbatasan 

lain dalam KUHP adalah tidak adanya pidana minimum sehingga 

seringkali hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan 

harapan korban. Seperti ketentuan Pasal 351 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 

(3) KUHP yang seeing digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga, mengatur hukuman selama 2 (dua) tahun 8 

(delapan) bulan sampai dengan 7 (tujuh) tahun pidana penjara bagi 

39 Rika Saraswati, Op.Cit. bal. 210. 
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pelaku penganiayaan. Dalam kenyataannya, hal ini menyebabkan 

terjadinya dispari!as penjatuhan pidana.4ll 

Selanjulnya, KUHP hanya mengalur sanksi bagi pelaku kekerasan 

dalam bentuk pidana. Belum ada sistem pengaluran sanksi yang lain, 

misalnya perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak 

sementara yang bisa clikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi 

pelaku melakukan kekerasan atau penyediaan benluk terapi yang 

diwajibkan alas diri pelaku. Minimnya pengaturan sanksi dalam KUHP 

menimbulkan dilema bagi perempuan karena hukum dan budaya telah 

memposisikan dirinya secara ekonomis bergantung pada suaminya. 

Akibatnya, tidak mengherankan apabila banyak perempuan korban 

kekerasan da1am rumah tangga lebih memilih diam dan tidak menuntut 

suaminya ke Pengadilan. ApabHa perempuan korban kekerasan dalam 

rumah tangga melanjutkan kasusnya ke proses pidana, tidak jarnng 

tuntutan tersebut ditarlk kembali karena posisi suami sebagai pencuri 

nafkah daripada kepentingan keselamatanjiwanya.41 

Berdl:Jsarkun hal-hal tersebut di atas, sudah saatnya perlu disusun 

peraturan yang jelas dan tegas mengatur masalah kekerasan dalam 

rumah tangga, dengan memperhatikan berbagoi situasi perempuan dan 

seg;ala kepentinganotlya. Perubahan pemikiran bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga tidak hanya diartikan sebaga.i kekerasan terhadap 

pasangan (suami atau istri), tetapi juga meliputi anggota keluarga lain. 

Hal ini didasarkan pada fakta yang ada bahwa kckerasan dalam rumah 

tangga tidak hanya 1nenimpa pasangan (suamilistri), tetapi juga 

menimpa atau berdampak; baik secara psikis maupun fisik pada anggota 

keluarga yang lain terutama anak-anak.42 

4 ~ ibid, hal.212. 
4

J Ninik Rall<t)'U, "Uodnng~undang Nomor 2:3 tahun 2004 Tenlang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tanggn Dan Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban", (Jakarta ; Jumal Lagislasi 
indonesia vol.S, No.3. Direktorat Jendral Peraturan Perundang·unda.ngan Departemen Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia Rl, 2008), ha1.69. 

41 Baden Pusat Statistik dan Kementriun Negara Pemberdayaan Perempuan,''Surve:y 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2000 ",{Jakarta :Badan Pusat Statistik, 2000), 
hal24. 
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Perubahan pemikiran diperlukan untuk rp.emaharni bahwa 

kekerasan datam rumah tangga adatah kejahatan terhadap kemanusiaan 

dan kekerasan dalam rumah tangga bukantah urusan pribadi sehingga 

diperlukan peraturan khusus. melalui "reformasi hukum", yakni 

pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa 

yang dipandang salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar 

dan lebih baik datum rangka mewujudkan cita-cita kehidupan 

Le~-masyarakat~ berbangsa dan bemegara, yaitu dengan disahkankannya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pad a tanggal 22 September 200443 

2.1.2 Tindak Pidana Kckerasan Dalam Rumah Tangga 

Tindak pidana kek:erasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 

44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang rncrupakun 

ketentuan khusus. 

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang~undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa tindak pidana 

yang dit~tur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu 

disangsfkan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut 

mempakan kejahatan, Alasannya, bentuk kckcrasan terutama kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan pelangganm hak asasi manusia dan 

kejahatan terhadap martubat kemanusiaan dan bGntuk diskriminasi yang 

harus dihapus, 44 

Dal!un Undang-Undaog Nomor 39 tahun 1999 teotang Hak Asasi 

Manusia pada Pasal 1 butir 1 disebutk:an bahwa : 

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, 
dan setiap orang demi kehormatan serta per1indungan harkat dan 
martabat manusia. 

43 A.A. Oka Mahendra, " Reformasi Pembangunan Hukum Dalam PeJSpektif Peraturnn 
:Pcrundang-undangan ",(Jakarta : Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006), hal.74, 

41 Rika Saraswa!i, Op.Cit. hal. 208. 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



26 

Atas dasar tersebut maka hak-hak asasi yang melakat pada 

seseorang, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kebebasan pribadi, hak untuk pikiran dan hati nurani, hak beragama1 hak 

untuk tidak diperbudak, hak unh1k diakui sebagai pribadi dan hak 

persamaan dlmuka hukum, dan hak unhlk tidak dituntut atas dasar 

hukurn yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun clan oleh siapapun hams dihonnati dan 

diiindungi. Jika tidak, terjadilah pelanggaran hak asasi manusia.45 

Pelanggaran hak asasi manusia, menurut Pasal 1 butir 6 Vndang~ 

Undang Hak A.sasi Manusia adatah : 

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok terrnasuk aparat 
negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian 
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi~ 
membatasl) dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau 
kelompok orang yang dijaruin oleh undang-undang ini, dan tidak 
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme 
hukum yang berla.ku. 

Berclasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka penganiayaan 

dan kekerasan yang mengurangi hak~hnk asasi manusia adalah 

kejahatan. A(tfnya, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, horus 

dlakui sebagai bentuk kcjahatan pula terhadap kemanusiaan sesconmg.46 

Di dalam Undang·Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 

~umah Tangga, kelompok kejahatan di bidang kekerasun dalam rnmah 

tangga terdiri atas: kejahatan yang menyangkut kekcrasan fisik, 

kejahatan kekerason psikis, kejahatan kekerasan seksual 1 dan kejahatan 

penelantaran rumah tangga. Disamping ancaman pidana pokok yang 

meliputi pidana penjara atau pidana denda1 Undang-undang 

Penghapusan Kekera.<:>an Dalam Rumah Tangga juga mengatur pidana 

tambahan berupa : 

45 Rita Serena Kalibongso, " Kekerasan Tcrhadap Pererupuan Dalam Rumah iangga 
Sebagai Pelanggaran Hnk Asasi Manusia", (Jakarta: Kel.ompok Kerja "Convention Watch" Pusat 
Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000), hal. 107. 

46 Lihnt penjelasan Undang-Undang Rl Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tongga. 
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a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bcrtujuan untuk menjauhkan 

pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun 

pembalasan hak-hak tertentu dari pelaku. 

b. Penetapan pelaku mengikutl program konseling di bawab. 

pengawasan lembaga tertentu.'n 

2.1.3 Pela.ku Tindak Pidana Kekcrasan Dalam Rumah Tangga 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tidak mengatur s«:ara 

khusus jenis peiaku tindak pidana kekerasan daiam rumah tangga, 

karena tujuan diberlakukannnya undang-undang ini, tidaklah semata~ 

mnta untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk scmua orang dan 

mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami 

subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang 

dewasa maupun anak-anak. melainkan juga laki-laki, baik dewasa 

rnaupun anak-anak, Hanya saja selama lni fakta rnenunjukan bahwa 

korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian 

besar adalah perempuan."~ 8 Undang-undang ini mengatur mengenai 

beberapa jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang 

meliputi: 

l. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun 

benda, penganinyaan yang memberikan rasa sakit, jatuh sakit, atau 

luka berat, pengurungan, pemberian beban kerja yang bcrlcbihan1 

dan pemberian ancaman kekerasan.49 

2. Kekerasan psikis adafah pcrbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, bHangnya kemampuan untuk 

41 L!hat Pasal 50 Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghupu,Nan 
Kekerasan Da.lam Rumah Tangga. 

~~~ Sucbafer,J, and Caetanol , "Rates of Intimate Patner Violence in the Unl!ed States", 
American Journal of Public Health , in Elizabeth Kandel Englander. Unders.Wnding Violence, 
(Mahwah-New jersey: Lawrence Erlbaum Assocfate, Publishers londcm, 2003) haL26. 

49 Lihat,. Pas:al 6 UndangwUndang RI No-mor 23 Tahun 2004 Tentang Peoghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tnngga. 
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bertindak, rasa lidak berdaya, dan!atau penderitaan psikis berat 

pad a seseorang_ 50 

3. Kekerasan pene!antaran rumab tangga mela!ui tindakan !idak 

memberi nalkab labir kepada ke!uarga, pembatasan penggunaan 

keuangan yang herlebihan dan pemaksann kehendak untuk 

kepentingan~kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja 

dan sebagninya.51 

4. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling 

ringan~ terrnasuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain 

untuk tujuan komersia:l dan!atau tujuan tertentu hingga perkosaan.51 

Namun yang paling senng terungkap hanyalah 3 jenis tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga saja, yakni pe!aku tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga yang berkedudukan sebagai pelaku 

kekeras.an secara fisik, kekerasan secara psikis atau kekerasan secara 

seksual, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (I), 

Pasal45 ayat (I), serta Pasal46, yang dijelaskan dibawah ini: 

Pasal 44 Ayat (I) UU No. 23 Tahun 2004 mclarang mclakukan 

pcrbuatan kekerasan lislk dalam tingkup rumah tangga, oncaman 

hukumannya adalah penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 

15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pasal 44 Ayat (2) UU No. 23 

Tahun 2004 mengatur dalam hal perbuatan kekemsan fisik 

mengnkiballcan korban jatuh sakit atau luka berat, dlpidana penjara 

maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksima! Rp.JO.OOOO.OOOO,­

(tiga puluh juta rupiah), Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 

menentukan apabila perbuatan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan 

matinya korbatl~ dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 {lima 

belas) tahun atau denda maksimal Rp.45.000.000,- (empat puluh lima 

n Liliat, Pasal 7 Undang·Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004 Tentnng Pengiw.pusan 
Kekerasan Dalam ltumah Tangga, 

51 Lihat, Pasal 9 Undang~Undang Rl NoiMr 23 Tahun 2Q04 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

51 Lihnt, Pasal 8 Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah TMgga, 
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juta rupiah). Sedangkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 

Tahun 2004, da!am hal perbuatan kekerasan fisik yang dilak:ukan oleh 

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jahatan atau mata 

pencabarian alau kegiatan sehari~hariJ dipidana dengan pidana penjara 

maksimal 4 (empat) bulan alan denda paling banyak Rp.5.0DO.ODO,· 

(lima juta rupiah). 

Pasal 45 ayat (1) Undang·Vndang No. 23 Tahun 2004 melarang 

seseorang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingk:up rumah 

tangga, dan mengancam perbuatan tersebut pidana maksimal 3 (tiga) 

tahun atan denda maksimal Rp 9.000.000,- (sembilan jnta rupiah). 

Sedangkan dalam hal perbuatan kekerasan psikis tersebut di1akukan 

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekeljaan jabatan atau mata 

pencaharirumya atau kegiatan sehari-hari 1 dipidana penjara maksimal 4 

{empat) bulan dan denda maksimal Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah). 

Pasnl 46 Und:mg-Undang No. 23 Tahun 2004 meiarang 

melakukan porbuatan kekerasa:n seksual yaitu dengan cara pemaksaan 

hubungan scksual yang dilakukan terhadap orang yang rnenetap dalam 

lingkup rumah tangga tersebut, dipidana dengan pidana penjara 

maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimai Rp.36.000.000,­

(tiga puluh cnam juta rupiah). Sementara di dalam hal perbuatan 

memaksa orang yang menetap daJam rumah tangganya melakukan 

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial danlatau 

untuk tujuan tertentu, dipidana penjara minimal 4 (ernpat) tahun dan 

pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahnn atau denda minimal 

Rp.l2.000.000,· ( dua belas jnta rupiah) atau denda maksimal 

Rp.300.000.000·, (tiga ratus juta rupiah). Apabila perbnatan kekerasan 

scksual tersebut mengakibatkan korban mendapal luka yang tidak 

memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya 

pikir a tau kejiwnan sekurang-kurangnya se1ama 4 (em pat) minggn terns 

menerus atau 1 (satu) tahun tidak: berturut-turut, gugur atau matinya 
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janin dalatn kandungan ,atau mengakibalkan tidak berfungsinya alat 

reproduksi, dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda minimal Rp. 25.000.000,­

(dua puluh lima juta rupiah) dan denda maksimal Rp.500.000.000,­

(lima ratus juta rupiah). 

Selain ketiga pasal tersebut, yang memuat ancaman pidana bagl 

pelaku dalam tiga peran atau kedudukan yakni sebagai melakukan 

kekerasan fisik, psikis dan seks1_ml, s.-b.::numya rnasih ada lagi ancaman 

pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam 

peran yang lain, yakui diantaranya pasal yang memuat ancaman pidana 

bagi seseornng yang menelantarkan orang lain dalam Hngkup rwnah 

tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjlan ia wajlb memberikan kehidupa.n, perawatan, 

atau pemelihoraan kepada orang terscbut dan penelantaran tersebut juga 

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 

dengan cara mem?atasi danJatau melarang untuk bekerja yang layak di 

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali 

orang tersebut Pelaku kckerasan dengan cara penelantaran rumah 

tangga dipidana penjara mnksimai 3 (tiga) tahun atau Ucnda maksimal 

Rp.IS.OOO.OOO,-(lima belas juta rupiah). Akan tetapi hanya ketiga jenis 

peJaku tcrscbut sajalah yang pcrkaranya lebih ban.yak sampai ke 

pengadilan. 

2.1.4 Korban Tindak Pidana Kekernsnn Dalam Rumah Tungga 

Menurut Undang-Undang Rl Nomor 23 Talmn 2003, disebutkan 

bahwa korban kckerasan. dalam rumah tangga adalah orang yang 

mengalami kekernsan danlatau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah 

tangga. 53 

Dari hunyi pasal tersebut terlihat bahwa un.dang~undang ini 

diberlakukan tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi 

untuk semua orang dan mereka yang mengalarni subordinasi. Pihak yang 

53 Lihat Pasall Angk:a 3 Undnng~Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekernsan Dalnm Rumah Tangga. 
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mengalami subordinasi dalam kenyataannnya bukan hanya perempuan, 

bnik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-Jaki, baik 

dewasa maupun anak~anak. Hanya saja selama ini falda menunjukan 

bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian 

besar adalah perempuan.54 Salah satu penyebabnya adalah budaya 

masyarakat Indonesia yang patriakhlal dimana sebaga.i suatu struktur 

komunitas bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan dipersepsi 

sebagai suatu struktur yang menderogasi perempuan, yac.g dalru:tl 

kenyataannya tergambar baik dari kebijakan pemerintah maupun dalam 

peri1aku musyaraka.t. Dengan dernikian korban tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga terutarna perempuan pedu mendapatkan perhatian 

dan perlindungan khusus, karena jika dikaitkan dengan isu Hndak 

kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami perempuan balk pada 

seat maupun setelah tel]adi kekerasan pada kenyataannya jauh lebih 

traumatis dari pada yang dialami 1aki-laki.55 

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban, Undang­

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengakui 

hak-hak korban kckcrasan dalam rumah tangga, seperti yang diatur pada 

Pasal 10 Undang-undang Penghapusan Kekeras:.m Dalnm Rumah Tangga 

yang berbunyi : 

Karban berhak mendapatkan : 
a, Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat1 lembaga sosial, atau pihak lainnyu, baik 
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah per1indungan 
dari pengadilan. 

b. Pclayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan media ; 
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaau korban. 
d. Pendampingan oleh peketja sosial dan bantuan hukum pada 

setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengnn ketentuan 
peraturan perundangRundMgan; dan 

e. Pelayanan bimbingan rohani. 

54 Rika Saraawa!J, Op.Cit.hall9 
ss Harlaistuti Harkrlsnowo, "Hukum Pidana Dan K.ekerasan Terhadnp Perempuan dalam 

buku kumpulan karangan Achie Sudiarti Luhulima,"Pemahaman Bentuk~llentuk Tlndak 
K.ekera.san Terhadap Perempuan Dan AltematifPemecabarmya"', (Kelompok Kerja "Convention 
Wacth" :Pusat Kajian Wanita Dan lender Universitas Indonesia, 2000 ), ha1.17. 
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Dengan demikian, perlindungan hak-hak lmrhan pada hakikalnya 

merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban 

mernbutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di 

dalam sis tern peradilan pi dana di Indonesia hak -hak korhan kurang 

terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka. 

Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungl karena : 

Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem 
kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). 
Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di 
dalam ,struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan sebagainya. Teijadinya kejahatan atas diri korban 
akan bcnnakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga 
pengaturon hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban 
akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan 
tersebut. 

Kedua, adanya argumen kontrak: sosial dan solidaritas sosial karena 
negara bo~eh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial tethadap 
kejahatan dan melarang tindakan-tfndakan yang bersifat pribadi. 
Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus 
memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkat.an 
pelayanun muupun pcngahlran hak. 

Keliga, perHndungan korban yang biasanya dikaitkan dengan sa!ah 
satu tujuan pemiclanaan, yditu menyelesaikan konOik. Dengan 
penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh .adanya lidak pidana 
akan mernulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dahun masyarakat 56 

2.2 Pencgakan Hukum di Indonesia 

Penegakan hukum bukanlah semata~mata berarti pelaksnnaan 

perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia 

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement 

begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan 

penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan haklm.s1 . 

56 Muladi, '' Perli.ndung:an Korban Dalam Sisltem Perndilan Pirlana dalam buku kutnpulan 
karangan : Hak Asasi Manusia, PoJ!tik Dan Sistem Peradilan Pidana, ( Semaraug : Bndan penerbit 
Universitas Dipqnegom, 1997} haJ.l72, 

51 Soerjono Soekanto,.,Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegaknn Hukum", (Jakarta ; 
CV. Rajawali, 1986), lml5. 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



33 

Soetjono Soekanto he1pendapat bahwa penegakan hukum 
dipengaruhi oleh beberapa hal yakni : 

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini ialah Undang-undang. 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menetapkan hukum; 
c. Faktor saran a atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; 
d. Faktor masyarakat, yakni lingk:nngan dimana hukum tersebul 

berlaku atau diterapkan; 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cip!a, dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusla di dalam pergaulan h!dup. 

Kelima faktor tersebut sating berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

rnerupakan esensi da'ri penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari 

efektivitasnya penegakan hukum. 58 

2.2.1 Sistem Peradilan Pidana 

Bicara mengenai penegakan hukum) tidak terlepas dari apa 

yang dtnamakan Sistem Peradilan Pidnna Hal tersebut disebabkan 

penegakan hukum adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan 

antara instansi kepolisian, kejaks:aan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan, serta tidak terlepas juga duri peran masyarakat 

scbagai salah satu sub sistem sistem pcradilan pidana, disamping 

lerdaput penasehat hukum. 

Ststem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem 

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masaiah kejahatan. 

Mcnangguhmgi berarti disini adalah usaha untuk mengendaliknn 

kejahatan agar bcrada dalam batas-batas toleransi rnasyarakat Sistem 

ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun 

ketuhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat 

diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 

pcngadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana."' 

Disamplng itu sistem juga bertugas untuk mencegah terjadinya 

korban kejaha!an maupun mencegah bahwa mereka yang sedang 

ataupun telah selesai menjaJani pidana tidak mengulangi lagi 

58 Ibid, hal8-9. 
59 Mardjono R.eksodiputro.Hak Asasi Manusi'a d(l/wn ... ,Op. Cit., haL84. 
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perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Oleh karenanya tujuan 

sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai : 

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat 

puas bahwa keadilan Ielah ditegakkan dan yang bersalah dipidana 

serta; 

c. mengusahakan agar mcreka yang pernab melakukan kejahatan 

tidak mengulanJ?;i !:tgi kt.>jahatu.n;1y.:L60 

Gamburan di. atas adalah apa yang paling terlihat dari dan 

diharapkan olch masyarakat. Dalam mencapai tujuun dati sistem 

petadilan pidana, keterpaduan dalam sistem harus dilakukan dengan 

erat antara subsistem daJam sistem peradilan pidana. Apabila 

keterpaduan antara sub sistem tidak dHakukan dengan erat dalam 

sistem perndHan pidana, maka dapat timbui 3 kerugian seperti 

dijelaskan oleh Minoru Shikita, yang mengajukan yakni: 

a. " ... il is often difficult for component agencies to assess the 
success or failure of their own policies and practices in 
isolation, because they impact on one another. Fail11re or 
SliCcess is often jdt more by other agencies than the 
particular one ''. 

b. " ... it is often difficult for the respective agencies to solve 
their most serious problems by fluunselve/; ". 

c. " ... the responsibility for ~ffecti\•e administration of justice 
is so diluted among various agencies that each agency 
tends not to be sufficiently concerned with the overall 
effectiveness of t/le Iota/ criminal justice administration. 
Moreover, there has bee1t insufficient efforr to assess the 
effectiveness of the. administration of justice as a whole. or 
to view systematically each agency's responsibility in 
regard to success or failure of the system as an entirety." 61 

Yang diartikan sebagai: 

w Ibid, hal 85. 

a. Kesukarau dalam menilai sendiri keberhasilan atau 
kegagaJan masing~maslng instansi. sehubungan dengan 
tugas mereka bersama; 

61 Minoru Shiki!a, "lntegrnted Approach to Effective Administration of Criminal and 
Juvenile Justice", dalam MMdjono Reksodiputro, "Kriminologi Dalam Sistem Peraclilan Pidana 
Kumpulan Karangan Buku Kedua", (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 
Lembaga Kriminologi Universitas lndonesia, 2007), hal 144 .. 
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b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah 
pokok masing-masing (sebagai sub sistem dari sistem 
peradilan pidana);dan 

c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi senng 
kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu 
rnemperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem 

d., "d 62 pera 1 an pt ana. 

Jawaban terhadap kerugian-kerugian di atas adalah perlunya 

keterpaduan kerja dalam sistem peradilan pidana,63 sebz.gaimana 

dinyatakan oleh Mi:mteri Kehakiman Ali Said: 

"Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai 
perlunya tenaga-tenaga professional sistem Peradilan Pidana, 
maka adru;.ya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur­
unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem 
peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan 
dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, 
apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur 
tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur 
sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem 
peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan 
dari berbagai unsur tersebut".64 

Tujuan sistem peradilan pidana baru selesai (tercapai) apabila 

si pelanggar hukum telah terintegrasi dengan masyarakat dan hidup 

sebagai warga yang taat pada hukum. Dalam rangka pemikiran- ini 

perlu diperhatikan sa\ah satunya adalah mcnccgah terjadinya 

disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan 

untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya 

diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan 

terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk 

lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya. 65 

62 Mardjono Reksodiputro"Hak Asasi Manusia ... ,Op.Cit., hal.85. 
63 Mardjono Reksodipulro, "Kriminologi clan Sistem Peradilan Pidana ... ,Op.Cit. hall42. 
64 Ali Said, sebagaimana dikutip dari Laporan Singkat Seminar Bersama UNAFEI Jepang, 

Babinkumnas Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Maret 1984, hal3-4, sebagaimana dikutip pula 
oleh Mardjono Reksodiputro dalam "Kriminologi dan Sistem Perndilan Pidana Kumpuhm 
Karangan Buku Kedua", (Jakarta : Pusal Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga 
Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal142. 

6s Mardjono Reksodipulro, "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana ... , Op.Cil, hal146. 
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2.2.2.1 Peran Sub Sistem Kepolisian 

36 

Sistem peradilan pida11a yang digariskan Kitab Undang Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sistem terpadu 

(integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut 

diletakkan berdasarkan prinsip di.fferensiasi fimgsional di antara 

aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang 

diberikan undangMundang kepada masing-masing aparat penegak 

hukum. 

Seperti yang dikatakan, Polri menduduld posisi sebagai 

penegak: hukum sesuai dengan prinsip differensiasi fungsiona1 yang 

digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan peran (role) berupa 

kekuasaan umum menangani kriminal (general policing authority in 

criminal matter) di seluruh wilayah negara. Dalam melaksanakan 

kewenangan tersebut Poiri berperan meJakukan pengendalian 

kejahatan (crime control) dalam bentuk. investigasi- penangkapan­

penahanan- penggeJedahan- penyitaan. 

Tanggung jawab Polri dalam mencgakan bukum (law 

enforcement) berada pada diri Pol.ri itu sendiri. Oleh karena itu, Polri 

dapat dimintai pertanggungiawaban atas penegakan hukum. Dalam 

rangka pertanggungan jawab yang independe11, PoJti bebas 

mengambil diskresi meskipun hal itu mendatangkan konsekuensi 

dramatik terhadap masyarakat 66 

Tugas pokok Polri berdasarkan Undang·Undang No 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adaJah 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan 

hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri 

memiliki beberapa fungsi yakni: 

~ M Yahya Harahap. "Pcmbahasan Permasalahan dan Penerap.an KUHAP (penytdikan dan 
penuntutan)", (Jnkarta:Sinar Grafika,2002), hal. 93 
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1. melaksanakan pengoturan, penjagoan, 

2. pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan 

pemerfntah sesuai kebutuhan. 

3. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiba.n dan kehmcaran lalu lintas di jalan, 

4. metnbina masyarakat untuk menlngkatkan partis[pasi 

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, 

5. turut serta dalam pembinaan hukum nasional, 

6. memelihara ketertiban dan menjamin kearnanan umum, 

7. rndakukan koordinasi, pengawasan, dan pernbinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, pen)idik pegawaf negeri sipil 

(PPNS), dan 

8. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, 

9. melakukan penyeHdikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang~tmdangan lainnya, 

l 0. menydenggarakan identifikasi kepolis1nn1 kedokteran 

kcpolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolislan untuk 

kepentingan tugas kepolisian, 

II. 1nelindungi keselarnatan jiwa raga, harta benda1 masyarakat1 dan 

lingkungan hidup dari gangguan k:etertiban dan/atau bencana 

termasuk membcrikan bantmm dan pertolongan dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

12. meJayani kcpentingan warga masyarakat untuk sementara 

sebelum ditangani oleh instansi danlatau pihak yang berwenang1 

memberikan pelayanan kepacla masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, 

13. mclaksanakan tug as lain sesuai dengan peraturan perundang­

undangan. 67 

67 Pasal14 Undang-Undang No. ;t lahun 2002 tentang kepnlisian Negara Rl, LN RJ Tahun 
2002 No. 2, TLN :tU No A 168. 
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Da1am undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acarn Pidana, diatur tugas Polri sebagai penyidik, artinya Polri 

bertugas melakukan serangkaian tindakan di dalarn lull dan rnenurul 

earn yang dialur dalam Undang-Undang (KUHAP) untuk mencari 

serta mengUJnpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana ynng te.Ijadi dan guna menemukan tersangkanya. 68 

Namun sebetum dilakukan penyidikan, Polri harus bertugas 

melakukan penyelidikan, yait'..:. scrangkaian tindakan untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga scbagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 

cara yang dlatur dalam Undang Undang Hukum Acarn Pidana69
• 

Mengenai kewenangan Polri dalam penegakan hukum, dapat 

disebutkan kewemmgannya herdasarkan KUHAP. yakni setiap 

anggota Polri memiliki kewenangan kepolisian yang lingkupnya 

dapat membatasai hak-hak asasi warga masyarakat dcmi tegaknya 

hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini narnpak dalam 

kewenangan selaku penyelidik, penyidik, penyidik pembantu 

sebagaimana dintur da1am Pas a! 5 Ayut ( 1) dan Posa1 7 Ayat (I). 

Da1am Pasal 5 Ayat (l) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

disebutkan Polri selaku penyelidik mempunyai wcwcmmg menerima 

laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, 

mencari keterungan dan alat bukti, men)'I.Jruh bcrhenti seseorang 

yang dicurigai dan mcnanyakan serta mcmerlksa tanda pen gena{ diri, 

mengadakan tindukan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Selanjutnya da1am Pasal 7 ayal (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 

1981, Polri selaku penyelidik juga berwenang untuk: menerima 

lapomn ntau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, 

melakukan tindakan pertarna pad a saat di te:mpal kejadian. menyuruh 

berhenti seorang tersangka dan memerlksa tanda pengenal diri 

J>S Lihat Pasnl 1 angka 2 Undang -Undang No.8 talmo 198 l Tentang Kitab Unrlang-Undang 
Hukum Acara Pidtma. 

69 Uhat Pasall angka 5 Undang ·Undang No.8 talmo 198l Tentru;g Kitab Undang~Undang 
Hukum Acara Pidana. 
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tersangka1 melakukan penangkapan~ penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat> mengambit 

sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar 

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli 

yag diperlukan dalrun hubungan dengan pemeriksaan perkara, 

mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain 

menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Selaku penyidik pembantu sebagaima:na ters,.hut d::l::m Pasnl 

li Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mernpunyai wewenung 

seperti penyidlk kecuali mengenai penahunan yang wajib diberikan 

dengan peHmpahan wewertang dari pcnyidik. 

Dengan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di atas, kiranya Polri marnpu menjadi inti 

kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan Wltuk mencapai 

keamanan dan ketertiban_ 

2.2.2.2 Pcran Sub Sistem Kejaksaan 

Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses 

pemidana(ln karena penuntutan menghubungkan pcnyidikan dengan 

pemeriksaan di sidang pcngadihm. Dalam penuntulan, j.aksa 

bertindak sebagai sebagai pcngacara masyarakat. Jaksa adalah juga 

peHndung kepentingan umum. sehingga sikapnya terhadap 

tersangka/terdakwa dan orang~orang yang dipcriksanya harus 

obyelctif dan tidak memihak.70 Tak dapal disangkal, dalam 

hubungunnya dengan pengadilnn, jaksa mempunyai hak-hak khusus 

dun tanggung jawab khusus yang lebih dari pada hak-hak dan 

langgung jawab polisi. 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tenlang Kejaksaan 

Republik Indonesia, dalam Bah III Jiatur meugenai lugas dan 

wewenangjaksa, yaitu; 

70 Subrahma.n.ia Iycr Balakrishnan, Speedy wrd Far'r Admi11istraJion of Justice, UNAFEI 
Report NQ. 15 Tnhun 1978, hal61, sebagaimana di Kutip oleh RM.Su.mhman dan Andi Harnzah, 
dalam "'Jaksa di., .... ,hal. 6. 
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Pasal 30 Ayat (1) di bidang pidana, k~aksaan mempunyai tugas dan 

wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim 

dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

be!liyarat, melakukan penyidikan lerhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang, rnelengkapi berkas perkara terteutu dan 

untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebe1um 

dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya 

dikoordinasikan dengan penyidik. 

Di dalam Pasal 30 Ayat (2) Di hidang perdata dan tala usaha 

negara, se1aku jaksa pengacara negara, kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik di da1am maupun di lua:r pengadilan 

untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

Sedangkan dalarn Pasal 30 Ayat (3) Dalam bidang ketertiban 

dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan 

kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat1 pengamamm 

kebijakan penegakkan hukum, pengawasan peredaran barang 

cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara1 pencegahan dan penyalahgunaan danlatau 

penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statlstik 

kriminaL 

Di dalam melakukan penuntutan, seorang jaksa memilikJ 

pedoman schagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung 

Nomor: SE-001/!.A1411995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. 

Surat edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tuntutan pidana:11 

yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di 

dalam masyarakat, membuat jera pelaku tindak pidana, mampu 

71 Dalam rangka guna lebih meningkatkan kuai.Has penerapan, penegukan dan pclayanan 
hukum , khususnya yang berltaltan dengan penyelesaian dan penanganan perkarn lindak pidana 
umum makajaksa penuntut umum mempunyai acuan yang diatur dalam Himpunan Tata Naskah 
dan Petunjuk Teknis Penyelesaian l'erkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Rt1 yang 
terbitkan nleh Jaksa Agung Muda Tinduk Pidana Umum Kejaksaan Agung Rcpublik 
Indonesia. 
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menimbulkan dampak pencegallan dan mempunyai daya tangkal 

bagi yang lainnya, menciptakan kesatuan kebijaksanaan penuntutan~ 

sejalan dengan asas bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak bisa 

dipisah-pisahkan, menghlndarkan adanya dlsparitas tuntutan pidana 

untuk pcrkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah 

Iainnya, dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara 

pidana. 

Berkaltan dengan hal mengajukan tuntutan pidana terhadap 

perkara tindak pidana umum) jaksa penuntut umum (JPU) harus 

memperhatikanlmempertimbangkan faktor-faktor perbuatan 

terdakwa, keadaan diri pelaku tindak pidana dan dampak petbuatun 

tcrdak:wa. 12 

Dalam hal perbuatan terdakwa. jaksa hams memperhatikan 

apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sadis, atau 

dilakukan rlenga.n cara kekerasan, atau menyangkut kepentingan 

negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembagunan. jaksa 

juga harus memperhatikan perbuatan tersebut menarik 

perhatian}mcresahkan masyarakat, atau menyangkut SARA (suku, 

rns dan agama). 

Dalam fuktor keadann diri pelaku tindak pidana,jaksn penuntut 

umum harus memperhatikan sebab-sebab yang mendorong 

dilakukannya tindak pidana (kebiasmm, untuk mernpertahankan diri, 

balas dendam, ekonomi dan lain-lain), karakter,. moral dan 

pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelak:u tindak 

pidana, peranan pelaku tindak pidana, keadaan jasmani dan rohani 

pelaku tindak pidana, pekeljaan, dan umur pelaku tindak pidana. 

Sedangkan dalam faktor dampak perbuatan terdakwa, seorang 

jaksa harus memperhatikan. menimhulkan keresahan dan ketakutan 

dikalangan masyarakat, menimbulkan penderitaan yang sangat 

mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya, 

n Surnt Edanm Jaksa Agung Nomor: SF.-001/J.N4/l995 tenlang Pedoman Tuntutiln 
Pidana, 
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menimbulkan kerugian bag[ negara dan masyarakat, menimbulkan 

korban jiwa dan harta benda, merusak pembinaan generasi muda. 

Dengan memperhatikan keadaan rnasing-masing perkara secara 

kasuistis. Jaksa Penuutut Umum harus mengajukan tuntutan pidana 

dengan wajib bcrpedoman pada kritcria sebagai berikut: 

l. Tuntutan pidana mati diajukan apabila; 

a. perbuatan yang didakwakan diancarn pidana mati, 

b. dilakukao Oengan C?J"a yang sadis di luar perikemanusiaan, 

c. dilakukan secara berencana, 

d. menimbulkan korbanjiwa atau sarana umum yang vital, 

e. tidak ada alasan yang meringankan. 

2. Tuntutan Seumur Hidup diajukan, apabila memenuhi kriteria: 

a. perbuatan yang didakwaka.n diancam dengan pidana mati, 

b. dilakukan dengan cara sadis, 

c. ditakukan secara berencana, 

d. menimbulkan korbanjiwa atau sarana umum yang vital, 

e. terdapat hal~hal yang meringankan.73 

3. Tuntutan pidana scrcndah-rendalmya Y2 dari ancaman pidana, 

apabila terdakwa residivi.s, perbuatannya menimbulkan 

penderitaan bagi korban atau kelunrgonya, rnenimbulkan 

kerugian materi, terdapat hal~hal ynng meringankan. 

4. Tuntutan pidana bcrsyarat, diajukan jaksa penuntut umum 

apabila memenuhi kriteria bahwa tcrdakwa sudah membayar 

ganti rugi yang diderita korban, terdakwa belum cukup umur74
, 

terdakwa berstatus pelajar/mahasiswalexpert~ dalam menuntut 

hukuman bersyru-at hendaknya diperhatikan ketentuan Pasal 141 

KUHP. 

n Tuntutan pidana mati diajukan salah satu krilerianya adalah tldak ada.nya aJasan yang 
meringunkan. Menurut penulis, lidaklab mungkin tidak diternukan sama sekali alasan yang 
meringank;;an dalam pcrsidangan, terdakwa dalam menjalankan persidangan tetaplah seorang 
manusia, yang menunjukan sisi kemanusiaannya, seperli lidak berbelit~belit dnlam memberlkan 
keterangan atau sopan di dalam persidangan. Oleh karena itu akankah lebih masuk akal apabila 
kritcrla tidak ada alas an yang. mer:ingankan dihilangkan dari pedoman penunlutan pidana mali. 

14 Lihat Pasal45 Kitab Undang~Undang Hukum Pidana. 
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Salah satu upaya menghindarkan adanya disparitas tuntutan 

pidana untuk perkara~perkara sejenis antara satu daerah dengan 

daerah lainnya, jaksa penuntut umum (JPU) harus melakukan upaya 

hukum banding apabila putusan hakim kurang dari 1/2 tuntutan jaksa 

penuntut umum (JPU).15 

2.2.2.3 Peran Sub Sistcm Pengadilan 

Kedudukan Pengadilan dalam SPP (siste'l'l peraclil:!rt pidana) 

menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan pengadilan berfungsi 

menerima dan memproses kasus secara efisien, menjaga hak dari 

terdakwd, memutuskan terdakwa bcrsalah atau tidak dan menetapkan 

pidana. Dalam penjatuhan pidana, dikenal asas tiada pidana tanpa 

kesalahan (geenstraf zonder schuld). Pidana hanya dapat dijatuhkan 

apabila ada kesalahan terdakwa. yang dibuktikan di sidang 

pengadilan. Dalam rumusan Pasal 183 KUHAP, terdakwa 

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana harus didukung dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan 

hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidarta yang 

dilakukannya, Hal ini menunjukan adanya kemandirian atau 

kebehasan hakim dalam menjatuhkan putusan. la bebas menentukan 

timbulnyu keyakinan dalam dirinya berdasarkan aJat-alat bukti yang 

dihadapkan ke muka sidang.76 

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim 

merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja 

dan kapan saja. 77 Asas ini berarti bahwa da1am melaksanakan 

perndilan. hakim itu pada dasamya bebas, yaitu bebas untulc 

1S Kritcria tuntutan pldana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam SE JA 
No:OOllJA/1/1995. Penyirnpangan terhadap tuntutan terbadap pidana mati dan pidana seumur 
hidup harus dengan ijin Jak.~ Agung sedangkan pelaksanaan tuntutan serendah-rendahnya Vi dad 
ancarnan, tuntutan serend01h-rendahnyn ~~. ser:a tunlutan pidana hcrsyarat dipcrtanggungjav;abkan 
kepada Kepala Kejak.<>aan Negeri Kecuali perknra penting sesuai dengan PeturUuk Jaksa Agung 
Muda Tindak pidana Umum (Jt\MPIDuM) No:R-16JE/3fl994, tanggal ll Maret i994 perihal 
pengadUan Perkara Penting Tindak Pldana Umum 

16 Bambang Waluyo, "P.idana dan Pemidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika,2008), bal 72-73. 
11 Sudikno Mertokusumo, "Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian 

Kekuasaan Kehakiman", pada semin.'lf 5Q lahun Kemandir!an Kekuasaan Kehaldman di Indonesia, 
Fakul!as Hukum UGM, 26 Agustus 1995. 
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rnenentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili perkara dan 

bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekslra yudisiil 

yang bo!eh rnencampuri ja!annya sidang peradi!an. 

Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapJ 

kebebasan hakim itu tidaklah mutlek, karena da!am tugasnya hakim 

secara milao dibatasi oieh Pancasila, UUD 1945, Peraturan 

perundang-undangan, kehendak para pihak:~ ketertiban mnum dan 

kesusi!aan. ltu ada!ah faktor-fuktor yang dapat membatasi kebebasan 

hakim, Kalaupun kebebasan itu bersifat universal. tetapi 

pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.18 

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum, Sejalan dengan ketentuan tersebut maka saJah 

satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jamtnan 

penyelenggaraan kek:uasaan kehakiman yang merdeka bebas dari 

pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna 

mcncgakkan hukum dan keadilan. 79 

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi 3 

- (tiga) macrun, yakni kemandirian lembaganya/Institusinya, 

kemandirian pro~es peradilannya dan kem.andirian hakimnyn 

sendiri. 811 

1. Kemandirian lembaganya/institusinya 

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang 

berkaitan dengan lembaga pcrad11annya itu sendiri. Parameter 

mandiri atau tidaknya suatu institusi peradHan dapat dillhat dari 

beberapa hal: 

a. Apekah lembaga periutilan tersebut mempunyai 

ketergantungan (sating mempengaruhi terhadap 

kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan letnbaga 

74 Bambang. Sutiyoso, Sri Hastuti Puspilasari, "Aspck-Aspek Perkembangan Kekuasaan 
Kehakiman di Indonesia", (Y ogyakarta: UJI Press, 2005). halSl-:52. 

19 Lihat penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Iahun 2004 lcntang; 
kekuasaan Kehakiman, LN lU iahun 2004 Nomor.8, 1LN RI Nomor 4358, 

80 B:ambang Suliyoso, Sri Hasiuti Puspitasari,. Op. Cit., h.al 52. 
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lain a!aukah !idak, misalnya dengan ins!itusi kejaksaan, 

kepolisian, kepengacaraan clan lembaga-lembaga lainnya. 

Apabila lembaga peradilan temyata dapat dipengaruhi 

integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, 

maka hal ini mempakan salah satu indikator bahwa lembaga 

peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidak-tidaknya 

lembaga peradilan itu kurang mandiri. 

h. Apakah lembaga peradilan !erSebut mempunyai hubungan 

hicrarkis ke ata."i secara fonnal, dimann lembaga atasannya 

dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau 

kernandirian terhadap keheradaan lembaga peradilan tersebut. 

Akan tetapi perlu diperhatikant sepanjang sudah diatur dalam 

pernturan perundang-undangan, seperti mernberikan 

pengawasan kepada pengadilan di bawabnya, maka hubungan 

hierarkis antara lembaga atasan dengan bmvahan- dapat 

dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan disini 

(bahkan jadi permasalahan apabila) pengadilan atasan 

sampai melakukan campur tangan dalam proses peradilan 

secara tidak soh di luar hal-hal yang sudah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan" 

2. Kemandirian pt·oses peradilannya 

Kemandirian proses peradilan dislni terutama dimulai dari 

proses pemeriksan perkara, pembuktian sampai pada putusan 

yang dijatuhkunnya. Parameter mandiri ata.u tidaknya suatu 

proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur 

tang an (intervensi) dari pihak -pihak Jain di Juar kekuasaan 

kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya 

proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Kemuclian adanya intervensi tersebut apakah dapat 

mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata 

berpengamh, berarti proses peradilannya tidak a!au kurang 
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mandiri. Sebaliknya apahila adanya campur tangan tersebut 

temyata tidak herJ>engaruh, berarti proses peradilannya dapat 

dikatakan mandiri, 

3. Kemandirian haldmnya 

Kernandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena 

hakim secara fungsional merupakan tenaga inti pertegakan 

hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter 

mandiri atau tid:Ucnya hakim datam memeriksa perkara dapat 

dilihat dari kemampuan dan ketaharum hakim dalam menjaga 

integrltas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam 

menjala.nkan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan 

pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh 

oleh campur tangan pihak-piha.k lain dalam menjalankan tugas 

dan wewenang yudisialnya1 berarti hakim tersebut k:urang atau 

tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakirn tidak terpengaruh dan 

dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan 

psikologis dan interveusi dari pihak lain, maka hakim tersebut 

adalah· hakim yang memegang teguh kemandiriannya, 

Tujunn hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka 

menjamin tegaknyu kebenaran, keadilan dun kepastian hukum 

bagi :sescorang.81 Oleh sebab itu hakim dalam menjatuhk:an 

pidana harus mcmpertimbangkan faktor-faktor yang 

meringankan dan memberalkan. Faktor-faktor ynng merlngankan 

antara lain, terdakwa masih muda, bcriaku sopan dan mengakui 

perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya 

memberikan keterangan yang berbelit-belit, tirlak mengakui 

perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan 

sebagainya. 

Faktor-faktor yang meringank:an merupakan refleksi sifat 

yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai 

31 Andi Hamzah, "Pengantar Hukum Acara Pidana lndonesia", (Jakarla : Gba.lia, 1985) 
haU9 
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sebagai faktor yang jabat dari terdakwa.82 Sifat-sifat yang jahat 

maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam 

mempettimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan 

pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana 

yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tcrsebut dapat 

diperoleh dari keterangan-keterangan orang-orang 

dilingkungannya, rukun tetangga, doktcr ahli JIWa dan 

sebagainya. 83 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 

hid up dalam masyarakat. 84 Hal tersebut, mengingat masyarakat 

masih mengenal hukum tidak tertulis. Oleh sebab itu hakim harus 

terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan 

dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat 

memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa 

keadilan masyarakat. 85 

Faktor-faktor yang harus Uiperhalikan hakim Jan menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

tersebut seharusnya mengacu pada pedoman pemidanaan. Namun 

pedoman pemidanaan sampai dengan saat ini bel urn diterapkan di 

Indonesia. Dalam Pasal 55 Rancangan KUHP 2008 telah 

dimasukan pcmikiran para ahli hukum, bahwa hakim dalam 

menjatuhkan pidana, wajib mempertimbangkan: kesalahan 

pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak 

pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana 

dilakukan dengan berencana, cara melakukan tidak pidana, sikap 

dan tindak pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat 

82 Lihal Pasal 28 Ayal (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

83 Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaau", Op.Cit, hal 90. 
84 Lihat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
85 Lihal Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 
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hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, 

pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, 

pengaruh tidak pidana terhadap korban atau keluarga korban, 

pemaafan dari korban danlatau keluarganya, pandangan 

masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan." 

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Sudarto yang 

berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman, hakim harus 

rnengacu kepada pedoman pemberian pidana yang memuat hal­

hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga 

hal-hal yang ber!lifat objektif yang menyangkut hal-hal yang di 

luar pembuat. Dengan memperllatikar. hal-hal tersebut 

diharapkan hakim lebih mudah dalam menetapkan 

pemidanaannya~ penjatuhan pidana Jebih proposional dan lebih 

dipahami mengapa pidananya yang seperti dijatuhkan itu. 37 

Bila melihat pendapat-pendapat tersebut di atas nampak 

bahwa hakim sebenamya tidak memiliki kebebasan yang rnutlak 

dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan tetap terdapat acuan~ 

acuan yang mendasa.ri putusan piduna yang akan dljatuhkan. Acuan 

tersebut berkaitan dengan faktor subyektif dari terdakwa (diri 

terdakwa) manpun yang berasal dari faktor obyektif. 

Pembatasan kebebasan hakim juga diatur dalam ketentuan 

Pasal 25 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Keha.kiman, mengatur bahwa .segata putusan pengadilan 

selain harus memuat ala.san dan dasar putusan tersebut, memuat pula 

pasal tertentu dari peraturan penmdang-undangan yang bersangkutan 

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004, mengntur bahwa 

dalam mempertimbangkan berat ringannya pirlana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam 

86 
<hUp:l/www.legalltas.org, diakses pada bari sabtu tanggal9 Mel 2009, pukul 14.00 wlb. 

t? Muladi dan Barda Nnwawi, "Dampak Disparilas pidana dan Usaha Mengatasinya dalam 
Buku Teori-Teori dan Kebljakan Pidana",Op.Cit. hal68. 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



49 

penjelasan ayat ini ditambahkan berdasarkan ketentuan ini maka 

dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan 

haldm wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa 

sehingga putusan yang dijatuhkan setimpa! dan adil sesuai dengan 

kesalahannya. 

Beroasarkan asas kesepuluh yang melindungi hak warga 

negara dan diberlakukannnya proses hukmn yang arli! dalam 

KUHAP, pengadi!an juga berkewajiban untuk mengendalikan 

pclaksanaan putusannya. Pencenninan asas lni daJam ketentuan 

KUHAP adalah lembaga hakim pengawas dan pengama!. Keberadaan 

hakim pengawas dan pengamat ini mernberikan masukan yang berupa 

data mengcnai manfaat putusan pidana perampasan kemerdekaan 

bagi perubahan tingkah laku narapidana dan pembinaan narapidana 

atau hubungan timbal balik antara keduanya. Sebagaimana yang 

dituangkan dalam Pasal 280 Ayat (2) KUHAP, hakim pengawas dan 

pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian dan 

ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dnri 

perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta 

pengaruh te;hadap narapidana selama menjalani pidananyn. 

Da!am sistem pcradi!o.n pidana yang terpadu, Mardjono 

Reksodiputro berpendapat bahwa : 

tah.ap pumaajudik:asi sarna pentingnya dengan tahap-tahap 
scbelumnya. Akan tetapi juga dislni harus dianut pandangan 
bahwa tahap ajudikasi tetap '""dominan" daiam seluruh proses. 
Proses peradilan pidana barn berhenti pada saat terpidana 
dapat dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang 
warga negara yang teiah menja)ani pidanannya dengan penuh. 
Bukan saja tanggung jawab morai hakim, tetapi juga asa..v-asa.~ 
perlindungan hak terpidana, mewajibkan pengadilan 
mengikuti perkernbangan terpidana di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. Tegaknya keadilan bagi terpidana juga 
merupakan tanggung jawab pengadilan selama yang 
bersangkutan bemda dalam lembaga." 

as Mardjono Reksodiputro. "Sistcm Peradilan Pidana Indonesia (melihat pada kejahalan 
dan pencgakan hukum dalam balas-batas toleransi}", (Pidato Pada Upaca.ra penerimaan Jabatan 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



50 

Dari penjelasan di alas, dapat dikatakan bahwa bakim 

pengawas dan pengamat Ielah menjadi penghubung antara Pengadilan 

dan Lembaga Pemasyarakalan. Hubungan yang terus berlanjut antara 

hakim dan putusannya telah menempatkan narapidana tidak saja 

sebagai pelaku yang telah berbuat jahat dan yang menyebabkan 

masyarakat mengale:mi kerugjan, tetapi juga mengingat narapidana 

sebagai manusia yang masih dapat diperbaiki untuk menjadi balk 

kembali, dan masih rnemHiki masa depan yang perh.J dijalanin}'U; 

seperti masyarakat pada umumnya. Dalam hal usaha memperbaiki 

narapidana di datam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari 

harkat dan martabatnya sebngai manusia yang perlu diHndungi dan 

diperhatikan oleh pembina narapidana di lembaga pemasyarakatan 

dengan mendapat kontrol dari hakim pengawas dan pengamat. 

2.3 Disparltas Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia 

Proses bekerjanya siste:m peradilan pidana tidaklah berjalan tanpa 

_harnbatan. Banyak masalah yang do.pat bersifat kriminogcn sebagaimana 

diungkapkan ole~ Muladi : 

Sistem peradllan pidana dapat bersifat kriminogen, bilamana terdapat 
praktek-praktek yang tidak konsisten, kriminallsasi yang tidak ~ennat 
yang menyebabkan overcriminalization maupun devaluasi hukum 
pidann, diskresj yang tidak terpantau karena kerugu-raguan bagi 
penegak hukllm pidana untuk melakukan full enforcement dengan 
disfungsionalisasi hukum pidana, tujuan pemidanarut yang tidak jelas, 
pcrumusan yang jelas tentang tujuan pcmidanaun itu penting, sebab 
akan mcndasari penyelenggaraan hukum pidana mnteriil~ hukurn 
piclana fonnil maupun hukum pciaksanaan pidana. Pemidanaan yang 
berorientasi pada pidana kemerdekaan, dampaknya antara lain berupa 
pilihan pidana yang sangat sedikit, untuk memudahk:an penerapannya. 
Keterbatasan sistem peradilan pidana menyangkut efektivitnsnya, yang 
sepenubnya tergantung pada kemampuan infrastruktur pendukung 
sarana dan prasarananya, kernampuan profesional aparat penegak 
hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Kegagalan dalarn 
sistem pembinaan, baik di dalum lembaga maupun diluar lembaga. 
Terjadinya disparitas pidana (Disparity of sentencing), yang 
dianggap sebagai the disturb£ng issue dalam sistem peradilan pidana di 

sebagai Guru Bcsar Telap Dalam Jlmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
Depok, 30 Oktober 1993). hall3-14. 
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pelbagai negara. Tiadanya perhatian pada si korban kejahatan yang 
dapat mengnrangi pattisipasi masyarakat dalam penanggnlangan 
kejahatan, menimbulkan perasaan insecurity dan lebih buruk lagi dapat 
mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik 
dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk vigilante group, 
Konsekuensi di luar hukum yang disebut stigma sosial sebagai akibat 
proses stigmatisasi. Prfsonisasi, sistem sosial ini jika tidak dipantau 
dengan baik akan menimbulkan kontaminasi perilaku yang cenderung 
menghastJkan residivis.89 

Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa: 

Dengan adanya realita disparitas pidana tet'sebut 1 udak hernn jika 
publik mempertnnyakan apakah hakim!pengadilan telah benar~benar 
mclaksanakan tugasnya menegakk:an hukum dan keadilan? Dilihat dari 
sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi pubhk sebagai 
bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis 
formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. 
Meskipun demikian, sering kali orang meiupakan bahwa elemen 
"keadiJan" Voada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan 
oleh hakim. 

Penulis berpendapat bahwa, sepintas memang nampak bahwa 

disparitas pidana merupakan gambaran ketidakadilan yru1g dilakukan hakim 

kepada p6i'u.::ari keadilan. Publik akan membandingknn putusan hnklm 

tersebut secara general bahwa disparitas. pidana tc!ah terjadi. akan tetapi hila 

dilihat secara yur~dis fonnal dimana hakim mcmiliki kcbcbasan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana dimana disebutkan bahwa sekurang-kunmgnya dua 

alat bukti yang sah dan keyakinannya maka soorang hakim dapat 

menjatuhkan pidana yang berbeda. 

Jika dilihat dari faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, Muladi 

dan Barda Nawawi Ariefmengatakan bahwa: 

w Muladi. Pidana Mati Ditin}a11 dari Sudut Tujll(m Pemidanaan, maka!ah pada Simposium 
Nasional Tentang "Rele\'Unsi Pidana Mali di Indonesia yang diselenggarakan olch Fat:ultas 
Hukurn Universilas Mubamad!yah Surakarta. 15 Juni 1989.Sebagalmane dikutip oleh Gregorius 
Aryadi dalam P11tusan Hakim dafam Perkara Pidana (Studi Kasus Tentang Pencurinn dan 
Knmpsi di daerah IsJimewa Yogyakarta), (Yogyakart&. :Univ.Atmnjaya Yogynkarta,1995), hui 27~ 
28. 

90 Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap 
Proses Legislasi dan Pemldanaan di Indonesia", dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 
2003,(JahrtacKHN,2003) hal.28. 
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Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum sendiri, 
yang disatu pihak sebenarnya secara idiologis dapat dibenarkan tetapi 
dilain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya 
judicial discretion yang terlalu luas karena tidak adanya sentencing 
standards, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada 
diri hakim, balk yang bersifat internal maupun ekstemal yang 
menyangkut pengaroh latar belakang, sosial, pendidikan, agama, 
pengalaman, penmgai dan perilaku sosial.91 

Menurut penulis adanya disparitas dalam pengenaan pidana disebabkan 

oleh hokum sendiri dan penggunaan kebebasan haktm, yang meskipun 

kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya 

diperlukan~ tetapi sering kall dipergunakan secara mclarnpaul batas. maka para 

hakim dan juga penegak hukum lainnya sangat diharapkan untuk berlaku ruif. 

Dengan derniklan~ penulis berkesimpulan secara yUridis formal disparitas 

pidana tidak melanggar hukum. 

Disparitas Pidana bukan saJa terjacli di Indonesia, yang terrnasuk 

keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengena[ sistem presedent. 

Hampir seluruh negara di dunia mcnghadapai masalah ini. Disparitas pidana 

yang disebut sebagai "the disturbing disparity of sentencing" mengundang 

perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlihat dalam sistem 

penyelenggaraan hukum pidana untuk memecah!mnnya. 92 

Ketentunn Pasal 24 Ayat(l) Undang-Undang Dasar 1945 (Amadcmcn 

Ketiga), memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim, dimana 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mcrdeka untuk 

dlenyeJcnggarakan peradHan guna menegakkan hukum dan kcadilan. 

Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasafl lcmbaga 

peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalanmya kebebasan 

hakim dalam menjalankan tuga."inya. Hakim bebas memllih jenls pidatll11 

karena tcrsedia jeuis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketentuan 

perondangan-undangan pidana, Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 Ayat 

(2) KUHP, yang menyebutkan bahwa Pidana penjara waktu tertentu paling 

pendek I (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturot-turut, 

91 Muladi dan Barda Nawawi Arief, , "Dampak Disparitas pidarta dan Usoha Mengatasinya 
dalam Buku Teori~Teori dan Kcbijakan Pidana",Op.Cit, hal Sll. 

_ 
91 Muladi, "Dampak Disparitas Pidaoa danUsaha Mengataslnya", Op.Cit., hal 52. 
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sedangkan dalam Ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu 

tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula 

dengan hnlnya pidana kurungan dalam Pasal 18 ayal (1) KUHP, dinya!akan 

bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 (salu) hari dan paling lama 1 (satu) 

!ahun, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana 

kurungan sekali-kali tldak boleh lebih dari satu tahun empa! bulan. Di dalam 

Pasal 30 KUHP, dialur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh 

puluh sen!' Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana 

kurungan, dan lamanya pidana kurungan pengganli denda paling sediklt satu 

hari dan paling lama enam bulan.94 

Aturan tersebut merupakan aturan pidana secara umum. sedangkan 

secara khusus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang 

mengatur pidana minimum dan maksimum secara khusus seperti dalam 

Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusun Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut secara khusus mengatur 

ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasao da!am. rumah 

tangga, seperti dalam Pasal 47 serta Pasal 48. Agar lebih jelas dapat dilihat 

datum Pasnl 44 ayat (I) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yang mengatur 

ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekcrasan fisik dalam rumah 

tangga, di bawah ini ; 

Pasal44 aynt {!) Undang-Undang No. 23 tahun 2004: 

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan flsik dalam lingkup 
rumah tanggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda pal!ng ban yak Rp_ 1 5.000.000Alima belas juta 
rupiah). 

Da1am ketentuan di atas aturan minimumnya adalah 1 (satu) hari dan 

maksimumnya 5 (lima) tahun. Dalam batasan-batasan minimum dan 

maksimun tersebut, hakim bebas bergernk untuk menjatuhkan pidana yang 

menurut pertimbangannya paling tepa! bagi si terpidana. 

Dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahnn 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dahan Rutnah Tangga, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat 

?J Lihnt Paso~ 30 Ayat (I) I<.UHP. 
94 Lihat, Pasa130 Ayat (2) dan (3) KUHP. 
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luas untuk memilih jenis pidana (straflsoort) yang dikehendaki, sehubungan 

dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana dalam 

tmdang-undang. 

Ada faktor eksternal, yaitu undang-undang yang membuat hakim bebas 

bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Demildan pula faktor yang 

bersumber pada diri hakim terutmna yang menyangkut profesionalitas dan 

integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan 

mengingat tujuan pemida!'laan yung hendak dicapai, maka terhadap perbuatan­

. perbuatan pidana yang samapun akan dijatuhkan pidana yang berbeda-beda." 

Disparitas pidana dapat berakibat buruk bagi tetpidana maupun bagi 

korban dan masyara:kat. Terpidana akan menjadi orang yang tidak 1agi 

menghargai hukum oleh karena tiadanya persamaan hak di muka huk:um yang 

sekaHgus akan melcmahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

penyelenggaraan hukum pidana, seperti dijelaskan oleh Muladi dan Bardo 

Nawawi Arief: 

Terpidana yang setelah mcmperbandingk:an pidana kemudian mera..<;a 
mcnjadi korban terhadap judicial. caprice ak:an menjadi terpidana yang 
tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut 
merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan 
nampak suatu persoalan yang serius, scbab akan merupakan suatu 
indlkator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mcncapa:i 
persamaan keadilan di daiam· negara hukwn dan sekaligos akan 
melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan 
hukum pidano. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana 
dispmitas tersebut tidak dapat dintasi, yukni timbulnya demoralisasi dan 
sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih be.rat daripada 
yang lain dalam kasus yang sebanding.96 

Akibat yang buruk lagi adalah dianggap gagalnya sistem peradilan 

pidana untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan 

sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

penyelenggaraan hukum pidana, seperti dinyatakan oleh Hood dan Sparks : 

<i5 Gregorius Aryadi."Putusan bakim dalam Perkara Pidt~.na" (Studi Kasus tentang Pencurian 
danKorupsi di Daerah Istimewa Y(lgyakarta).Op.Cit, bal33. 

%Ibid, tml.54. 
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m the most countries there is, admittedly, in varying degree of 
disparity and inconsr'stency in the setttencing process a11d t!tis tends to 
engender disrespect aud even C(mtemptfol' the lmv, "97 

Disparitas pidana akan tampak nyata pada penghukuman terhadap 

mereka yang melakukan bersama suatu delik (complicity). 

Disparitas pidana disebabkan salah satunya adalnh dari hukum itu 

sendiri. Selain akibat negatif dari disparitas pidana yang telah diurnikan di 

atas, kiranya masih banyak Jagi yang hdum dapat dhmgkapkan dan perlu 

segera dicarikan jalan pemecahannya. Disparit::ts yang ntencolok mengenai 

delik yang sama ataupun dapat disamakan perlu dlhadapi dengan langkah­

langkah yang ukan mernbatasi kemungkinan~kemungkinan itu hingga garis 

minimum. Jika dilihat dari aspek penyebabnya, telah dlsebutkan sebelumnya 

yaitu sebab yang bersumber dari peruturan perundang-undangannya yang 

memberikan kemungkinan teijadlnya disparitas pldana, dan aspek hakim yang 

memer:iksa dan mernutus perkara pidana. 

Oemar Seno Adji berpendapat bahwu disparitas di dalam pemidanaan 

dapnt dibenarkan, dalarn hal sebagai berikut 

1. Disparita:s pemidanaan dapat dibcnnrkrm tcrhadap penghukuman 
dellk-delik yang agal< berat. namun disparitas pemiLianaan tersebut 
harus disertai dengan alasan-alasan pembcnaran yang jelas. 

2. Disparitas pernidanaan dapnt ~ibenarkan apabila itu bcmlasan 
ataupun wajar,9& 

Terhadap pengaruh negatlf dari disparitas pidana, tidaklah diatasi 

dengan cara menyeragamkan piduna dalam kasus yang sanHl:, tetapi hendaknya 

putusan tersebut rnendasarkan alasan atau dasarnya yang dianggap rasional. 

Menumt Muladi upaya terpenting yang harus ditempuh adalah 

perlunya penghayatan hakim terhadap usas proporsionalitas antara 

kepentingan masyarakat1 kepentingan negura 1 kepentingan si pelaku tindak 

pi dana dan kepentingan korban tindak pidamL99 

91 Hood dan Sparks dalam Muladi dan Burda Nawawi Aricf, "Teori-Teori dan Kebijakan 
Pidana", Op Cit. haL 54 

93 Oemnr Seno Adji, "Hukum- Hukum Pidana" ,(Jakarta:Erlangga,l984), hal28-29 
99 Mulad!,Op.Cir, bal8-9. 
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3.1 Gambaran 'l'indak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di 

Wllayah Bandar Lampung 

1 

Penanganan kriminal dan pengendalian kejahatan pada umumnya dan 

lindak pidana kekerasan fisik dalam 11lltlah tangga pada khususnya di 

wilayah hukum Bandar Lampung, ditangani oleh Poltabes Bandar Lampung 

yang tetdiri dati 7 (tujuh) Polsek yang tersebar di seluruh wilayah Bandar 

Lampung. Jumlah tindak pidana kekerasan fisik dalarn rumah tangga yang di 

laporkan disejumlah Polsak di wilayah Band&: Lampung mengalarni 

kenaikan sepanjang dua tahun terakhir, yakni tahun 2006 sarnpai dengan 

tahun 2008. Hasil ini didapat dari data ungkap kasus perkara kekerasan 

fisiklpenganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Poltabes 

Bandar Larnpnug di 7 (tujuh) wilayah Polsek Bandar Larnpung. 

Data ungkap kasus ini merupak:an perwujudan kine.rja aparat 

kepolisian yang dituangkan da:Iam bentuk laporan dari satuan dari masing­

masing Polsek di wilayah Poltabes Bandar Lampung. Data ungkap kasus 

tersebut terbatas hanya pada periode 2006-2008. 

TABEL l. Kenaikan angka tindak pidana kekerasan lisik dalam 

rumah tangga tahun 2006-2008 di Bandar Lampung. 

No Wilayah Tahun Tahun Kenaik:an 
2006-2007 2007-2008 

1. Poltahes Sandar 9 10 11,1% 
~--·· 

1_!i!111lUDg 

2. Polsek Kedatnn 7 11 57,14% 

1 Dara tersebut meru~ basil penyidikan selama setahun oleb masing~maslng Poisek di 
Wilayah hukum Pollabes Sandar Lampung. 
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3. Polsek Tanjung Katang 9 13 44,4% 
Batat 

-···-
4. Polsek Tanjung Karang lO 14 40% 

Timur 

5. Polsek Sukarame 9 II 22,2% 

-;-·~ 

6. Po1sek Teluk Betung 5 9 80% 
Selatan -

7. Polsek Te1uk Betung 6 14 133,3% 
Utam 

8. Polsek Teluk Betung 15 17 13,3% 
I Bar at 

Somber: Di rn dari laporan data ungkap kasus kekerasan fisik dalam 
rumah tangga masing-masing Polsek di Wilayah Poltabes Bandar 
Lampung, data tahun 2006 dan tahun 2008. 

Data yang Ielah disarnpaikan tersebut menunjukan kenaikan tingkat 

kekerasan fisik terhadap perempuan yang terjadi di Bandar Lampung dalam 

kurun waktu tahun 2006-2008. Lebih dari pada itu, kenyataan menunjukan 

bahwa 97,6 % sebagian karban dari tindak pidana kekerasan fisik dalarn 

rumah tangga adalah perempuan yang mempunyai hubungan dan kenai 

dengan pelaku.2 Namun jumlah data pelaporan kasus kekerasan fisik dalam 

rumah tangga akan jauh berkurang manakala perkara tersebut sampai di 

Kejaksaan Negeri Bandar lampung dan Pengadilan Negeri kelas lA Tanjung 

Karang. Hal ini disebabkan banyak pelapor kasus kekerasan dalam rumah 

tangga yang rnencabul laporannya dan antara pelaku-karban telah 

mengadakan perdamaian di kepolisian. 

Tingginya tingkat kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah 

Bandar Larnpung, tentunya sangat berkaitan dengan budaya yang berkernbang 

dalam masyarakat. Masyarakat Bandar Larnpung merupakan masyarakat yang 

majemuk yang terdiri dati berbagai etnik yaitu etnik Lampung sendiri~ Jawa, 

Banten, Sunda, Sutnatera Selatan dan Cina. Meskipun demikian, berbagai 

persoalan yang muncul karena etnisitas yang berbeda tersebut dapat segera 

diselesaikan. Hal ini disebabkan keheragaman telah lama dikenal di Lampung, 

2 Data tersebut rnerupakan ha»il pengumpu1an data oleh DAMAR lembaga advakasi 
perempuan di Bandar Lampl.ltlg. Sumber data : 2 surat kabar harlan 1okal, 2 tabloid mingguan, 
kasus yang masuk ke Lemhaga Advokasi Ferempuan DAMAR melalui Drop In, Hotline Service, 
Outrecht dan data yang didaj»lt dari hasls rnitra jaringan. 
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maka dengan sendirinya telah terbangun mekanisrne penyelesaian masalah. 

Berbagai kasus yang rnuncul tidak pernah menjadi betlarut-!arut, sebab tetua 

ad at masing-masing akan segera menyelesaikan masalah yang muncul.' 

Dalam konteks budaya Lampung, anak laki-laki menjadi utama dalam 

keluarga. Nenek dan bib! dalam keluarga besar adat Lampung turut serta 

menentukan masa depan anak laki-laki. Apabila di dalam satu keluarga besat 

belum lahir anak laki-laki, rnaka suami diberi peluang Uhtuk menikah lagi oleh 

isteri pertama at!m pennaisuri. 4 

Kondisi tersebut rnenunjukan posisi perempuan sebagal objek dan 

warga kelas dua. Perempuan menjadi milik ayahnya kelika masih lajang, dan 

menjadi milik suaminya ketika sudah berumah tangga. Ketika perempuan 

berpisah dengan suaminya karena meninggal) ia kembali ke orang tua. Hat ini 

membuktikan bahwa perempuan sebagai properti keluarga. Posisi subordinasi 

tersebut menjadiksn perempuan rentan sebagal korban kekerasan, mulal deri 

rahim hingga akhir hayatnya. 5 

Dalam budaya Lampung1 perempuan sangat sulit lllltuk keluar dari 

konsep keluarga utuh. Perceraian sangat ditentang oleh adat karena dianggap 

merusak struk:tur dan mencemarkan nama baik keluarga besar. Namun 

sebaliknya, tidak ada aturan adat yang memberi sanksl kalau suami kawin lagi 

dan atau melalrukan kekerasan teihadap ·isteri dan anak-anak:. NHai-nilai 

patriarkhi6 yang dilembagakan oleh adat semakin memperburuk: kondisi 

perempuan dan menguntungkan laki-laki.7 

Oleh karena bentuknya yang merupakan kekerasan fisik di ranah 

domestik rumah tangga (domestic violence) inilah, maka munculnya suatu 

tindek pidana kekerasan rlalam rumah tangga sangat tergantung deri 

3 Si!i Noor Laila, "Sepalu Lars Di Rahim Ibu", Pengaiaman Lembaga Advokasi Perempuan 
DAMAR Beketja Bersama Karban. Bandar Lampung: Pensi1324, 2004.haL132. 

4 Pennaisuri adalah isteri pertama yang dinikah secara adat dan berperan sebagai 
pendamping suami untuk. menerima tamu dan dia tidak menjalankan pekerjaan domestik rumah 
tangga. 

5 Anrorl Djausal, '"Perjalarum Setitik Air, Menjejak Waktu, Melangkahi Baya.ng Menuju 
Mataharl", Bandar Lampung: Yayasan Bumi I.ada, 1999, hai. 56. 

6 Menurut Sylvia Walby da)am Aripumami (l999), masyarnkat patriarkhi merupakan suatu 
strulctur sosial dimana talci~laki mendominasi, meninclas dan meughisap pe.rempuan.. Dalam sistem 
ini,laki-laki mcndominasi dan perempunn mcnjadi subordinasi. 

1 Wawancara dengan ibu Sltl Noor l.aila, Direktur Ekselrutif lembaga Advokasi 
Perempuan DAMAR, di Bandar Lampungpada hari Jumat, langgal8 Mei 2009. 

Unlvetsitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



59 

pengaduan pihak korban dan masyatakat kepada aparat Polri dalam 

mengungkap suatu knsus kekerasnn dalam rumah tangga. 

Secara umum jumlah tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah 

tangga, mengalami kenaikan sepanjang kurun waktu 2006 sarnpai dengan 

2008. Selain itu pelai'U lebih didominasi oleh laki·laki yang masuk dalam 

kelompok umur 28 tahun ke alas dan merupakan kalangan berpendidikan serta 

memiliki peketjaan, dengan berkewarganegaraan W"NJ, dimana tingkat 

pendidikannya termasuk kategori SMU dan Sarjana. Hal ini penulis dapat 

simpulkan berdasarkan data dalam Tabel 2.1 dan 2.2 di bawah ini. 

TABEL.2.1. Klaslflkasi pelaku kejabalan kekerasan fisik dalarn rumab 

tangga. 
·~·-

Wilayah Polsek Polsek Polsek Polsek 

Tanjung Tanjung Teluk Teluk 

Kategori Karang Karang Betung Betung 

Bar at Timur Bar at Utara 

2006 2007 2006 2007 2006 12007 2006 2007 
-

s/d s/d sld sld s/d 1 s/d s/d s/d 
! 

2007 2008 2007 2008 2007 i 2008 2007 2008 
. 

a.laki-laki 9 10 8 14 ' 15 17 6 7 ' ' ' ' ' ' ' b.Perempuan 3 2 ' (*) 2 I . . .. . . 
r.Ta.Js th 

' . . . . . . . - ' -

b.l9·27 th 2 5 . 1 4 7 1 . 
c,28 keatas 1 8 10 13 11 10 5 9 

a.TNIIPOLR! . I 1 4* . 2 2 . 

b.PNS I 2 . 3 . 1 1 1 

c.Pedagang 3 4 2 7 4 4 1 3 

d.karyawan 3 2 3 2 4 3 - 3 

e.Mahasiswa I . I . . . . . 

f. Pelajar . - . - . . . . 

g. lain-lain 1 4 3 2 7 1 2 2 
'---··· . -
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a. WNI 9 13 10 14 15 17 6 9 

b.WNA - - - - - - (') -
... 

a.SD 1 - - 1 - 2 - -
b.SMP . 2 1 2 5 1 - . 
c. SMU 6 6 4 5 3 6 1 4 

d. Sarjaha 2 3 2 4 5 7 4 3 

e.laln4aln - 2 3 2 2 1 1 2 
........ -

Sumber: 

Data Ungkap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Po!tabes di 

Bandar Lampung, lahun 2006-2008. 

Keterangan tabel 2.1 : 

4* :tennasukjuga pelaku dalam kategori TNJJPOLRI dan PNS. 

(*) :lidak terdapat data (artinya terdapat beberapa perkara yang tiduk 

tercatat pada buku register perkara. Hal tersebut disebabkan Ielah terjadi 

perdamaian antara pe1apor dan · terlapor sehingga korban mencabut 

keterangannya, ~ondisi tersebu~ ~iasany~ terja~i pada kasus yang yang 

melanggar Pasal44 Ayat (4) Undang-Undang No: 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan da!am Rumah Tangga ). 

T ABEL.2.2. Klasifikasi pelaku k.ejabatan kekerasan fisik dalam rumah 

tangga. 

~ 
Polsek Polsek Polsek Poltabes 
Teluk Kedaton Sukarame Ban dar 

Betung Larnpung n 

Selatan 
1-- -

2007 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

sld sld sld sld s!d sld s/d s/d 

2008 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

a.laki-laki 11 13 5 10 6 9 9 9 
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b.J>etetnpuan - I - - I 2 - I 

a.l0-18 th - - - - - . . . 
b.l9-27 th 2 3 I I I 3 5 4 

c.28 kea!as 9 11 4 9 6 8 4 
·-;-

6 

aTNI/POLRI 2 2 I - . 1 1 . 

bPNS I I . 2 1 1 1 2 

c.Pedagang 3 7 2 3 - 2 2 3 

d.karyawan 3 4 I 2 3 2 2 2 

e.Mahasiswa - - . . . . - -
·-----

f Pelajar - - . - . . . . 

g. lain-lain 2 . I 2 3 5 3 3 
--------· ·····-·· 

a.WNI 11 14 5 9 7 1l 9 10 
-;::-;-;;- - ····-···-·-· 
b.WNA . - (*) (*) - . - -

-------· --··--···· a. SO - - 1 - - 1 2 . 
...... ........ -······-·--

b.SMP 1 1 - 3 1 2 . 3 
···-·--- ... ···-·-· 

c. SMU 5 6 5 4 2 6 3 7 
----~· -----

dcSa~ana 2 5 3 2 2· I 3 2 

e. Lain-lain 3 2 - - 2 1 1 3 
-·-· -----

Sumber: 

Data Ungkap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Poltabes di 

Bandar Lampung, tahun 2006-2008. 

Keterangan tabel 2,2 : 

4* :!ennasukjuga pe1aku dalam kalegori TNIIPOLRI dan PNS. 

(*) :tidak terdapat data (artinya terdapat beberapa perkara yang tidak 

tercatat pada buku register perkara. Hal tersebut disebabkan Ielah leljadi 

perdamaian antara pelapor dan terlapor sehingga korban mencabut 

keterangannya, kondisi tersahut biasanya terjadi pada kasus yang yang 

melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No: 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalarn Rumah Tangga). 
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Data yang tertuang dalam tabel 2.1 dan label 2.2 tnerupakan data 

ungkap kasus kekerasan fisik dalatn rutnah tangga dalatn tnasing-tnasing 

wilayah Polsek di wilayah Poltabes l3andar Larnpung. Di dalam label tersebut 

nampak bahwa pelaku berjenis kelamin laki-laki jauh !ebih dominan darlpada 

perempuan di masing-masing wi!ayah. Hal ini disebabkan kaum laki-laki 

merupakan kepala rumuh tangga sehingga situasi yang terbentuk dalam rumah 

tangga dominasi kaum laki-laki begitu kuat. Pelaku kekerasan dalam rutnah 

tangga didominasi o!eh pelaku yang berada di usia produktif dan berlatar 

belakang sudah berkeluarga. 

TABEL3. 

UsiaKorban 

0-<18th 

18 · 25 tahun 

26-30 tahun 

•···· 31-35 tahun 

36 • 40 tahun 

41 -45 tahun 

46 tahun keatas 

Tidak diketahui 

Total 

Usia korban t!ndak pldana kekerasan fisik dalam 

rumah tangga tahun 2006-2008 di Bandar l~ampung. 

Frekuensi Persentase 

93 52.8 

38 21.6 

12 6.8 

9 5.1 

6 3.4 

4 2.3 
-

6 3.4 

8 4.5 

176 100.0 

Sumber : Dirangkum dati laporan data ungkap kasus kekerasan fisik dalam 
rumah tangga Sumber data: 2 surat kabar harlan lokal, 2 tabloid 
mingguan kasus yang masuk ke Lembaga Advokasi Perempuan 
DAMAR melalui Drop In, Hotline Service,Outrecht, dan basis 
mitra jaringan, data tahun 2006 sld tahun 2008. 

Data yang tertuang dalarn label 3 merupakan data usia korban 

kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah l3andar Larnpung. Narnun data 

tersebut, tidak sesuai jum!ahnyn dengan data perkara tindak p!dana kekerasan 

fisik dalam rumah tangga yang penulis perolch dari Kepolisian (yang 
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tercantum pada tabel 2.1 dan 2.2). Hal tnt disebabkan katena banyak kasus­

kasus kekerasan fistk dalam rumah tangga yang tidak di!aporkan ke 

kepolistan. Di dalam !abel tersebut nampak bahwa korban yang berusia 0 - < 

18 th lebih dominan sebagai korban tindak pidana keketasan fisik dalam 

rumah tangga. Hal ternebut disebabkan oleb kondisi masyarakat yang telah 

menanamkan pendidikan terhadap anak perempuan yang dibedakan dengan 

anak laki-laki. Anak perempuan tidak boleh melawan, selalu dtstereotipekan 

dengan ha1-ha1 yang feminin, Hubungan patron klien dengan orang dewasa, 

anak dianggap sebagai milik ayahnya. Memposisikan anak perernpuan dalam 

tempat terlema.h sebagai manusia. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan 

bagi anak perempuan> dan menjadikan mereka sebagai kelompok rentan 

korban kekerasan. IOIJ 

Bilakita bandingkan data tabel2.!,2.2 dan data tabel3, nan1pak bebwa 

usia pelaku berbanding terbalik dengan usia korban. Kebanyakan korban 

berusia muda sedangk:an pelaku biasanya berusia dewasa. Hal ini menunjukan 

ada dominasi dan kekuasaan orang dewasa (pelak:u) terhadap korban. Namun 

usia korban yang penulis peroleh dari data kepolisian dan data pada !abel 3 

sangatleb berbeda. Data usia korban yang tertuang dalam tabd 3 yang lebih 

dominan korban yang berusia 0 - < 18 lh. Sedangkan data yang diperoleh dari 

kepolisian yang lebih dorninan korban adalah ibu rumah tangga yang b-erusia 

26~35 tahun. Kenyataan ini menunjukan banyaknya kasus kekerasan fisik 

dalam rumah tangga di wilayah Bandar Lampung yang dialami oleh korban 

kategori anak (berusia 0 • < 18th). 

3.2 Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Petkara Tindak Pidana Kekerasan 

Fisik Dalam Rumah Tangga Di Wilayab Hukum Bondar Lampung. 

Proses peradilan tindak ptdana kekerasan dalam rumah tangga yang 

merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana tidak terlepas dari 

masalah disparitas pemidanaan. Bebkan dalam tindak ptdana kekerasan fisik 

dalam rumah tangga, disparitas pemtdanaan ternebut sangat mungkin terjadi. 

Saleh satu sebabnya adalah pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam 

100 Siti No or l.aila. Op. Cit.buL32. 
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rumah llll!ggtt dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 

lentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatut tentang 

maksimal pidlll!a ylll\g dapat dijatuhkan cukup Iebar, yaitu metnbetikan 

ancrunan maksimal 5 (lima) tahun penjara dan penga!utlll! dalam Pasal 44 

Ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga yang memberikan ancaman maksimal 4 (empat) bulan 

penjara. Keadaan yang demikian dapat memberikan celah bagi hakim untuk 

menjatuhkan putuslll! yang tingan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam 

rumah tlll!gga. 

Untuk melihat apakah disparitas pidana terjadi dalam tindak pidana 

kekerasan fisik dalam rumah !angga di wilayah Bandar Lampung, maka petlu 

dipaparkan putusan hakirn dalarn wilayah hukum di Bandar Lampung yang 

dijadikan sarnpel. 

Di lapangan, penulis menghadapi kendala dalam mendapatkan putusan 

tindak pidana kekerasan fisik dalarn rumah tangga yang telah berkekuatan 

hukum tetap (in kracht van gewijsde), walaupun telah mengikuti prosedur 

sebagaimana mestinya, dikarenakan petugas pengadilan masih berprinsip 

bahwa putusan adalah rahasia pribadi pelaku, sehingga tidak dapat 

disebarluaska.n. PenuHs berhasil mengumpulkan 36 (tiga puluh enam) putusan 

dari Pengadilan Negeri Kelas lA Tanjung Karang. Dari Pengadilan Negeri 

Kelas lA Tanjung Karang tersebut penulis hanya mendapat PETIKAN 

PUTUSAN, bukan SALINAN PUTUSAN sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal226 Ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: 

Salinan surat putusan pengadilan diherikan kepada Penuntut Umum 
dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya 
diberikan atas permintaan. 

Olen karena itu, dalam penyajian data lapangan penulis tidak dapat 

memaparkan pertimbangan hakim dalarn menjatuhkan putusan tersebut. 

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Ten!ang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan pidana yang mengatur tentang 

Kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu diatur dalam Pasal 44, yang terdiri 

dari 4 (empat) ayat yaitu : Ayat (1) tentang kekerasan fisik dalam rumah 

langga, Ayal ,(2) mengatur tentang kekerasan fisik dalarn rumah tangga yang 
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tnengalcibatkan korban tnengalatni luka hera!. Dalatn Pasal 44 Ayat (2) 

Undang-Undang No.23 tabun 2004 !entang l'enghapusan Kekerasan Dalarn 

Rumab Tangga, tidak mengatur secara khusus kategorisasi luka hera!. Oleh 

karena itu maka yang menjadi acuan adalab luka hera! sebagaimana diatur 

dalam Pasal90 KUHP. Selanjutnya Ayal (3) mengatur tentang kekerasan fisik 

dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban dan Ayat (4), 

mengalur kekerasan fisik dalam rumab tangga yang dilakukan oleh suarni 

terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 

hnlangan untuk menjalankan jahatan atau mala pencahariannya atau kegiatan 

sehari-hari. Data putusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga yang ditemukan penulis di lapangan hanya kasus yang melanggar Pasal 

44 Ayat (1), (2) dan (4) saja, natnun kasus yang melanggar Pasal 44 Ayat (2) 

selama kurun waktu 2006-200& hanya terdapat 4 (empat) kasus sehingga 

belum memennhi pernyaratan untuk dikaji masalah disparitas pidananya. 

Tentunya dibawah ini hsnya akan dipaparkan contoh putusan perkara tindak 

pidanakekerasan fisik dahnn rumah tangga yang melanggar Pasal44 Ayat (1) 

dan Ayat (4) yang Ielah diputus oleh pengadilan dan sudah memiliki kekuatan 

hukum tetap (in kracht van gewijsde). Artinya pasisi kasus-kasus tersebut 

tidak berada dalam proses upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Dalam 

pemaparan contoh putusan perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah 

tangga yang tercantum pada label 4 dan 5 di bawah ini, penulis turut 

mencantumkan hasil Visum Et Repertum. Hal ini terkait dengan 'berat 

ringannya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan polaku, yang menjadi 

pertimbangan jaksa dalarn mengajukan penuntutan dan hakim dlllam 

menjatuhkan pidana. 
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TABEL.4. Putusan PN mengcnai pelanggaran Pasal 44 Ayat (1) 

Undang-Undang No. 23 tahun 2004, tahun 2006-2008. 

No. Perk Basil Visum Et TutJPU PutsPN 

Repertum 

PDM- Pada 
0 0 

kanan - 6 bin penjara -4 bln penjata p!p! 
98ffJK/i/0112 dibawah keiopak mata dengan masa dengan mas a 
006. kanw1 ditemukan luka percobaan 8 percobaan 6 

mernar, bengkak pada bin bin. 
bibir dan ditemukan 
iuka pad a bibir at as 
bagian dalam, pad a 
lengan kiri atas bagian 
dalam ditemukan iuka 
memar. 

PDM- Pendarahan pada Sub - 2 bin penjara - 2 bin penjara 
120ffJK/02/2 Conjungtiva (kelopak dengan masa dengan mas a 
006. mat a bagian dalam) percobaan 3 percobaan 3 bln 

mata sebelah kanan, b1n 
memar pad a ptpl 
sebelah kanan, berigkak 
pada kepala belakang 
bacian kanan. 

PDM- Pada pi pi kiri - 1 thnpt - 7 blnpt 
407ffJK/05/2 ditemukan luka lecet 
006. garis, daun telinga kiri 

ditemukan luka lecet 
diameter 2 em sudah 
mengenng dan luka 
pada kepala bagian 
belakang akibat 

I pukulan bend a turnpul. 
PDM- Ditemukan luka memar - 10blnpt - 7 bin pt 
668ffJK/06/2 pad a pi pi sebelah 
008 kanan, bengkak pad a 

bibir dan ditemukan 
1uka pad a bibir atas 
bagian dalam dan 
memar pada jari manis 
tengah sebelah kanan. 

PDM- Pendarahan pad a - 2 thn pt; - 1 thn6binpt 
10i2ffJK/11/ keiopak mata kiri 
2006 bagian dalam, luka 
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pada bibir dan memar 
dan luka pada kepala 
akibat pukulan bend a 
tumpul. 

PDM- Terdapat luka bengkak - lObin pt - 7 bln. 
716ffJK/06/2 pad a kepala bagian 
006. belakang, bengkak 

bibir dan luka lecet 
pada bibir, memar pada 
betis sebelah kiri. 

PDM- Terdapat luka memar - 9 binpt - 6blnpt 
845ffJK pada pipi kiri, memar 
/8/2008. pada lengan tangan kiri 

dan memar pada paha 
akibat pukulan bend a 
tumpul. 

PDM- Pendarahan pad a - 1 thn 6 bin - 1 thn 2 bin pt. 
35iffJK kelopak mata bagian pt 
/03/2004. dalam mata sebeiah 

kiri, memar pada pipi 
sebeiah kanan dan 
memar pada punggung. 

PDM- Ditemukan me mar - 4 bln penjara - 6 bin penjara pt 
584ffJK/05/2 pada pipi sebelah kanan pt 
008. , l~a pa.~a -~~~!r atas 

dan memar pada dada 
sebelah kiri. 

PDM- Luka dan bengkak pada - 6 bin pt - 6 bin pt 
407 ffJK/03/2 bibir, memar pada pipi 
008. sebelah kanan dan kiri, 

mengalami rasa sakit 
dan luka memar pada 
telinea kanan. 

PDM- Terdapat memar pada - 1 thn 6 bin pt - 1 thn 3 bin pt 
719ffJK/7/20 pi pi kanan dan kiri 
07 serta luka akibat 

sayatan bend a tajam 
pada telapak . tangan 
kanan. 

PDM- Pendat:ahan pada - 3 bin pt; - 2 blnpt 
12ffJKR/Ol/2 kelopak mata bagian 

dalam, memar bada 
006 pipi, luka pada ibir 

Oan memar pad a kepala 
akibat pukiilan benda 
tum nul. 

PDM- Ditemukan luka memar - lthn, 6blnpt - 1 thn, 2bln pt 
31ffJK pad a peiipis sebelah 
/01/2007. kiri, pendarahan pada 
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'· 
kelopak tnata bag! an 
dalatn dan hidung. 

I'DM- Mengalaini rasa sakit - 4 bin dengan - 3 b1n dengan 
44fl'JK dan luka tnemar pada masa masa percobaan 
10112007. bagian kepala satnping ercobaan 6 6 b1n pt. 

kana, telinga kanan h1n pt 
bagian depan, bibir, 
serla 1engan kiri bagian 
atas. 

"---- --
PDM- DitetnUkan 1uka metnar - 10 bin pt; - 9blnpt; 
48/I'JK/01120 dan bengkak pada pip! 
07. kiri, mala bagian alas 

dan dagu, luka yang . 

sudah mulai mengering 
oada bibir baflian alas. 

PDM- Luka memar pada pip! - 1 thn pi; - 8 blnp~ 
434rrJK/05/2 kiri dibawah kelopak 
007 tnata kiri) bibit alas 

bagian dalam sebelah 
• kiri Iongan kiri atas ' 

bag! an dalarn dan 
Jengan kiri bawah 
bagian dalam. 

PDM- Terdapa! luka bengkak - 5 bin pi; - 4 bln pt; 
66lr:rJK/07/2 pad a bibir dan luka 
007 Ieee! pada bibir, dan 

I iari kelin•kin• kiri. . --------
PDM- Luka lecet garis pada - lObin pt; - 7blnpt; 
834r:rJK/09/2 pi pi -kiri dan rlaun 
007 telinga, dan past en 

mengalarnl luka ringan 
akibat bend a tumpul. 

PDM- Luka dan bengkak pad a - !thnpl -7blnpt 
967fi'JK bibir, luka lecet pada 
/09/2008. siku tangan kanan, 

memar pad a dada 
kanan. ----

PDM- Pendarahan pad a - 8 blnpt - 5blnpt 
716ffJK kclopak mala bagian 
/06/2008. dalam mat a sebelah 

kiri, ruemar pada pip! 
sebelab kanan dan 
memar nada nin££an£ .. 

···-· 
PDM- Pendarahan pada - 7 bln pi; - 5 bln pt; 

J934rrJK/l21 
kelopak mata bagian 
dalam, memar pada 

2008 pipi, 1uka pada bibir 
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dan memat pada lci!gall 
klti bagian atas alcibat 

I ~ukulan be11da tumpul. 
l'DM- !Jitetnukan luka - 7 bin pi; - 5 bln pt; 
IOI3ffJK/Ill sayalan benda !ajatn di 
2007 Pr) telapak !angall klti dan 

pinggang hagian kiri. 
Luka metnar di kepala 
bamap belakang. 

········-··-
PDM- Mengalami rosa saki! - 6bln pt; - 5 bln pt; 
1002fTJK111! dan luka memat pada 
2007 bagian kepala samping 

kanan, telinga kanan . 
bagian depan, bibir. 

PDM- Ditemukan luka mernar - 6 bin dengan - 4 Bulan dengan 
1450rrJK112/ pad a pelipis sebelah mas a masa percobaan 
2007 kiri, pe11daraban pada percobaan 8 6 bulan; 

kelopak rnata bagian bulan· ' dalam. 
PDM- Pada 

.. 
kanan -lthn8 bln - 1 thn 6 bln pt; p!p! 

959rTJKJ08/2 dibawah kelopak mata pt; 
008 kanan ditemukan luka 

memar, bengkak pada 
bibir dan ditemukan 
luka pada bibir atas 
bagian dalam, pada 
lengan kiri alas bagian 
dalam ditemukan luka 
memar dengan wama 
kebiruan, pada lengan 
kiri bawah bagian 
dalam ditemuk:an iuka l 
memar dengan wama 
kebiruan. 

PDM- Pendarahan pad a -lthn6 bln - 1 thn4 blnpt; 
588fTJK106/2 kelopak mata bagian pt; 
008 dalarn mala sebelah 

kanan., memar pada 
pipi sabelab kanan dan 
klti ' memar pada 
punggnng alcibat 

I pukulan benda tumpul. 
PDM- Pad a .. 

plpl klti - l thnpt - 1 thnpt 
23rrJKIOI!20 diternukan luka lecet 
06. garis, daun telinga 

kanan ditemukan luka 
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Ieee! diameter 3 em 
sudah mongering dan 
luka pad a kepala 
bagian belakang alcibat 

I uulqllm henda tumpul. 
------

Keterangan Tabel4: 

No.Perk Nomor Register petkata 

Hasil Visum Hasil pemeriksaan keadallll korban, alcibat darl 
Et RoperiUm kekerasan fisik dalam rumah tangga yang 

dilakukau oleb terdakwa. 
Pr) Pe!aku dalam perkara PDM-!013trJK/W2007 

beljenis kelamin Perempuan 
Tut JPU TWllutan Jaksa Penuntut Umum. 

Puts PN 

Misalnya : 2thpt. 

Artinya: 2 (dua)tahun penjara dipotong masa 

tahanan 

Putusan hakim Pengadilan Negeri yang 
memeriksa perkara tersebut. 

TABEL.5. " Putusan PN mengenai pelanggaran Pasal 44 Ayat (4) 

Undang-Undang No. 23 tabun 2004, tahun 2006-2008. 

No. Perk Basil Visum Et TutJPU PutsPN 

Repertum 

PDM- Mengalarni rasa sakit - 4 bln pt; - 3 bln pt; 
1230/TJK/111200 dan luka mernar pada 
7 bagian kepala samping 

kana, telinga kanan 
baltian depan, bibir. 

PDM- Luka dan bengkak pada - 3blnpt - 2 b!npt 
1662/TJK/111200 bibir, !uka !ecet pada 
8 siku tangan kanan, 

memar oada dada kiri. 
"-~" 

PDM- 533tTJK/ Pendarahan pada - 4h!npt - 3 bln, !5 hr 
0412006. kelopak mala bagian 

pt dalam, memar pada 
pipi, luka pada hihir 
dan memar pada lengan 
kiri bagian alas. 

PDM- Ditemukan me mar - 4 blnpt; - 3 bin pt; 
... 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



71 

532ffJK/04/2007 pada pi pi sebelah kanan 
, luka pada bibir atas, 
memar pad a dada 
sebelab kiri dan jari 
manis. 

PDM- Luka Ieee! pada bibir - I bin 15 hr - 1 bin 15 ht 
845rfJK/08/2007 at as dan bibir dalatn 

bawab, bibir bengkak, pt; pl 

terdapat luka pad a mata 
kaki kanan dan Jan 
kelingking, serta luka 
bakar dite1apak tang'" 
kanan. 

PDM- Ditemukan luka memar - 3 bin pt; -1bln17ht 
1187rrJK/12/200 pada pelipis sebelab 
7 kiri, pendaraban pada pt; 

hi dung. 

PDM- Terdapat luka memar - 3 bin pt - 3 blnpt 
1117fflK/10/200 pada pipi kiri, mernar 
8 pada 1engan tangan kiri 

dan memar pad a betis. 
PDM- Luka lecet pada bibir - 2 bln 15 hr - I b1n 15 hr 
130rfJK/02/2008 atas dan bibir dalarn 

bawab, bibir bengkak, pt; pl; 

luka -lecet-pada lengan 
kiri bawab bagian 
dalarn. 

PDM- Ditemukan luka memar - 4 b1n pt; - 3 blnpt; 
330rfJK/3/2008 pada kepala sebelab 

k.iri, pendarahan pada 
kelopak mata bagian 
dalam. 

Keterangan Tabel.S: 

No.Perk Nomor Register perkara 

Hasil Visum 
Et Repertum 

Tut JPU 

Puts PN 

Hasil pemeriksaan keadaan korban, akibat 
dari kekerasan fisik dalarn rumab tangga yang 
dilakukan o1eh terdakwa. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Putusan hakim Pengadilan Negeri yang 
merneriksa perkara tersebut. 
Misalnya : 1 bin 15 br pt 

Artinya: 
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Dati 36 (tiga puluh enam) data putusan yang penulis sajikan diatas 

tnaka penults tnengelotnpokan tabel 4 dan label 5 menjadi satu sehingga 

memudahkan penulis untuk tnelakukan perbandingan agar dapat diketallui 

mengenai perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan fisik da!am rumall tangga. Pengelompokan tersebut, yaitu kategori 

kekerasan f.slk yang tidak menimbulkan luka berat, terdiri dati perbuat•n 

kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (4) 

Undang-Undang No.23 tabun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumall Tangga, pertimbangon kategorisasi tersebut berdasarkan dampak yang 

ditimbulkan dati kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan basil 

Visum Et repertum, yang menurut pendapat penulis dapat sepadankan dangon 

penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (I) KUHP. Hal ini 

disebabkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 lentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumall Tangga tidak mencantumkan caro/bagaimana 

kekerasau itu dilakukan, melainkan fokus pada darnpak yang ditimbulkan oleh 

kekera.san tersebut. 101 

Kateeori kekerasan fisik van2: tidak menimbulkan luka he.rat 

No. Perk Basil Visum Et TutJPU Puts PN 
Reportum 

-
PDM- Pad a . - kanan - 6 bin -4 b!n plpl 
98/TJK/1/01/2006. dibawall kelopak mala penjara penjara 

kanan ditemukan luka dengan dengan 
memar, bengkak pada masa masa 
bibir dan ditemukan percobaan 8 percobaan 
luka pada bibir alas bln 6bln-
bagian dalam, pad a 
lengan kiri alas bagian 
dalam ditemukan luka 
memar. 

PDM- Pendarahan pada Sub - 2 bin - 2 bln 

101 Dewita Hayu Shinla dan Oetari Cintya Bramanli, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
Reduk.si Bentuk-Belltu.k kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUUKtJH:l>, Ja.kat1a: LBH APtK 
dan Aliansi Nasionai Refonnasi, 2007. hal13. 
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120!TJI</02/2006. C<>njung!iva (kelopak penjara penjara 
mata bagian dalam) dengan dengan 
mata sebelah kanan, ma;;a tnasa 
memar pada pi pi petoobaan 3 percobaan 
sebelah kana.nj bin 3 bin 
bengkak pada kepala 
belakang bagian 
kanan. 

PDM- Pada .. kiri - 1 thn pt - 7blnpt PIP! 
407ffJI</05/2006. dite1nukan luka Ieee! 

garis, daun tellngaldrl 
ditemukan luka Ieee! 
diameter 2 ern sudab 
rnengenng dan luka 
pada kepala bagian 
belakang akibat 
pukulan bend a 
tum nul. 

PDM- Ditemukan luka - !Oblnpt - 7blnpt 
668rrJK/0612008 mernar pad a . . 

p!p! 
sebelah kanan, 
beugkak pada bibir 
dan ditemukan luka 
pada bibir alas bagian 
dalam dan memar 
pada jari man is- tengah 
sebe!ah kanan. 

PDM- Pend araban pada - 2 thn pt; -lthn6bln 
lOl2ffJK/ll/2006 kelopak mata kiri 

pt bagian dalam, luka 
pada bibir dan memar 
dan luka pada kepala 
ak:ibat pukulan benda 
turnout. 

PDM- Terdapat luka - lObin pt - 7bln. 
716fflK/06/2006. bengkak pada kepala 

bagian belakang, 
bengkak bibir dan 
luka !ecet pada bibir, 
memar pada betis 
sebelab ldri. -----
Terdapat luka memar PDM- - 9blnpt 6 bin pt 

845rrJK 1812008. pada pipi kiri, memar 
pada lengan Iangan 
ldrl dan memar pada 
paha ak:ibat pukulan 
benda tumpul. 

PDM- Pehdaraban pada -lthn6bln - 1 thn 2 
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35trTJKI03/2004. kelopak mata hagian pt blrt pt. 
dalam mat a sebelah 
kiri, memar pada pipi 
sebelah kanan dan 
me mar pad a 

j nun 
' 

PDM- Ditemukan metnar - 4 
-

bln - 6 bin 
584/l:JK/05/2008. pad a ' . sebelah penjarn pt penjara pt ptpt 

kanan ' luka Jlada 
bibir alas dan memar 
pada dada sebelah 
kiri. ·-PDM- Luka dan bengkak - 6 blnpt - 6blnpt 

407ffJK/03/2008. pad a bibir, memar 
pada pip! sebelah 
kanan dan kirl, 
mengalarni rasa sakit 
dan luka memar pada 
telinga kanan. 

·--~ 

PDM- Terdapat memar pada -Jthn6bln -!thn3bln 
719ffJK/7/2007 pipi kanan dan kiri 

pt pt serta luka akibat 
sayatan benda tajam 
pad a telapak Iangan 
kanan. 

PDM- 1 reridiiJ:ahan vaaa - 3 bin pt; - 2blnpt 
12/TJKR/0112006 kelopak mala bagian 

dalam, rnemar .gada 
pipi} 1uka pada jbir 
dan memar pada 
kepala akibat puliulan 
benda tumnul. .. ·----

PDM- Ditemukan luka - !thn, 6 bin - I thn, 2bln 
31ffJK/Ol/2007. me mar pad a pelipis 

pt pt sebelah kiri, 
pendarahan pada 
kelopak mata bagian 
dalam dan hidung. 

PDM- Mengalami rasa saklt - 4 bin - 3 bin 
44rTJKIOI/2007. dan luka memar pada dengan dengan 

bagian kepala mas a masa 
samping kana, telinga ercobaan 6 percobaan 
kanan bagian depan, bin pt 6 bin pt. 
bibir, serta lengan kiri 
bagian atas. 

PDM- Ditemukan .. luka - lOblnpt; - 9 bin pt; 
48rTJK/Ol/2007. memar dan bengkak 

pada pipi kiri, mala 
baman atas dan dagu, 
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ltika y!!l:lg sudllh mula! 
~:~etlrtg pada b!blt 
ba !!l1 ataa. 

l'bM- ttika tnetnat pada pip! - 1 thtt pt; - s blrt pt; 
434rtJl<!OS/2007 kit! dibawllh kelopak 

mata kirl, bib!t ataa 
bagi!!l:l dalam sebelab 
kit!, lertg!!l:l kit! ataa 
bagi!!l:l dalam d!!l:l 
leng!!l:l kit! bawllh 
bal!;i!!l:l da!am. 

l'bM- tetdapal luka - 5 blrt pt; - 4 blrt pt; 
66lrtJl<!07 /2007 bengkak pad a bibit 

dan luka lecet pad a 
b!bir, dan 
kelingking kiti. 

jari 

l'bM- tuka lecel garis pada - 10 bln pt; - 7blnp~ 
834rrJK/09/2007 p!pi kiti d!!l:l datlll 

telinga, dan pasien 
tnengalami ltika 
ringan akibal benda 
tuninul. 

PDM- Ltika dan bengkak - lthn pt - 7 blnpl 
967rtJK /09/2008. pada bibir, ltika !ecel 

pada siku Iangan 
kanan, memar Pada 
dadakanan. 

PDM- Pend araban pad a - 8 blnpt - 5blnpt 
716rrJK /06/2008. kelopak mata bagian 

dalam mata sebelab 
kiti, memar pada pipi 
sebelab kanan dan 
memar pada 
pinggang .. 

PDM- · Pendaraban pad a - 7bln pi; - 5 bin pi; 

l934rtJK/12/2008 kelopak mala bagian 
dalam, memar pada 
pipi, ltika pada bibir 
dan tnernar pad a 
lengan kit! bagian alas 
akibal pukulan benda 
tutnpul. 

PDM- Ditemtikan ltika - 7bln pt; - 5 blrt pt; 

10l3rrJK/11/2007 
sayatan benda tajam 
di telapak Iangan kit! 

PrJ dan pinggang bagian 
kit!. Ltika tnetnar di 
kepala bagian 
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belakang. 
PDM- Mengalatni rasa saki! - 6 bin pt; - 5 bin pt; 

1 002rrJK/1112007 
dan luka tnemar pada 
bagian kepala 
sam ping kanan, 
telinga kanan bagian 
depan, bibir. 

PDM- Ditetnukan luka - 6 bln - 4 Bulan 

1450rfJK/1212007 
memar pad a pelipis dengan dengan 
sebelah kiri, mas a mas a 
pendarahan pada percobaan 8 percobaan 
kelopak mala bagian bulan; 6 bulan; 
dalarn. 

PDM- Pada 
.. 

kanan -lthn8 bin - 1 thn 6 ptpt 
959rfJK/08/2008 dibawah kelopak mala pt; bin pt; 

kanan ditemukan luka 
memar, bengkak: pada 
bibir dan ditemukan 
luka pada bibir atas 
bagian dalarn, pad a 
lengan kiri atas bagian 
dalarn ditemukan luka 
memar dengan warna 
kebiruan, pada lengan 
kiri bawah bagian 
dalam ditemukan luka 
memar dengan wama 
kebiruan. 

! 
. 

PDM- Pendarahan pad a -ltbn6 bin - 1 tbn 4 
588rfJK/06/2008 kelopak mata bagian pt; bln pt; 

dalarn mata sebelah 
kanan, me mar pada 
pi pi sebelah kanan 
dan kiri, memar pada 
punggung akibat 
pukulan bend a 
tumoul. 

PDM- Mengalami rasa sak:it - 4 blnpt; - 3 bln pt; 
1230rfJK/ll/2007 dan luka memar pada 

bagian kepala 
samping kana, telinga 
kanan bagian depan, 
bibir. 

PDM- Luka dan bengkak - 3 bin pt - 2 blnpt 
1662rfJK/ll/2008 pada bibir, luka Ieee! 

pada siku Iangan 
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kanan, !lletnat pada 
dada tdri. 

l'DM- 533fl'JK/ Pend araban pad a - 4 hlnpt - 3 bln, 15 
04/2006. kelopak mata bagian 

hr pt dalam, tnetnar pada 
pipi, luka pada bibir 
dan tnetnar pad a 
lengan kirl bagian 
atas. 

PDM- Ditemukan tnemar - 4 blnpt; - 3 bin pt; 
532/TJK/002007. pada pip! sebelab 

kanan , luka pada 
bibir at as, metnar 
pada dada sebelab kiri 
dan jari manis. 

PDM- Luka Ieee! pada bibir -lbln15br lblnl5hr 
845fTJK/08/2007. atas datt bibir dalam 

bawah, bibir bengkak, pt; pt 

terdapat luka pada 
mata kaki kanan dan 
jari kelingking, serta 
luka bakar ditelapak 
Iangan kanan. 

l'DM- Ditemukan luka - 3 bin pt; - 1 bin 17 hr 
1187fTJK/12/2007 memar pada pelipis 

pt; sebelah k:lrij 
pendarahan pada 
hi dung. 

l'DM-. Terdapat luka mernar - 3 blnpl - 3 blnpt 
1117fTJK/1012008 pada pipi kirl, memar 

pada Iongan Iangan 
kiri dan memar pada 
be tis. 

PDM- Luka lecet pada bibir -2blnl5hr - I bin 15 hr 
. 130fT JK/02/2008 atas dan bibir dalarn 

bawab, bibir bengkak, pt; pt; 

luka Ieee! pada Iongan 
tdri bawah bagian 
dalam. 

PDM- Ditemukan luka - 4 bin pt; - 3 blnpt; 
330/TJK/312008 me mar pad a kepala 

sebelab kiri ' pendarahan pada 
kelopak mata bagian 
dalam. 

·-···· .. tdri PDM- Pada P•P• - I thnpt -lthnpt 
23fTJK/Oll2006. ditemukan luka lecet 

garis. daun telinga -------
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kanan ditemukan luka 
lect:t diameter 3 em 
sudah mongering dat1 
luka pada kepala 
bagian belakang 
akibat pukulan benda 
tumnul. -

- 3.3 Pendapat Aparat Penegak Bukum Mengena! Penegakan llukum 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

3.3.1 Perbedaan Pengcnaan Sanks! Pldana Terhadap Pelakn Tindak 

Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumab Tangga. 

Aparat penegak hukum yang diwawanearai meliputi Hakim 

dari Pengadilan Negeri Kelas JA Tanjung Karang serta Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) juga dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

serta Petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Jawaban yang diperoleh 

mengenai perbedaan pengenaan satlksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, sangat beragam. 

3.3.1.1 Kalangan Hakim I'N 

Di kalangan hakim, terdapat perbedaan pendapat 

mengenai eksistensi perbedaan pengenaan sanksi pidana 

terhadap pelakn (disparitas pidana) dalam perkars tindak 

pidana kekerasan ftsik dalam rumah tangga, yakni sehagian 

besar hakim yang dijadikan infonnan berpendapat bahwa 

secara umum digparitas pidana terhadap tindak pidana 

memang tmjadj, akan tetapi 1 (satu) orang haklm dari 5 

(lima) hakim tersebut berbeda pendapat dan I (satu) dari dari 

5 (lima) haklm tersebut menyatakan: 

bahwa mernang terjadi perbedaan penjatuhan hukunaan, 
namun tidak terlalu mencolok sahingga bukan disebut 
disparitas pidana karena menurut hakim tersebut tidak 
ada I (satu) pun kasus yang persis sarna. 102 

102 Wawancara dengan Bapak Jesden Plltba,SH .. Hakim pada Pengadilan Negerl Klas 1 A 

T anjung l<arang pada hari senin tanggal 4 Mei 2009. 
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Sedangkan menurut 4 (empat} hakimlainnya yang setuju 

bahwa disparitas pidana teljadi, menyatakan bahwa perbedaan 

pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku llndak pidana 

kekerasan fisik dalam rumah tangga memang te!jadi, tetapi 

sifatnya kasuistk Khusus mengenai tindak pidana kekerasan 

fisik dalam rumah tangga hal paling utama yang menjadi 

pertimbangan hakim adalah akibat dati kekerasan fisik. 

Sernakin berat akil:>at yang :litimbulk:an Tentunya semakln 

berat pula putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Selain 

kasuistis, hal yang menjadi pertimbangan adalah pendapat 

korban, hal ini disebabkan tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga meliputi ranah domestik rumah tangga sehingga 

ada kalanya tetjadi dalam persidangan seorang isteri yang 

menjadi korban kekerasan fisik yang dilaknkan suaminya, 

menyesal telah melaporkan perbuatan suaminya, sehingga 

korban juga memohon kepada hakim agar terdakwa 

(suaminya) dihukum seringan-ringannya. 

Seorang hakim yang setuju bahwa disparitas pidana 

memang terjadi berpendapat: 

disparitas pidana timbul karena adanya faktor obyektif 
dan subyektif oleh karena itu disparitas pidana memang 
harus terjadi, hila disparitas pidana dihilangkan maka 
akan tcrjadi ketidakadilan.'" 

Ditambahkan juga bahwa disparitas pidana merupakan 

suatu hal yang wajar letjadi. ""' Hakim yang setuju ada juga 

yang berpendapat bahwa: 

tetjadinya disparitas pidana merupakan hal yang positif, 
karena sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu kepastian, 
ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. ,., 

liY.l Wawancara dengan Ibu Ristati,SH •. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Tanjung 
Karang £ada bari senin tanggal4 Mei 2009. 

1 Wawancara dengnn lbu Sri Widlas:tuti,SH,KN .. Hakim pada Pcngadilan Negeri Klas I 
A Tanjuog Karang pada har:ijurnal tanggal 1 Mei 2009. 

tus Wavm.ncara dengan Sapak Jesden Purba, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1 A 
Tanjung K.arang pnda hnri senin tanggnl4 Mei 2009. 
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Salah seorang haklm betjJendapat bahwa petl:htlbllligru1 

haklm dalam penjatuh!Ut hukumlll! ylll!g beta! tethadap pelllku 
keketaslll! !istk rlng!Ut dalaJ:tlllltltah I!Utgga oleh haklm, !ltlllll:a 

lalti dapat disebabkan oleh : 

pethuatan ylll1g di1akukll11 pelaku metilinbutklll! trauma 
lethadap kotban, kekerasan fisik yllllg di!akukan oleh 
pelaku !ethadap kothrut di1akuk1111 setlap hati, kotbal1 
Udak mel1llllllk!Ut pelaku, atau pelaku memilikl pe11yaldt 
kela!Mn seksual yal1g me11yiksa kotbal1.106 

l:lalaJ:tl metlja!uhkan pidlll1a tethadap pelaku keketasan 

llsik dalam tumah tangga, hakim di l'engadilan Negeti Kelas 

lA Tlllljung K.rang belum pernab menetapkall hukutnan 

tambahan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 

23 tahun 2004tentang Peughapuslll1 Kekerasan Dalam RUtltah 

tangga, yaltu pidana tambahan betUpa : 

a. petnbatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untnk 

menjauhkan pelaku dati korban dalam jarak dan waktu 

lertentu, maupun pembalasan hak-hak tertentu dati pelaku. 

b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah 

pengawasan lembaga tertentu. 

Tidak diterapkaunya hukuman tambahan tersebut, 

menUJ:Ut 2 ( dua) orang hakim berpendapat bahwa : 

hukutnan yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan 
llsik dalam rumah tangga sudah sesuai dengan kesalahan 
yang diperbuat oleh pelalcu, sebingga tidak perlu !agi 
diterapkan pida!la tambahan kepada pelaku kekerasan 
llsik dalam rumah tangga. 107 

!Jitambahkan_ juga bahw11, pidana tambahan belum 

petnah diterapkan, !catena pada umumnya penjatuhlll1 pidana 

terhadllj> pelaku kekerasan fisik dalam turllah tangga dipidana 

106 Wa.wat:tcll.nl deJJf:\1111 tbu Endang Ratnanlngslb~sa .. Hakim ~eta l'engadiln11 Negeri 
kiss l A "l"n11jung Katallg pad. hari jutnallallgl:'l5 Juni2009. 

101 WaWiilicata dengan tbu StJ Wldlastuti,SR;kN dan lbu :£ndan~:t Rabtanbtgslh,SH .. 
llaldm pada Pe11gadila11 Negetl klasl A TanjWig Karnllg pada 1mrl selasa lallggal 9lu!!l2009. 
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de!tgan pidana pe!tjara. Salah satu haldm ada pula yang 

be11lendapat, bahwa : 

tidak perlu lagi penerapan pidana tambahau yaug berupa 
pembalasan gerak pelaku balk yang bertujuan unluk 
menjaubkan pelaku dari kotban dalam jarak dan waktu 
lertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dati 
pelaku. Sedangkan tethadap pldana tarnbahan yang 
berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling dl 
bawah pengawasan lembaga tertentu, dapat diterapkan 
alas permintaan korban. 108 

3.3.1.2 Kalangan JPU 

Dari kalangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pemah 

menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga herpendapat 

bahwa disparitas pidana merupakan hal yang biasa terjadi. 109 

Seorang jaksa mernang mengetahui Ielah letjadi perbadaan 

dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku tirulak pidana 

kekerasan fisik dalam rurnah tangga (disparitas pidana). 

Perbadaan pidana tersebut teJjadi karena tidak bisa terlepas dati 

karakter serta kemauan dari masyarakat setempat. 110 Apabila 

melihat karakler dan budaya masyarakat di Bandar Lampung, 

yang berwatak. keras dan menempatkan Piil Pasfnggeri (harga 

diri) diatas segalanya. Dari kalangan Jaksa Penuntut urnum 

berpendapat bahwa pidana pereobaan agak sulit diterapkan. Hal 

ini disebabkan pihak korban beserta keluarganya ingin 

memberi pelajaran kepada pelaku agar jera serta lidak 

mengulangi perbuatannya kembali." 1 

101 Wawancara dengan Bapak Jesden Purba, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A 

Tanjunfi.Karang pada hari setasa tangga19 juni 2Q09. 
09 Waw1lllcara dengan bebe1:apa orang jaksa yang peJDnh menangani perkara kekerasan 

datum nmmh tangga. l<etika wawancani penulis harus menjelaskan du..lu pengertian dari disparitru; 
pidana sebag:ai Penerupan pidana yang tldak sama terhadap tindak pidana yang sama {same 
offences) ataupun terhadap tindnk-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan 
(offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jeias 

110 Wavvancara dengan lbu ZunaUa,sn. Jaksa pada 1Cejaksaan Negeri Bandar Lampung 
pada hml juma! tangga124 Apri12009. 

ill Wawancara dengan Bapak 1-lartono.SH.Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 
pada hari jumat la!!ggal24 Apri12009. 
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3.3.1.3 Kalangan i'etugas Lembagal'emasyarakatan 

Kalangan petugas Lembaga Pemasyarakatan berpendapat 

bahwa disparitas pidana merupakan hal yang hiasa tetjadi karena 

dalam memutuskan suatu perkara hakim ruempertimbangkan 

adanya fakror obyektif dan subyektif oleh karena itu dispuritas 

pidana memang harus teljadi112
• Ditinjau dari faktor subyektif, 

pidana yang dijatuhkan oleh hakim sangatlah dipengaruhi juga 

oleh kepribadian hakim, dalarn hal ini termasuk juga Jatar 

belakang pendidikan, pengalarnan, perangai, agarna, serta 

perileku oosial. Duri faktor obyektif, haktm dalam menjatuhkan 

pidana mempertimbangkan juga mengenai, berat ringannya 

akibat yang ditlrnbulkan, peran atau kedudukan pelaku (sebagai 

pelaku kekerasan fisik ringan atau pelaku kekerasan fisik yang 

menyebabkan luka berat), motif melakukan tindak pidanaialasan 

terjadinya tidak pidana kekerasan fisik dalam rurnah tangga. 

Oleh karena itu, hila dispuritas pidana dihilangkan maka 

akan teljadi ketldakadilan. Menurut petugas Lembaga 

Pemasyarnkatan dampak duri adanya dispuritas pidana terhadap 

terpidana lebih pada darnpak psikologis yang dialarni oleh 

terpldana, Darnpak ·psikologis tersebut berkaitan dengan 

pembinaan terpidana. 

Dengan adanya disparitas pidan~. terpidana menganggap 

pemidanaan terhadap dirinya tidak adil karena dibandingkan 

dengan orang yang sederajat tidak pidananya dengan dirinya 

mendapatkan pidana lebih ringan tetapi dia lebih berat. Dampak 

psikologis tersebut menyebabkan terpidana mera..a tidak perduli 

terhadap kegiatan pembinaan-pernbinaan yang dilaksanakan di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian agak sulit 

menumbuhkan motivasi dan kesadaran terpidana. Namun pada 

umumnya hal tersebut dapat diatasi oleh petugas Lernbaga 

111 WawanciU1l dengan Bapak Suldr,SH.MH. Kasi pe!a:yamm Tabanm Rutan Way Hui di 
Bandar Lampung pada hari kamis langgal23 At>rll 2009. 
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Petnasyarakatan dengan cam pendekatan pembillaan tohani 

secara masal melalui ceramah agama, penyuluhan hukum, aiL 113 

3.3.2 Penyebab Timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana 

Tethadap Pelaku Tlndak Pidana Kekerasan Fislk Dalam Rumah 

Tangga. 

Penyebab timbutnya perbedaan pengenaan sanksi pidana tersebut 

menurut infonnan yang Ciw:nvan..:w'ai disebabkau oleh banyak ha11 yakni 

3.3.2.1 Menurut Hakim PN 

Hakim yang menyutakan setuju terhadap tetjadinya 

disparitas pidana, rata-rata berpendapat bahwa disparitas pidana 

terjadi karena adanya : 

1. Kebebasan Hakim. 

Kebebasan yang tidak dipengaruhi oleh apapun dan 

siapapun, akan tetapi da1am prakteknya terdapat apa yang 

dinamakan pengaruh kekuatan ekstra yudisial. berupa atasan 

hakim yang bersangkutan, pejabat lain, atau kekuatan dari 

suatu partui politik. 114 SeJain ha1 itu juga seorang hakim yang 

penulis wawancarai berpendapat bahwa kebebasan halcim 

tidak mutlak, karena adanya norma yang membatasinya 

seperti undang-undang yang ada. 115 

2. Akibat Yang Ditimbulknn 

Akibat yang ditimbulkan dalam perkara kakerasan fisik 

dalam rumah tangga sengat diperhatikan hakim, akibat 

tersebut dapat dilihat dati hasil Visum Et Repertum. Setnakin 

bern! akibat yang dilimbulkan maka pidana yang dijatuhkan 

akan semakin besar (berat). 

m Wawancarn dengan lbu Siti ZaJeha,Sll.MR, Kasi Pelayanan Tahanan Lembaga 
Pemasyarakatan Rajabasa di Bandar- Lampung pada har:i kamis tanggal 7 Mei 2009. 

ll
4 Wawancara dengan Bapak Atili;ill. Hakim padn Pengad!lan Negeri Kelas lA Tanjung 

Karang End a hari senin tanggal4 Mel2009. 
1 5 Wawancara dengan BapakJesden Purha,Sll. Hakim pada PengndilanNegeri Kelas !A 

Tanjung Karnng pad a hari senin tangga14 Mei 2009 
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3. i>eranan!kedudukan pelaku (sebagai pelaku kekerasan fisik 

ringaa, menyebabkan luka betat atau menyebabkan mali); 

Pelaku dengan kedudukan sebagai pelaku kekerasan fisik 

ringan akan dikenakan pidana lebih ringan dibandingkan 

dengaa pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat, 

begitu juga hila dibandingkan dengan pelaku yang 

berkedudukan sebagai pelaku kekerasan yang menyebabkan 

matinya korban maka pelaku kekerasan fisik yang 

menyebabkan luka berat akan dikenakan pidana yang lebih 

ringan. 

4. Motifmelakukan; 

Hakim juga memperhatikan motif dari perbuatan tersebut 

yang dilakukan, seperti untuk apa perbuatan tersebut 

dilakukan (latar belakang), mengapa pelaku melakukan 

perbuatan tersebut dan apakah korban juga berperan dalarn 

terjadinya tindak pidana. 

5. Modus (cara). 

Cara yang digunakan oleh pelaku juga menjadi bahan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. 

6. Pendapat Korban 

Hakim juga mempertimbangkan pendapat korban. Hal ini 

disebahkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

meliputi ranah domestik rumah tangga sehingga ada kalanya 

!erjadi dalam persidangan seorang isteri yang menjadi korban 

lrekerasan fisik yang dilakukan suarrdnya, menyesal telah 

melaporkan perbuatan suaminya, sehingga korban juga 

memohon kepada bakim agar terdakwa (suarninya) dihukum 

seringun-ringannya. Namun adakalanya korban berpendapat 

tidak dapat memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa 

sebingga korban memohon kepada hakim agar terdakwa 

dihukum sebetat-beratnya agar memberikan efek jera terhadap 

terdakwa. 
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7. Tidak !nengikuti putusan hakim terdahulu (precedent) 

Dengan tidak adanya sistem precedent dalam sisle!n 

hukuin yang dianut Indonesia maka hakim tidak wajib 

mengikuti apa yang menjadi putusan hakim terdahulu, 

walaupun terdapat yurisprudensi akan tetapi sifatnya juga 

tidak wajib untuk diikuti. 

Dari jawaban-jawaban tersebut di alas, penulis melihat 

bahwa hakim dalam memutus pidana terhadap pelaku lindale 

pidana kekerasan fisik dalam rumah !angga, faktor subyektifitas 

hakim serta faktor obyelctifitas sangat berperan. Dalam hal ini 

nampak bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana 

sangal mernpengaruhi penilaian hakim dalam menilai faktor 

obyektifitas, misalnye berdasarkan kebebasan hakim, seorang 

hakim akan menilai fuktor, perananlkedudukan pelaku, akiba! 

perbuatan pelaku, pendapat kotban, motif, serta modus 

berdasarkan keyakinannya yang dilandasi oleh hall nuraninya. 

Oleh karena itu, keyakinan hakim menempati posisi yang 

penting dalam penjatuhan pidana. sehingga putusan }'allg 

diberikan sangat tergantung pada hati nurani seorang hakim 

yang pada akbimya menlmbulkan perbeclaan penjatuhan pidana. 

8elain hal tersebut diatas terdapat seorang informan yang 

secara khusus menyatakan bahwa: hakim dalam menjatuhkan 

pidana haros rnendasarkan pada 3 (tiga) hal, yakni: 

1. Legal justice; keadilan yang berdasarkan peraturan 

2. Social justice;rasa keadilan dalam masyarakat. 

3. Kepatutan (fatsun), hukuman yang dijatuhkan harus 

disesuaikw1 dengan tindak pidana yang dilaknkan sehingga 

clira.'!ll patut dijatuhkan. 

Ketiga hal tersebut diramu dan menjadi acuan dalam 

menjatuhkan pidana. 116 

!l6 Wawancata dettgan Bapak H.Asnun SH_.MH. Hakim pada Fengadllan Negeri Kelas IA 
Tanjung Karnng pada hari jomat tanggat 1 Mei 2009. 
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Dati perbedaan pendapat tersebut (yang berakar dati 

kebebasan hakim), maka dapat menjadi penyebab tetjadinya 

perbedaan penggenaan sanksi pidana. 

Salah seorang hakim pengadilan negeri betpendapat babwa 

hakim sangat mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut 

Umum (JPU) dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, hal ini 

dilakukan karena menurutnya apabila putusan hakim kurang dati 

1/2 tuntutan jaksa (JPU) maka jaksa tersebut akan melakukan 

upaya .hukum banding. Oleh karena itu seorang hakim harus 

menyesuaikan dengan tuntutan jaksa karena apabila jaksa 

banding maka menurutnya akan menambah pekerjaannya 

saja.m 

Hal senada juga diungkapkan oleh hakim-hakim di 

pengadilan negeri lain yang menjadi infonnan, walaupun tidak 

secara tersurat, tapi secara tersirat para hakim tersebut mengakui 

bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa (JPU) akan sangat 

mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh hakim. 

3.3.2.2 Menurut JPU 

Menurut jaksa Penuntut Umum yang pemah menangam 

perkara kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya 

disparitas pidana selain karena faktor kebebasan hakim juga 

karena ada pemberatan dalam suatu kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (hal-hal yang memberatkan seperti pelaku adalab 

residive). Fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga dapat 

merupakan faktor yang mempengaruhi pidana yang dikenakan 

hakim terhadap pelaku. 

Sebagian besar jaksa (JPU) yang penulis wawancarai 

berpendapat babwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan 

jauh (tidak berbeda jauh) dati pidana yang tuntut oleh jaksa 

117 Wawancara dengan lbu Tlti Tedjaningsih,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri 
Kelas lA Tanjung Karang pada barijumat tanggall Mei 2009. 

Universitas Indonesia 

' 
' 
' 

Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



87 

(JPU). Apabila pidana yang dijatuhkan o!eh hakitn kurang dari Y, 

tuntutan jaksa (JPU) maka jaksa akan melakukan upaya hukutn 

banding. 

Jaksa (JPU) sendiri dalam melakukan penuntutan perkara 

kekerasan fisik dalam rumah tangga pertimbangan dan 

mempematikan beberapa hal seperti adanya tolak ukur, keharusan 

untuk melakukan rentut (rencana tuntutan) ke Kejaksaan Tinggi 

(KEJATJ LA1'-11'1JNG). Keharusan melakukan rentut ini tidak 

memandang apakeh kekerasan fisik dalam rumeh tangga tersebut 

mengakibatkan luka ringan maupun luka berat. 

Berdasarkan rentut yang diajukan, kemudian Kejaksaan 

Tinggi memberikan araban atau pedoman yang wajih diikuti o1eh 

jaksa mengenai berapa pidana yang harus dituntut oleh jaksa 

tersebut. Hal tersehut sesuai dengan asas bahwa jaksa adalah satu 

dan tidak terpisah-pisahkan.'" Kejaksaan tinggi tanpa terlibat 

dalam proses persidangan, menetapkan pidana yang hams dituntut 

oleh jaksa, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari 

tetjadinya disparitas penuntutan. 

3.3.3 Upaya Meminintalisir TerJadinya Perbedaan Pengenaan Sanksi 

Pi dana Terhadap Pelaku Kekerasan Flsik Dalam Rumah Tangga. 

3.3.3.1 Menurut hakim PN 

Menurut hakirn yang penu1is jadikan informan, upaya 

meminimalisir terjadinya perbedaan terhadap penggenaan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam 

rumah tangga sangatlah beragam. 

Ketika penulis mengusulkan dibentukuya suatu pedoman 

pemidanaan, terdapat pendapat yang setuju dan yang tidak setuju 

akan hal tersebul. 

111 Wawancara dengan Bapak lwan Arlo Kusumo,SH.MH. Jaksa pada Kejaksaan Negerl 
Bandar Lampung pada bari selasa tanggal2l April2009. 
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Hakim yang setuju berpendapat: 

dikarenakan undang-undang hanya bersifal umum, dan 
kejahatan betsifat kbusus, menyetujui d!bentuknya suatu 
pedoman pemidanaan, tetapi pedoman pemidanaan 
tersebut harus bersifat umum, jangan!ah bersifat khusus 
karena hakim akan menjacli susah karenanya. 1

" 

Semenl:ara yang menolak atas dibentuknya pedoman 

pemidanaan memberikan benmacarn pendapat, yakni tidak porlu 

dibentuk suatu pedoman pemidanaan terhadap Undak p1dano 

kekerasan fisik ' datam rumah ta.11gga, karena pedoman 

pemidanaan sudah diatur dalarn Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan 

(4), Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Artinya pedoman pemidanaan 

tersehut Ielah tertuang dalam rentang maksimal ancaman pidana 

yang ditentukan oleh Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 

2004 tentang Peughapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. 120 

Dari pendapat hakim tersehut, penulis berkesimpulan bahwa 

hakim tersebut belum memaharni yang dimaksud dengan 

pedoman pemidanaan. 

Selain itu ada pula hakim yang berpendapat sebagai 

berikut: 

pedoman pemidanaan mengurangi kebebasan hakim serta 
menyimpangi asas yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) 
KUHP bahwa pidana penjara selang waktu tertentu paling 
pendek 1 (satu) hari dan karena kasuistis maka tidak bisa 
semua tindak pidana disamaratakan. 121 

Infonnan mengakui be1um ada suatu pedoman atau 

patokan bagi hakim dalam metneriksa kasus yakni Surat 

Edaran Mahkarnah Agung (SEMA) yang diperuntukan untuk 

perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

119 WawanCBta dengan lbu Sri Widiastuti,SH,KN,. Hakim pada Pengadilan Negeri K.las I 
A Tanjung K.arnng pada hari jumat tanggall Mei 2009. 

lltl Wawancara dengan Bapak Mahsub,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas. I A 
tanjun~ Karang pada hari senin tanggal 4 Mei 2009. 

11 Wawancam dengan Bapn.k Jesden Purba, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A 
Tanjung Karang pada hari seo.in taogga15Mei 2{)09. 
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Sedangkan 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa peran 

Ketua l>engadilan Negerl yang memberikan petunjuk kepada 

haldm-hakim yang berada di lingkungannya agar 

meminimalisit terjadinya dispatitas pidana tidaklah efektif, hal 

ini disebabkan: 

1'idak ada tnekanisme dalam Pengadilan yang mengatur 
bahwa Ketua Pengadilan dapat mempengaruhi putusan 
yang dijatubkan olah majelis haldm penjatuhan, keeuali 
apabila majelis hakim ysng bersangkutan meminta 
petunjuk dan saran dati Ketua Pengadilan" 122 

Untuk tneminimaiisir disparitas pidana, salah seorang 

lnforman menyaraukan agar Mahkarnah Agung (MA) 

melakukan suatu Refreshing Course dalarn perkembangan 

bidang hukum, khususnya terhadap kasus tindak pidana 

keketasan dalarn rumah tangga" Tujuan dati kegiatan ini agar 

Hakim lebih memiliki perspaktif gender"' dan selalu diajak 

untuk rnencennati keadaan agar hukuman bukan saja 

dijatuhkan secara legalistic tapi juga menipakan suatu yang 

dipandang patut oleh masyarnkat, dengan cara para hakirn 

diberi Refreshing Course. 

3"3.3.2 Menurut JPU 

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JI'U) untuk 

meminimalisir tetjadinya perbedaan dalam pengenaan sanksi 

pidana terhadap peiakt1 tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga daJ>at menggunakan tolok ukur rentut pada masing­

masing Kejaksaan Negeri, 

Hal tersebut disehahkan tuntutan yang dilakukan oleh 

jaksa (JPU) akan sangat mempsngaruhl putusan yang 

121 Wawancarn clengan lbu Sri Widiastuti1Slf~ •. clan lbu Endang Ratnaningslh.SH. 
Hakim ~a Pengadilan Negeri klas 1 A !anjung :Kanm:g pada 1mri Selasa tanggal9 Juni 2009. 

23 Gender dijelaskan dalam bentuk 1Jembagian peran laki-laki dan perempu.an. Laki-laki 
diberi perm sebagai kepala ke1uarga dan pengambil keputusa.rL .Perempuan diberi peran. sebagai 
ibu rumab tangga, mengurus rumah tn.ngga dan keluarga, serta aktif dalam berbagai kegia!an 
sosiat Bila perm tetsebut tidak dljaiankan, rnaka diunggap .melakukan penyimpaogan_ (Siti Noor 
Lalt.., 2004). 
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dijatuhkan oleh hakim. ll:al letsehut diakui olelt salalt seorang_ 

bakim pengadilan negeri yang hetpendapal baltwa bakitn 

sallgat tnempertimhangkan tuntutall jaksa penuntut umurn 

(JPU) dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, hal ini 

dilakukan karena menurutnya apabila putusan haklm kurang 

dati In tun!utan jaksa penuntut umum (JPU) maka jaksa 

tersehut akan melakukan upaya hukum banding. 124 O!eb karena 

ilu, dalam rangka meminimalisir disparitas penjatuhan pidana, 

jaksa penuntut urnum (JPU) menghindari petbedaan tuntutan 

yang mencolok terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik 

dalam rumah tangga. 125 

3.4 Pendapat Akademisi Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Kekerasan Fisik Dalam Rumab Tangga. 

3.4.1 Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tlndak 

Pidana Kekerasan Flslk Dalam Rumah Tangga. 

Terhadap perbedaan dalam pengenaan sanksi pidnna 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rurnah tangga 

( disparitas pi dana), Mardjono Reksodiputro dart lingkungan 

akademisi bei]Jendapat: 

Bahwa dengan adanya disparttas pidana terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. melllUldakan 

haldm tidak bisa memberikan keadilan. Seharusnya hakim yang 

memeriksa dan mengadiH kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga 

antara suami dan isteri tidak memberikan pidana penjam yang berat 

kepada pelaku (suami atau sebalik:nya isteri). Karena menurut 

Mardjono Reksodiputro, Perceraian yang terjadi akibat pemidanaan 

lerhadap pelaku kekerasan fisik suami terhadap isteri atau 

sebalikuya bukan menjadi solusi masa!alt. Seharusnya tujuan dart 

J:t4 Wawancara dengan lbu Titl Te.djanlngslh.SB.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri 
Kelas 1A Tanju.og Ka.mng pada harijumat langgall Mei 2009. 

Las Wawancara denga.n lbu Ynnlwati,Sli. Jaksa tJadaKejaksaan iinggi LampWlg pacla hari 
jUillllt ''"'ggal9 Jwti 2009. 
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pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam tumah tangga 

adalah agar suami isteri hidup tukun kembali, suami tidak 

mengulangi petbuatarmya dan isteri menyadati kesalaharmya yang 

mungkin dapat menyebabkan petiengkaran sehingga memicu 

terjadinya kekerasan ftsik yang dilakukan oleh suami terhadap 

isteri. 126 

Terhadap perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pid•no kekcrcsan fisik dalam rumah tangga (disparitas 

pidana), Andi Hamzah dati lingkungan akademisi memandanganya 

bahwa perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak: pidana kekerasan dalam rumah tangga memang terjadi dan 

disparitas pidana tersebut merupakan hal yang wajar karena tidak 

hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi diseluruh dunia .127 

3.4.2 Penyebab Timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam 

Rumah Tangga. 

Mardjono Reksodiputro dari lingkungan akademisi 

berpendapat bahwa perbedaan pengenaan pidana pada pelaku tindak 

pidana disebabkan oleh: 

1. Tidak ada kasus yang sama. 

Artinya motif melakukan tindak pidana, akibat yang 

ditimbulkan,cara melakukan dan pendapat korban antara satu 

kasus yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama. 

Mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga hal 

paling utama yang menjadi pertimbangan hakim adalah akibat 

dati kekerasan fisik. Semakin berat akibat yang ditimbulkan 

Tentunya semakin berat pula putusan yang dijatuhkan kepada 

terdakwa. 

126 Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodlputro,SH.MA. pada hari Senin, tanggall 
Juni 2009. 

127 Wawancara dengan Prof.Dr.Jur.Andi Hamzab,SH •. Pada hari Rabu, tanggallO Juni 
2009. 
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2. Kepribadian hakim. 

Maksudnya adalah babwa hakim dalam memutuskau suatu 

perkara tidak bisa melepaskan diri dari pandangan, pe11galaman 

pribadi dm pengalaman kehidupan keluarga dari hakim. 

3. Sikap dari pelaku. 

Maksudnya adalab apakab pelaku Ielah menyesali dan lidak 

mengulangi perbuatannya atau tidak. 128 

Menurut And! Hamzah, perbedaan pengenaan pi~ana pada 

pelaku tindak pidana kekerasan dalam .rumah tangga lebih 

disebabkan olah : 

L Undang-undang 

Menurutnya, undang-undang memuat rentang yang luas antara 

batas minimal dan maksimal dalam menjatubkan pidana yakni 

mulai dari satu hari hingga pidana maksimal yang diancamkan 

oleh undang-undang tersebut. Dalam rentang tersebut hakim 

hebas bergerak, menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana 

kekerasan fisik dalam rumah tangga. 

2. Kepribadian hakim 

Kepribadian hakim dipandang mempunyai pengaruh yang lebih 

besar daripada faktor yang lainnya. Hal ini disebabkan 

kepribadiau hakim, yaitu termasuk juga latar belakang 

pendidikan1 pengalaman, perangai, agama, serta perilaku sosial, 

sangat berpengaruh te<hadap faktor subyektif terhadap pidana 

yang dijatuhkan. '" 

123 Wawancrua denga.n_Prof. Mnrdjono Reksodiputro,SH.MA. Pada hnri Senln, taoggall 
Juni 2()09. 

129 Wawancara dengan Prof.Dr .. Tur.A.ndl Hamzah,SR .. Pada hari Rabu, taoggal 10 Juni 
2009. 
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3.4.3 Upaya Meminlmalislr Ter)adinya Perbedaan Pengenaan Sanks! 

Pldana Terhada!J Pelaku Kekerasan Flslk Dalam Rumah 

Tangga. 

Menurut Mardjono Reksodiputro dari lingkungan 

akademisi, berpendapat bahwa upaya untuk meminimalisir 

terjadinya perbedaan pengenaan pidana (disparitas pidana) pada 

pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah targga, dapa! 

dilaknkan upaya sebagai berikul: 

L Ketua Pengadilan Negeri memberikan petunjuk kepada hakim­

hakim yang berada di lingkungannya agar sernaksimal mungkin 

meminima1isir te.tjadinya disparitas pidana. 

2. Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

diatur dalam Pasal 227 sid 283, Bab XX KUHAP, harus 

berparan aktif mengadakan pengawasan gnaa memperoleh 

kepastian babwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian 

guna ketetapan yang bennanfaat bagi pemidanaa.o, yang 

diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga 

Pemasyarakatan serta pengaruh tim hal balik terhadap narapidana 

selama rnenjalani pidanannya. Dengan demikian, dapat menjaga 

supaya tidak terjadi disparitas pidana. 130 

Andi Hamzah berpendapat untuk melakukan upaya 

rninimalisir pembeda!Ul pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan fisik dalam mmab tangga, dapat dilakukan 

upaya sebagai berlkut : 

1. Menurutnya seharusnya ada suatu pengawasan negative dari 

jaksa kepada hakim (kontrol negatif) yakni ketika hakim 

memutus lebih rendah maupun lebih tinggi dari tuntutan jaksa 

maka jaksa harus melaknkan upaya huknm banding karena 

kebiasaan yang lerjadi di lapangan jaksa penuntut umum hanya 

130 Wawancara dengan Pro£. Matdjono Rekwdiputro,SH.l\-lA. Pada bari Senin, !angga11 
Juni 2009, 
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melakukan upaya banding pada saat putusah hakim !ebih tendah 

dati tuntutah jaksa. 

2. Ketua Pengadilan Negeri mengadakan rapat dengan hak!Jn yang 

berada di lingkungannya dengan tujuah mernbuat padoman 

pemidanaan yang disepakati oleh selumh hakim-hakim yang 

betada di lingkungannya. Dengan demikian dihru:apkan 

meminimalislr terjadinya disparitas pidana kekerasan fisik dalam 

rumab tangga. 

3. Sehru:usnya dahun setiap peraturan penmdang-undangan yang 

mernuat ancaman pidana penjara, dicantumkan bahwa pidana 

penjata dijatuhkan dengan batas minimal khusus l (satu) bulan. 

'" 

3.5 Dampak Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. 

3.5.1 Pendapat Tcrpidana 

Untuk mengetahui dampak perbedaan pengenaan sanksi pidana 

terhadap terpidana, penulis telah mewawancarai 5 {lima) terpidana 

kasus kekerasan fisik dalarn rumah tangga yang tidak menyebabkan 

luka berat Menurut 5 (lima) terpidana yang penulis jadikan sebagai 

infotman, setelah rnengetahui adanya perbedaan pengenaan sak:si 

pidana terhadap dirinya dengan terpidana lainnya, karena 

dibandingkan dengan orang yang sederajat tlndak pidananya dengan . 

dirinya mendapatkan pidana lebih ringan tetapi dia lebih berat, 

berpendnpat bahwa putusan yang Ielah dijatuhkan oleh bakim kepada 

dirinya kurang adil. Terpidana merasa dirinya diperlakukan tidak adil. 

Satu dati 5 (lin1a) infonnan, mengatakan bahwa dirinya terlmkti 

melanggar Pasal 44 Ayat (I) Undang-Undang Pengbapusan Kekerasan 

Dalru:n Rumah Tangga, dijatuhi hukuman I (satu) tahun (6) enarn 

bulan penjru:a. Sementara itu tekannya sesarna terpidana yang terbukti 

melanggar Pasal 44 Ayat (l) Undang-Undang Pengbapusan 

m Wawancam dengan 17-of.Dr.Jur.Andi Hamzah,SH .. Pada hari Rahu, langgal lO Juni 
2009. 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijatuhi hukuman 3 bulan penjara, 

informan tersebut merasa kecewa karena dia tnerasa menjacH korban 

ketidakadilan. Menurut infonnan tersebut sahatusnya terdnkwa yang 

Ielah lerbukti melanggar pasal yang sama, hukumannya juga sarna. 

Mirdmal tidak terlalu jauh perbedaannya. 131 

Sedangkan 2 (dua) infonnan lainnya mengatakan babwa fakta 

hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga yang merekalakukan telah 

terbukti dalam persidangan adalah Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang 

No.23 Talmn 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun dan putusan hakim 

membuktikan bahwa yang terbukti adalah Pasal 44 Ayat (I) Undang­

Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kakerasan Dalam 

Rumah Tangga dengan ancanam maksimal 5 (lima) tahun penjara. 

Namun rekannya yang lain sesama terpidana kasus kekerasan fisik 

dalam rumah tangga, yang fakla hukumnya dan akibat yang 

ditimbulkan hampir sama Ielah terbukti dalam persidangan adalah 

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tabun 2004 !entang 

Penghapusan kekernsan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman 

maksimal 5 (lima) tahun, namun putusan hakim membuktikan bahwa 

yang terbukti adalah Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Keke<asan Dalam Rumah Tangga dengan 

ancanam maksimal 4 (em pat) bulan penjara.133 

Denga:n membandingkan dua kasus tetsebut~ maka terpidana 

yang penu!is jadikan infonnan berpendapat Ielah ada dis!'arilas pidana 

dan menyatakan bahwa sikap para penegak hukum masih diskriminatif 

artinya terpidana mendapat perlakuan yang tidak adil hal ini 

disebabkan salah salunya oleh tingkat sosial terpidana. Dengan melihat 

kenyataan yang demikian, terpidana tidak lagi menghargai Sl'P (sistem 

m Wawancara dengan Bapak Jasma.n Bin Bermanto. Terpidana ka<lus .keke:rasan ftsik: 
dalam rumah tnngga yang l.i.dak menirobulkan luka bernt pada Rutan Way Hul Bandar Lampung 
pada hari Kamis tanggat 23 April2009. 

m Wawancara dengan Bapak Jnman Dedi Ariyantoru Bin Samad dan R.umtl Bin 
Minin. Terpidana k:asus kekerasan ftsik dalam ru:mah tangga yang tidak menimbulkan luka betat 
pada bmbaga Pemasyarakatan Raja Basa Bandar Lampung pada hari :Kamis tanggal27 Februari 
2009. 
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peradilan pidana) tennasuk di dalamnya apatal peneguk hukum dan 

menuru!nya SPP (sistem petadilan pidana) adalah bukanlah tempal 

yang tepa! untuk mencari keadilan. 134 

Temadap perbuatan yang Ielah dilalcukan, kelima terpidana yang 

pcnulis jadikan infonnan mengalcui telab menyesal dan tidak akan 

mengulangi untuk melalcukan perbuatan melakukan kekernsan fisik 

dalam rumab tangga, serta in gin kembali ke masyaralcat. Ti ga dari 5 

(lima) terpidana hernial kembali membina rumab tangga sebelutr.oya 

dengan harmonis, narnun 2 ( dua) terpidana lalnnya akan menceraikan 

isterlnya. Alasannya informan tersebut dendam terhadap korban, 

kerena akibat dari pelaporan isterinya (korban) ke kepelisian 

menyebabkan diri terpidana mendapatkan hukuman pcnjara. 

Selama menjalani masa hukumannya di Lernbaga 

Pernasyarakatan, ke!ima terpidana kasus kekerasan fisik dalarn rumah 

tangga, yang penulis jadikan informan, mengatakan bahwa akibat dari 

adanya disparitas pidana tersebut~ mereka merasa rnenjadi korban 

ketidakadilan, nwnun mereka berusaha untuk ikhlas dalam menjalani 

sisa masa hukuman di Lernbaga Pemasyarakatan. Mereka harus patuh 

untuk berkelakuan baik termasuk menghindari perselisihan yang 

memicu keributan antar sesama terpidana dan mengikuti seluruh 

kegiatan pembinaan yang diadakan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan. Apabila mereka tidak mematubi peraturan dan tidak 

mengik:uti kegiatan pembinaan di da1am Lembaga Pemasyarakatan 

ariinya mereka telah dicap lidak berkelakuan balk selarna di Lembaga 

Pemasyarakatan. Bila terjadi hal yang demikian maka akan merugikan 

diri terpidana sendiri, sebab mereka yang tidak berkelakuan baik tidak 

akan mendapatkan pengurangan sisa masa hukuman1 yaitu Remisi, CB 

lJ4 Wawanc.ara dengan Bapak Juman Dedi Ariyantoro lUn Samad dan Jlomll l:Jin 
Minin. Terpidana kasus kekeraWt fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan luka beral 
pada Lembaga Pemasymkatan Raja Basa Bandar Larnpung pada hari Killllis tsnggal 27 Februari 
2009. 
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(CUti l3ersyarat) dan !>13 (Pelepasan Bersyarat)."' 13ahkan apabila 

terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh !erpidana di dalrun 

Lembaga Pemasyarakalan maka sebagai hukumannya, petugas 

Lembaga J>emasyatakatan tidak segan-segan memasukan terpidana 

yang dianggap tidak berkelakuan balk ke dalam ruang isolasL 

3.5.2 Pendapat l<orban 

Penulis Ielah mewawancarai 5 (lima) korban kekerasan fisik 

dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka berat, yaitu sebagai 

berikut: 

Satu deri 5 (lima) korban kasus kekerasan fisik ringan dalam 

rumah tangga yang penulis jadikan sebagai infonnan tersebut setuju 

dengan penjatuban pidana yang ringan, rnengatakan babwa tujuan ia 

melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suarninya adalab 

untuk memberi pelajaran kepada suaminya agar jera dan tidak 

mengulangi perbuatannya lagL Artinya para korban tersebut tidak 

ingin rnenuntut hakim untu.k rnemutus hukuman yang berat kepada 

terdakwa, terlebih apabila kedudllkan terdakwa sebagai suarni yang 

rnenjadi tulang punggung keluarga. Karena apabila terdakwa terlalu 

lama menjalani masa hukurnan maka. perekonomian keluarga akan 

terlantar. 136 

Dengan demikian apabila telab te!jadi perbedaan pengenaan 

saksi pidana terhadap kasus dirinya dengan kasus lainnya, sedangkan 

pelaku yang dalarn hal ini suarninya dihakum lebih beral deri pelaku 

lainnya yang sederajat tindak pidananya, lnfonnan !ersebut 

berpendapat hakina tidak adil dalam menjatubkan putusannya, 

Alasannya babwa informan tidak pernah diminta pendapalnya dalarn 

hal jaksa melakakan penuntutan dan dalarn hal hakim menjatuhkan 

m Pelepasiltt Bersyarat (PB) diberikan kepada terpidana yang telab meujaianl masa 
hukuman selama 2/3 (9 bulan) dati keseluruhan masa hukumannya, artinya Pelepasan Bersyarat 
(PB) tersebut hanya. diberikatt kcpada terpidana dipidana penjlll'a diatas 1 (satu) tabun, 

u6 Wawancara dengan t:bu Datda Nelawat:l. dan Ibu Mudjiw11U. korban kasus kekerasan 
fisik dalam :rumah tangga yang tidak menimbulkan luka bemt di Ban dar Lampung pada hari Selasa 
!anggall4 Aprll2009. 
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putusan. Oalam kasus kekerasan di Bandat tampung info11nan hanya 

dijadikan sebagai saksi korban yang didengat keterangannya di 

pengadilan. Sesungguhnya informan ini tnenginginkan huknman yang 

ringan terhadap diri terdakwa, agnt terdakwa dapat segeta bebas dan 

kelllbali ke tengnh keluarga dan masyatakat, serta diharapkan kembali 

dapat membina rumah tangga yang hatmonls dan bahagia. 

Namun 4 (empat) dati 5 (lima) korban kekerasan fisik dalarn 

rumah tangga yang tidak menyebahkan luka bern! yang penulis jadikan 

infonnan, seluju terhadap penjatuhan hukuman yang berat terhadap 

pelaku kekerasan fisik dalam rurnah tangga, mengatakan bahwa tujuan 

ia melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya adalah 

untuk menuntut keadilan dan mernberikan petnbalasan yang setimpal 

terhadap suaminya yang Ielah melakukan penganiayaan terhadap 

infonnan. Masalah rumah tangga yang melatar belakangi kasus 

infonnan tersebut adalah disebabkan suami berselingkun dengan 

wauita Jain kemudian Ielah dilretahui oleh isteri sehingga 

menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang 

pada akhimya terjadi penganiayaan suami terhadap isteri. Akibat dari 

kasus tersebut infonmm mengakui trauma karena mengalami tekanan 

batin dan dianiaya oleh suaminya, Oleh karena itu infonnan 

mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya dijatuhkan kepada 

suarninya tersehut dan informan mengajukan gugntan cerai terhadap 

suaminya.111 

Menurut keterangan salah satu informan yang setuju terhadap 

penjatuhau hukuman yang hera! terhadap pelaku kekerasan fisik dalam 

rumah tanggn, pada saat di persidangan berdasarkan ala! bukti saksi dan 

Visum Et Repertum serta catatan psikiater, korhan tersebut berpendapat 

bahwa: 

"suami saya terbukti bersalah melanggar pasal 44 Ayat (1) 
Undang-undang No : 23 tahun 2004 Tentang penghapusan 
kekerasan Dalam rumah Tangga, dengan ancaman maksimal 5 

m Wawancara dengan Ibu Oktofaniarsyah, lbu Nurhayati~ lbu SerUyana dan lbu 
Tastmah. korbM kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang Udak menimbulkan luka berat di 
Baudar Lampung pada hari Jum.at tanggal17 April2009. 
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(lima) tahun iJ<njara. Narnun hakim menjatuhk:an hukuman 3 
bulan penjara. Alas putusan hakim yang sangal ringan letsebnt 
saya sangat kecewa karena setelah mengetahui adanya perbedaan 
pengenaan saksi pidana lerhadap kasus suami saya dengan kasus 
lainnya, yang sederajat tindak pidanannya narnun mendapatkan 
pidana lebih beral tetapi pelakn (suami) lebih ringan. Saya 
berpendapal bahwa hakim Ielah betsikap tidak adil dan 
diskriminatif hal ini mungkin disebabkan salah satunya oleh 
tingkat sosial suarni saya (terpidana) yang merupakan anak dari 
kepala daerah di salah satu kabupaten di Propinsi Lampung". 138 

3.5.3 Pendapat Akademisi 

Terhadap Akibat dari adanya perbedaan dalarn pengenaan sanksi 

pidana terbadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah 

tangga, Mardjono Reksodiputro dari lingkungan akedetnisi 

berpendapat bahwa : 

Terpidana (yang diasumsikan bahwa mereka mengetahui edanya 

disparltas pidana) merasa diperlakukan tidak adil karena hukuman 

yang dijatubkan padanya lebih berat dari hukuman yang dijatubkan 

terhadap pelakn tindak pidana lainnya dalam hal kasus yang serupa. 

Sehingga apabila terpidana telah selesai menjalani masa hukumannya 

di Lembaga Pemasyarakatan maka pelakn merasa tidak puas dan 

dendam, yang berakibat pada korban. 

Untuk mengbindari darnpak buruk tersebut, Mardjono 

Reksod.iputro, berpendapat harus ada perdarn.aian antara terpidana dan 

korban dengan mengedepankan "Restorative Justice'". yang artinya 

harus diupayakan dulu perdamaian an!ara pe!aku dan korban dengan 

tujuan mengembalikan harmonisasilperdamaian antara pelakn, korban 

dan masya.rakat. Tetapi apabila kasus kekerasan fisik dlam rumah 

tangga tersebut sudah masuk ke ranah SPP (sistem peradilan pidana), 

perdamaian antara pelaku dan korban dapat dilakukan setelah adanya 

putusan pengadilan. Dengan cara antara terpidana dan korban 

dipertemukan kembali, dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan, 

m Wawancara dengan lbu Oktofanlatsyab. korban kasus kekera.~an flsik dalam tumah 
tangga yang tidak menimbulkan luka berat di Bandar Lampung pada hari Jumnt tangga.l17 April 
2009. 
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Kuasa Hukum atau Lembaga Advokasi Perempuan harus berinisiatif 

sebagai mediator perdamaian antara lerpidana dan korban. Dengan 

demikian setelah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga 

Pemasyarakatan, terpidana dan korban dapat hidup rukun kembali 

mcmbina rumah tangga, suami tidak mengu!!lflgi perbuatannya, 

sedangkan isteri juga fuenyadari kesalahannya yang mungkin dapat 

menyebabkan pertengkaran sehingga memicu terjadinya keket"asan 

fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. 139 

Menurut Andi Hamzah, terpidana (yang diasumsikan bahwa 

mereka mengetahui adanya disparitas pidana) akan merasa kecewa 

karena dia menjadi korban ketidakadilan. Akibat adanya disparitas 

pidana menimbulkan · masalah hagi narapidana dalarn hal usaha 

perbaikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang akan 

menyukarkan pembinaarmya. Sedangkan dampak disparitas pidana 

terhadap korban, korban juga merasa menjadi kmban ketidakadilan, 

karena apabila hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, menurut 

sudut pandang korban sangat ringan, tentunya merasa tidak puas 

karena pelaku tidak mendapat hukuman yang sepadan dengan 

perbuatannya yang telah melukai dan mcmbuat trauma korban. 140 

13~ Wawancara dengan Pror. Mardjono Rcksodipntro,SJLMA. pada hari Senin, tangga.ll 
Juni 2009. 

un Wawancara dengan ProU>r.Jur.Andi llamzah,SH .. Pada bari Rabu, tanggnl 10 Juni 
2009. 
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BABIV 

ANALtSJS TENT ANG PENGENAAN SANKSI PIDANA 

TERIIAl:lAP PELAKU TINl:lAK PlDANA KEKERASAN FIS1K DALAM 

RUMAilTANGGA 

4.1 Perbedaan Pengenaan Sanks! Pldana Terhadap Pelaku Tlndak Pidana 

Kekerosan Fislk Dalam Rutru~h Tangga. 

Berdasarkan putusan-putusan yang telah dipaparkan pada bab 

s~be!umnya, kemudian dilnkukan analisis guna mendapatkan jawaban alas 

permasalahan perbedaan pengenaan sanksi pidana terbadap pe!aku tindak 

pidana keken!San fisik dalam t11mah tangga Analisis dimulai untuk 

meudapatkan jawaban, apakah terjadi perbedaan pengenaan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalarn tUmah tangga. 

Dalarn 36 (tiga puluh enarn) putusan yang dijadikan sarnpel terdapat 

2 (dua) macam Pasal yang dilanggar, yakni: 

a. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004; 

b. Pasal44 Ayat (4) Undang·Undang No.23 tahun 2004; 

Kemudian dari pasal~pasal yang dilanggar tersebut, penulis 

menggelompokannya menjadi 1 (satu) kategori besar, yakni: kategori 

kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka bcrat Pertimbangan 

kategorisasi tersebut berdasarkan dampak }'llng ditimbulkan dari kekerasan 

fisik yang dilakukan o!eh pelaku berdasarkan hasH Jlisum Et Reperlum, 

yang menurut pendapat penulis dapat sepadankan dengan pengania}'llan 

yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan Undang­

Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

rumah Tangga tidak mencantumkan caralbagaimana kekerasan itu 

dilnkukan, melainkan fokus pad a darnpak yang ditimbulkan oleh kekerasan 

tersehut. 
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4.1.1 Kategotl Kekerasan 'tldak Mengaklbatkan Luka Berat 

Dalatn kategorl lni sendirl terclapa! suatu perbedaan yang mencolok, 

ynknl dua Otllllg pe!aku yang satna-satna melanggar ketentuan l'asal 44 

Ayat (l) Undang-Undang No. 2'1 tahun 2004. ~utusan yang dijatuhkan 

hakim kepada dua pelaku tersehut sangatlah betbeda, walaupun fakta 

hukum perbuatan yang dilakuknn terclakwa yang terhukti dalam 

persidangan dan akibat perhuatan pelaku yang tertuang dalam Visum et 

Repertum masuk dalam golongan yang hatnpir sama. Natnun hakim 

menjatuhkan putusan terhadap salah satu pelaku !ersebul dengan Pasal 44 

Ayat (4), yang ancaman hukumannya sangat ringan yaitu maksimal 4 

(ernpat) bulan penjara. Sedangkan satu pelaku lainnya hakim menjatuhkah 

putusan dengan Pasal 44 Ayat (1), yang ancaman hukumannnya yaitu 

maksimal 5 (lima) tahun penjara. 

Perbandingkan antara dua buah kasus tersebut sebagai berikut: 

4.1.1.1 PDM-84SrfJK/08/2007.atas nama terdakwa SYA11R1L, SE. 

bin A.RAHMAN dan perkara PDM-959rfJK/08/2008 atas 

nama terdakwa M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL 

RAHMAN. 

Basil Visum Er-·· ········-
No.Perk 

. 
TutJPU Puts PN repertum 

i ~~5~fJK/0812007 1 Luka ,Ieee! £~da, b)biC - I bin 15 -lbln15 
atas dan b1 1r dalarn brpt; br pt; bawah, bibir bengkak, 
mernar pada pipi 
kanan dan kiri~ serta 
luka bukar ditelapak 
Iangan kanan. 

I ~~')tJK/08/2008 Pada 
.. 

kanan - I thn 8 I l!u_l 6 ptp! 
dibawah kelopak mala bin pt; blnpt; 

kanan diternukan luka 
memar, bengkak pada 
bibir dan diternukan 
luka pada bibir alas 
bagian dalarn, pad a 
lengan kiri alas bagian 
dalarn ditemukan luka 
memar, pada lengan 
ldri bawah bagian 
dalam ditemukan luka. 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



103 

Dari kedua perkata tersehut di alas naJnpak petbedaan pengenaan 

sanksi pidana yang cukup menoolok. Dengan basil VistJm Et Repertum 

yang hampir sama yakni pendarahan pada kelopak mala bagian dalam, 

memar pada pipi, luka pada hibir dan memar pada kepala akibat pukulan 

benda tumpul, sanksi pidana yang diterima oleh pelaku pemilik perkara 

PDM-9591TJK!08/2008, harnpir 10 (sepuluh) kali lipat lebih berat 

dibandmg dengan pemilik perkara PDM-845ffJK/0812007, yang hanya 

dihukum 1 bulan 15 hari dipotong masa tahanan sementara.Bila kita 

melihat kasus Posisi an!ara keduanya yang dijelaskan sebagai berikut: 

Kasus Poslsl 

Kasus Posisl Perkara PDM-845ffJK/08/2007. 
ldentitas terdakwa: 
SYAHRIL, SE. bin A.RAHMA.."; Tempat lahir: Gunung Sulah; 
Umurltanggal lahir: 39 tbnl 29 Januari 1968; Laki-Lald; Indonesia; 
Alamat: Jl. Pajajaran Gg. Sasonoloyo No.Q3 Rt02/09 Kelurahan Gunung 
Suiah Kecarnatan Sukarame, Bandar Lampung; Agama Islam; Pekerjaan 
PNS; Pendidikan Sl. 
Terdakwa diajukan ke persidangnn oleh JPU (Jaksa l'enuntut Umum) 

··dengan dakwaan sebagai berikut: 
Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL, SE. bin A.RAHMAN, pada hari 

Minggu tl!nggal I Juli 2007 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di JI. 
Pajajaran Gg. Sasonoloyo .Kelurahan Gunung Sutah Kecamatan Sukarame, 
telah melakukan perbuatan kekernsan fisik dalam lingkup rumah tanggu 
terhadap isterinya yang bernama Nurhayati Binti Marsono yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaao 
jahatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari~ perhuatan 
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada mulanya isteri 
korban yaitu saksi korban Nurhayati Binti Marsono yang sedang 
menyetrika pakaian di rumah, tiba-tiba terdakwa datang sambil bed:ata 
"katnu itu sudah berapa lama menelantarkan anak, meninggalkan anak" 
lalu saksi korban menjawnb "makanya saya rnenelantarkan anak karena 
saya diusir oleh karnu" setelah itu antara terdakwa dan saksi korban terjadi 
ribut mulut, karena kesal, lalu terdakwa mengarnbil gosokan yang masih 
paoas, dengan maksud gosokan tersebut akan ditempelkan ke muka saksi 
korban, namun saksi korban sempat menangkisnya sehingga telapak 
tangan saksi korban terkena gosokan yang masih PallaS tersebul Karena 
ketakutan, kenmdian saksi korbao berlari ke luar rumah, narnun terdakwa 
tetap mengejar saksi korban. Se!elah saksi korban tertangkap oleh 
terdakwa, selanjotnya terdakwa menjarnbak rarnbut saksi korban dan 
menamper bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa 
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mencekik leher saksi korban dengan Iangan terdakwa, lalu saksi korban 
berusaha membela diti de11gan menendang peru! terdakwa sebanyak 1 
(satu) kali sambil saksi korban menarik baju terdakwa, setelah itu 
terdakwa menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) ka1i dan 
setelah itu terdakwa menarik Iangan saksi korban sambil menyaruh saksi 
korban masuk membali ke dalam rumah. Akibat perbuatan terdakwa 
tersebut saksi korban Nurhayati Binti Marsono sesuai dengan Visum Et 
repertum No.690/2363/l.5Nll 12007 yang ditandatangani oleh dr. Desy 
paria Rumah Sakil Urip Sumiharjo Bandar lampung menerangkan pada 
pemeriksaan langgall Juli 2007 sebagai berikul: 
• Pasien datang dalam keadaan sadar 
- Luka Ieee! pada bibir atas dan b:bir dalam bawah, bibir bengkak, memar 

pada pipi kanan dan kiri, serta luka bakar ditelapak Iangan kanan. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalarn Pasal44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004. 

Terdakwa dituntut pidana penjara selama I (satu) bulan 15 (lima 
betas) hari dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan supaya 
terdakwa dibebani biaya perkara scbesar Rp 1.000 (seribu rupiah). 

Kasus Posisl Perkara PDM-959ffJK/08/2008. 
Identitas terdakwa: 
M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL RAHMAN; Tempat lahir: 
Pa1embang; Umurffgl Lahir: 34 thnl 5 April 1975; Laki-Laki; Indonesia; 
Alamat: Jl. P. Antasari Gg. Nusa Indah No.36 Kei.T"'1iung Baru 
Kec.Tanjung 'Kaning Tirnur, Randai Lampung;· Ag:irna Islam; Pekerjaan 
Tukang Ojek; Pendidikan SMA (Tamat). 
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) 
dengan dakwaan sebagai berikut: 

Bahwa ia Terdakwa M.RAYU FANDRA bin ALYAS ABDUL 
RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 09.00 
WJB bertempal di Jl.P.Harapan II No.04 Kei.Way kandis Kec.Tanjung 
Senang, Bandar Lampung, telah melakukan perlmatan kekerasan fisik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurnf a dalam lingkup rumah 
tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika isteri 
terdakwa yaitu sakai korban Epi Orita Binti Rusli mendatangi terdakwa 
yang sariang berada di rumah Sdri. Rita. Karena saksi korhan menuduh 
rerdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Rita, maka saksi korban 
bertengkar mulut dengan Sdri. Rita. Lalu saksi korban pulang dan diiknti 
aleh terdakwa. Kemudian sesampai di rumah lerdakwa marah dan 
langsung memukul sal.-si korban dengan menggunakan Iangan ke tubuh 
saksi korban dan menampar pipi atau muka saksi korban bagian kanan, 
kemudian terdakwa meninju kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, 
lalu karena saksi korban merasa ketakutan, lalu saksi korban lari keluar 
rumah menuju rumah saksi Ponirin Bin Ahmad Sadali dan saksi korban 
langsung masuk kerumah saksi Ponirin Bin Ahmad Sadali sambil berteriak 
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mlnla tolong kepada salali Ponirin Bin Ahmad Sadali akan tetapi terdakwa 
terus menglknti saksi kotban dan iknt masuk ke l1llllllh saksi Ponirin Bin 
Alunad Sadali lalu terdakwa memegang pundak saksi korban lalu 
menonjok kearah muka dan badan saksi korban berkali-kali. Selanjutnya 
tetdakwa menjambak rambut kotban menggunakan Iangan terdakwa, lalu 
terdakwa menarlk korban keluar dengun Iangan kanan !erdakwa. Akibat 
perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sesuai dengan Visum Et 
Reperlum No.RIV er/4912008/RSB yang ditandatangani oleh dr. Relno 
Ami. H. pada Rumah Saki! Bhayangkara Bandar lampung tnenerangknn 
pada perneriksaan tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut: 
- Pasien datang dalarn keadaan sadar 
- Pada pipi kanan dibawah kelopak mala kanan ditemukan luka memar 

dengan warna merah kebiruan dengan ukuran ± 1 Ox 10 em, bengkak pad a 
bibir dan ditemukan luka pad a bibir atas bagian dalarn, pada lengan kiri 
atas bagian da1am ditemukan luka memar dengan warna kebiruan 
dengan ukuran ± 1,5 x 3 em, pada lengan kiri bawah bagian dalam 
ditemukan luka memar dengan warna kebiruan dengan ukuran ± 1 x 2 
em. 

Perbuatan terdakwa tersebut sehagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasa144 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004. 

Terdakwa dituntut pidana penjara selarna 1 (satu) tahun, B (delapan) 
bulan dikurangi masa penahanan sementara dan menetapkan supaya 
terdakwa dibebani hiaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). 

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diajukan oleh jaksa 

(JPU) setelah pemeriksaan dimuka sidang adalah sebagai beriknt: 

84 5frJK/08/2007 meresahkan 
masyarakat; 

terdakwa 
meresahkan 
masyarakat; 

dihukum & 
menyesa1i 
perbuatann·ya; 
Sopan & berterus 
terang sehingga 
tdk mempcrsulit 

Mengakui 
perbuatannya; 
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bari dua putusan tetsebut dapatlah dibandingkan sebagai berikut, bahwa : 

Kategori l'bM-845ffJK/08/2007 PDM-959ffJK/08/2008 
pembanding a.tt. SYAHRIL, SE. bin a.n.M.RAYD 

A.RAHMAN FANDRA bin ALYAS 
ABDUL RAHMAN 

Usia 39 thn 34 thn 

J en is kelamin Laki-1aki Laki-1aki 

Akibat Luka Ieee! pada bibir alas Pada 
.. 

plpl kanan 
dan bibir dalam bawah, dibawah kelopak mala 
bibir bengkak, memar kanan ditemukan 1uka 
pada pipi kanan dan kiri, memar, bengkak pada 
serta 1uka bakar ditelapak bibir dan ditemukan 
tangan kanan. 1uka pad a bibir alas 

bagian da1arn, pad a 
1engan kiri atas bagian 
da1am ditemukan 1uka 
memar, pad a 1engan 
kiri bawab bagian 
dalam ditemulkan 1uka 
mernar. 

Peran Sebagai pelaku kekerasan Sebagai pelaku 
fisik tidak kekerasan fisik tidak 
mengakibatkan luka mengakibatkan 1uka 
berat. - berat. 

Hal meringankan - Belum pemab - Belum pemab 
dihukum & menyesali dihukum, Mengakui 
perbuatannya; dan menyesali 

- Sopan & berterus perbuatannya; 
terang sehingga tdk - So pan & berterus 
mempersulit sidang. terang sehingga tdk 

mempersu1it sidang. 
Hal mernberatkan - Perbuatan terdakwa - Perbuatan terdakwa 

tneresahkan meresahkan 
masyarakat; masyarakat; 

Tuntutan Jl'U - Penjara 1 (satu) bin 15 - pidana 1 (satu) thn 8 
(lima belas) hr pt; (de1apan) b1n pt; 
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Dari kedua kasus posisi di alas nampak bahwa perbuatan, kedua 

pelaku tidak ter!alu berbeda jauh. Jika dilihat dari akibat yang dititnbulkan 

oleh perbuatan kedua pelaku dari basil Visum et Reperlum tersebut, 

tennasuk dalam kategori keketasan fisik tidak tnengakibatkan luka beta! 

dalam rumah tangga yang diancamn pidana maksimal 5 (lima) tahun. 

Sedangkan hal yang memberatkan keduanya kurang lebih sama yakni 

Perbuatan terdakwa meresahkan tnasyarakat. Sedangkan hal yang 

meJi~gank1m adalah bahwa terdah.-wa belum pemah dihukum, menyesal, 

sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga tidak mempersuHt 

persidangan. 

Bila kita membandingkan akibat perouatan terdakwa a.n. SY AHRIL, 

SE. bin A.RAHMAN yang tertuang dalam Visum Et Repertum, Lnka Ieee! 

pada bibir alas dan bibir dalam bawab, bibir bengkak, memar pada pipi 

kanan dan kiri, serta luka bakar ditelapak Iangan kanan. Dengan akibat 

perbuatan terdakwa a.n.M.RA YU FANDRA bin ALYAS ABDUL 

RAHMAN yang tertuang dalarn Visum Et Repertum, pada pipi kanan 

dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka memar, bengkak pada bibir 

dan ditemukan luka pada bibir atas bagian dalam, pada lengan kiri alas 

bagian dalam ditemukan luka memar, pada lengan kiri bawah bagian 

dalam ditemulkan luka memar. Setelah membandingkan akibat perbuatan 

terdakwa penulis berpendapat bahwa perbuatan keduanya tidak terlalu 

berbeda jauh. Bahkan perbuatan terdakwa SY AHRJL, SE. bin 

A. RAHMAN yang mengakibat luka bakar di telapak tangan kanan korban 

dapat menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya sehari·hari. 

Sehingga tuntutan yang diajukan oleh JPU dan hukuman yang dikenakan 

hakim seharnsnya perbuatan terdakwa SY AHRJL, SE. bin A.RAHMA.t'f 

terbnkti melanggar Pasal 44 Ayat (I) Undang-Undang No.23 tahun 2004 

bukan Pasal 44 Ayat ( 4) Undang-Undang no.23 tahun 2004, sahagaimana 

tuntutan yang Ielah diajukan oleh JPU dan hukuman yang telah dikenakan 

oleh hakim. 
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4.1.1.2 PDM-12ftJKW01/2006 alas nama terdakwa AlUES SANDI 

DARMA bin ABDURABMAN SAIUJINI dan petkara PDM-

1012rtJK/11/2006 alas nama terdakwa SULCBAN bin 

MURSANI. 

Dalam kategori kekerasan Bsik tidak mengakihatkatl h1ka 

hera! sendiri terdapat suatu perbedaan yang mencolok, yakni dua 

orang pelaku yang satna-satna melanggar ketentuan Pasal 44 

ayat (1) Undang-Uodang No. 23 T•hun 2004. Putusan yang 

dijatuhkan hakim kepada dua pelaku lersebut sangatlah berbeda, 

walaupun fakta huknm perbuatan yang dilakukan terdakwa yang 

terbukti dalam persidangan dan akibat perbuatan pelaku yang 

tertuang dalam Visum et Repertum masuk dalam golongan yang 

hampir sarna, namun hakim meiijatuhkan putusan yang berbeda. 

Dapat diperbandingkan antara dua buah kasus tersebut 

sebagai beriknt: 

"No.PiTk Hasil Visum Et TutJPU I Puts 
. " "'. ' ' · repertum PN 

i H'#JKR/01/2006 
~enaaranan p~da - 3 bin 2 bin pt; 

e1opak mata bagian pt; dalam} memar bada 
pipi, Juka pada ihir . 
dan memar pad a kepala 
akibat benturan. 

I thn -6 
1 ifill:trrJKJll/2006 

~epdar~han p~da - 2 tim 
elopak mata kiri pt; bin pt; 

L 
b~an dalam, luka 
pa a bibir dan memar 

I oan luka pada kepala 
akibut benturan. ·-

Dari kedua perkara tersebut di alas narnpak perbedaan pengenaan 

sanksi pidaoa yang cukup mencolok, dengan hasil Visum Et Repertum 

yang harnpir satna yakni pendarahan pada kelopak mata bagian dalam, 

mernar pada pipi, lukn pada bibir dan memar pada kepala akibat puknlan 

benda tumpul, sanksi pidana yang diterima oleh pe!aku pemilik perkara 

PDM-1012/TJKlll/2006, bampir 8 (delapan) kali lipat !ehih berat 

diball<iing dengan pemilik perkara PDM-12ffJKRJOI/2006, yang hanya 
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dihukum 2 bulan dipotong masa tahanan sementara. Bila kita melihat 

kasus Posisi antara keduanya yang dije1askan di bawah ini: 

Kasus Poslsl 

Kasus Poslsl Perkara PDM-12/TJK:R/01/2006. 
ldentltas terdakwa: 
ARIES SANDI DARMA bin ABDURABMAN SARBINI; Tempat 
1ahit:Tanjung Karang; Umur/tanggallahir: 29 thnl 01 Oktober 1977; Laki­
Laki; Indonesia; A1arnat:JI.Dr. Harun II No.23 Rt003/09 Kelurahan Kola 
Baru Kecarnatan Tanjung Karang Timur, Bandar Larnpung; Agarna Islam; 
Pekerjaan Wiraswasta; Pendidikan S 1 
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Ummo) 
dengan dakwaan sebagai berikut: 
Bahwa ia Terdakwa ARIES SANDI DARMA bin ABDURAHMAN 
SARBINI, pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2005 sekira pukul 01.00 
WIB bertempat di JI.Raden Intan Kelurahan Enggal Kecarnatan Tanjung 
Karang Pusat,Bandar Larnpung, telah me1akukan perbuatan kekerasan 
fisik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a dalarn lingkup rumah 
tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika terdakwa 
pulang ke rumah, isteri terdakwa yaitu saksi korban Oktofaniarsyah Binti 
Sutan 1angsung marah-marah kepada terdakwa karena korban mengetahui 
perselingkuhan terdakwa dengan seorang perempuan yaitu ternan korban 
yang bemama Ratnasari. Karena terdakwa kesal selanjutnya terdakwa 
langsung meninju muka saksi korban dengan menggunakan tangan 
terdakwa hingga mengenai mata saksi korban kemudian saksi korban 
terhuyung dan jatuh ke lantai. Setelah saksi korban berdiri selanjutnya 
terdakwa menampar dan menjambak rambut korban dan membenturkan 
kepala korban sebanyak I (satu) kali ke dinding karnar hingga korban 
menangis dan menjerit-jerit minta pertolongan kepada pembantu rumah 
tangga yang bekeija di rumah saksi korban yaitu saksi Desi Binti Ali 
Mukhtar. Tidak lama kemudian saksi Desi Binti Ali Mukhtar datang, 
namun tidak berani menolong saksi korban. Setelah puas rnelampiaskan 
amarahnya, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah. Setelah 
terdakwa pergi, saksi korban ditemani saksi Desi Binti Ali Mukhtar dan 2 
(dua) orang anak saksi korban langsung pergi menuju ke rumah orang tua 
saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sesuai 
dengan Visum Et Repertum No.615/2363/1.5/X/2006 yang ditandatangani 
oleh dr. Boy Zaghil Zaini pada Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek 
Bandar larnpung menerangkan pada pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2006 
sebagai berikut: 
- Pasien datang dalam keadaan sadar 
- Pendarahan pad a kelopak mala bagian dalarn, pada pi pi ditemukan luka 

lecet diameter 3 centimeter sudah mengering, luka pada bibir dan memar 
pada kepala akibat benturan. 
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Petbuatan terdakwa letsebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam l>asa144 ayat (1) tJndang-tJndang No. 23 tahun 2004. 

tetdalcwa dituntut pidana penjata selama 3 (tiga) bulan dikutangi 
masa penahanan semenlata dan menetapkan supaya lerdakwa dibebani 
biaya perkata sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). 

Kasus Poslsl Perkara PDM-tOt2ffJK/1112006. 
ldentitas tetdakwa: 
SULCHAN bin MURSANI; Tempat lahir: Kola Bumi; Umurffgllahir: 
41 thni 26 Juni 1965; l.aki-l.aki; Indonesia; Alamat: Jl.Abdul Kadir 
Kel.Raja Basa Kec.Rajabasa, Bandat Lampung; Agama Islam, Pekedaan 
Dagang; Pendidikan SMA ('fatnat). 
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) 
dengan dakwaan sebagai berikut: 
Bahwa ia Terdakwa SULCHAN bin MURSANI, pada hari Kamis tanggal 
14 September 2006 sekira pukul 22.30 WIB bariempat di Jl.Abdul Kadir 
Kel.Raja Basa Kec.Rajabasa, Bandar Larnpung, Ielah melakukan 
perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dal.am Pasal 5 huruf a 
dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan 
dengan cata sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bennula ketika terdakwa 
menegur isteri terdakwa yaitu saksi korban Darda Neiawati Binti Alimunar 
yang tidak terbuka mengenai urusan ekonomi keluarga sehari~hari, 
selanjutnya karena kesal kemudian terdakwa rneninju kepala saksi korban 
sebanyak 2 (dua) kali, lalu karena saksi korban merasa takut dan kesakitan 
pergi keluar menuju ke rumah tetangga saksi korban yuitu yaitu saksi 
Rosneli Binti Muhamad Sidi sambil menggendong bayinya yang masih 
berumur 8 (delapan) bulan. Keesokan paginya saksi korban kembali ke 
rumah terdakwa sekira jam 7.00 WIB !au terdakwa kembali memarahi 
saksi korban dengan mengatakan '"jika dimarahi oleh suami1 jangan lari ke 
rumah orang lain sambil terdakwa menarnpar pipl kiri korban sebanyak 1 
(satu) kali, hingga mengenai bibir saksi kutban hingga berdarah. Tidak 
terima dengan perlakuan terdakwa kemudian saksl korban melawan 
hingga tedadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi koahan kemudian 
terdakwa mendorong saksi korban hlngga jatub dan kepala saksi korban 
terbentur tembok, kernudian menginjak perut saksi korban menggunak:an 
kaki terdakwa sebanyak: 2 (dua) kali. Karena kesal dengan saksi korban, 
Selanjutnya terdakwa menuju dapur untuk mengambil pisau dengan tujuan 
untuk menyakitl saksi korban. Lalu karena ketakutan, saksi korban 
langaung pergi dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta 
Kedaton Bandat Lampung. Akibat perbuatan terdakwa tersebut sak:si 
korban sesuai dengan Vi;-um Et reparium No.94412363/1.5/lX!2006 yang 
ditandatangani oleh dr. Boy Zaghil Zaini pad a Rumah Sakit Umum Abdul 
Moeloek Bandar lampung menerangkan pada pemeriksaan tanggal 15 
September 2006 sebagai berikut: 
- Pasien datang dalam keadaan sadar 
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- J>endaralllltl pada kelopak mala bagiart dalam keadaan sudah mengering, 
pada j>ipl ditemukan 1uka ieee! diameter 2 cenllmeter, 13engkak pada 
bibir dan luka pada blbit dan memar pada kepala akibat benturan. 

- Peru! memar namun tidak ada kelainan. 
l'erbua!an terdakwa tersebut sebagaimaM diatur dan diancam pidana 

dalam l'asal44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun2004. 
Terdakwa dituntut j>idana j>enjara selarna 2 (dua) tahun dikurangi 

masa penahanan semenlara dan menetapkan supaya terdakwa dibebani 
biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). 

Hal-hal yang memberalkan dan meringaukan yang diajukan o1eh Jaksa 

(JPU) setelah pemeriksaan dimuka sidang adalah sebagai berikut: 

12/TJKRJOI/2006 

112/TJK/11/2006 

meresahkan 
masyarak.at; 

Perbuatan terdakwa 
meresahkan 
masyarakat; 
Perbuatan terdakWa 
rnenimbulkan rasa 
takut pada saksi 
korban 

menyesali 
perbuatannya; 
Sopan & berterus 
tetlUlg sehingga 
tdk mempersu!it 
sidan . 
Mengakui 
perouatannya; 
Sebagai tulang 
punggung 
keluarga 

Dari dua putusan tersebut dapatlah dibandingkan sebagai berikut, bahwa: 

Kategori PDM-12fTJKRJ01!2006 PDM-
pembanding a.n. ARIES SANDI 112fTJK/1112006 

DARMA bin a.n. SULCHAN bin 
ABDURABMAN MURSANI 
SARBINI 

Usia 29lbn 41lbn 

Jenis kelamin Laki-laki Laki-laki 

Akibat Pendarahan pada kelopak Pendarahan pada 
mala bagian dalam, pada kelopak mala bagian 
pipi ditemukan luka Ieee! dalam keadaan suclah 
diameter 3 centimeter mengering, pada pip! 
sudah mengerin& luku ditemukan luku lecet 
vada bibir dan memat diameter 2 
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pad a kepala akibat centimeter. llengkak 
benturan. pada bibir dan luka 
. pada bibir da11 memar 

pada kepala aklbat 
bentutall, Peru! 
memar natnun Udak 
ada kelainan. 

-~----

Peran Sebagai pelaku keke!11San Sebagai pelaku 
fisik tidak mer.gakibatkan kekerasan fisik tidak 
luka berat dalarn rumah mengaklbatkan luka 
tangga. berat dalam rumah 

tangga. 
Hal meringankan - Belum pemah dihukum - Mengakui dan 

& menyesali menyesali 
petbuatannya; perbuatannya.; 

- Sopan & berterus terang - Sopan & bertetus 
sehingga tdk terang sehingga 
mempersulit sidang. tdk mempersulit 

- Terdakwa merupakan sidang. 
tulang punggung 
keluarga. 

Hal memberatkan - Perbuatan terdakwa - Perbuatan 
meresahkan masyarakat; terdakwa 

meresahkan 

. masyarakat; 
- Perbuatan 

terdakwa 
menimbu1kan rasa 
takut pada saksi 
korban 
masvarakat. 

·-·· 
Tuntutan JPU - Penjara 4 (empat) bln - pidana 2 (dua) thn 

pt; 
pt; 

l'utusan PN - penjara 3 {tiga) bln pt; - Pidana 1 thn 6 
bulan pt; 

Setelah rnencermati dengan seksama kedua kssus posisi di alas 

narnpak bahwa cara kedua pelaku melakukan perbuatan, hampir sama. 

Apabila dilihat dari aklbat yang ditimbulkan oleh perbuatan kedua pelaku 
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juga tidak terlalu berbeda jauh yaitu menyebabkan korban mengalami 

pendarahan pada kelopak mala bagian dalam, pada pipi ditemukan luka 

Ieee! sudah mengerlng, luka pada bibit dan memar pada kepala akibat 

benturan. Hasil Visum et Repertum tersebut, termasuk rlalam kategori 

keketasan flsik yang tidak mengakibatkan luka berat dalam rutru~h tangga 

yang diancam pidana tnaksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan hal yang 

memberatkan keduanya kurang lebih sama yakui petbuatan terdakwa 

meresahkan masyarakat. Sementara hal yang meringaakllll bagi perkara 

PDM-112rrJK/11/2006 adalah bahwa terdakwa belum pemah dihukum, 

menyesal, soJ>an dipersidangan dan berterus terang sehingga tidak 

tnempersulit persidangan, sedangkan terhadap perkara PDM-

12ffJKR/0112006, hal yllllg meringaakan adalah terdakwa mengakui 

perbuatarmya dan merupakan tulang punggung keluarga. 

Bila kita mernbaca Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-

001/l.A/4/1995, menjadi tulang punggung keluarga bukanlah hal yang 

hams diperhatikan oleh jaksa dalarn menuntut, berbeda halnya bila pelaku 

melakukan tindak pidana karena didorong oleh kebutuhan ekonomi. 

Menjadi tulang punggung keluarga merupakan hal yang meringaukan 

karena bersentuhan dengan sifat kemanusiaan. Pekeijaan terdakwa ARIES 

SANDI DARMA bin ABDURAHMAN SARB!Nl adalah wiraswasta, 

sedangkan pekCJj3llll SULCHAN bin MURSANI adalah pedagang maka 

tldak terlalu berbeda jauh, sehingga hukuman yang dikenakan oleh hakim 

seharusnya juga tidak berbeda jauh. 

4.1.1.3 PDM-407ffJKI05/2008 .a.n. HENDRO PITOYO bin 

HARTONO dan PDM-588ff JK/06/2008.a.n. EFENDI bin 

SUHAEMI (status korban kekerasan flsik dalarn rumah tangga 

adalah anak-anak). 

pt; 
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melrult pana teunga 
kanan. 

1 ~fsl).hKJo612008 I ren J>a_~~ 
kelopak mala 

I thn 6 bin I thn 4 
pt; bin pi; bae;an dalam mala 

se elah kanan 
memat e•da j1ip! 
sebe1ah anan i.lan 

I ~ti, memar pada 
uri~"''"~. 

Dati kedua perkara letsebul diatas nampak perbedaan pengenaan 

sanksi pidana yang cukup mencolok, dengan hasil Visum Et Repern•m 

yang hampir sama yakni pendarahan pada kelopak mala bagian dalam, 

memar pada pipi, luka pada bibir dan memar pada kepala akibat pukulan 

benda tumpul, sanksi pidana yang diterima oleh pelakn pemilik petkara 

PDM-588ffJK106/2008, harnpir 3 (tiga} kali lipat lebih berat dibanding 

dengan paatilik perkara PDM-407ffJK10512006, yang hanya dihukum 6 

hulan dipotong masa tabanan sementara. Bila kita melihat kasus Posisi 

antara keduanya yang dijelaskan dibawah ini: 

Kasus PosiSi" · 

Kasus Posisi Perkara PDM-407ffJK/05/l008 
ldentitas terdakwa: 
HENDRO PITOYO bin HARTONO.; Tempat lahir: Teluk Betung; 
Umur/tanggal lahir: 27 Ibn/ 12 Desember 1979; Laki-Laki; Indonesia; 
Alamat: JLSam Ratulangi Gg Pisang No.4! Rtl2105 Keluraban Segala 
Mider Kecamatan Kemiling, Bandar lampung; Agama Islam; PekeJjaan 
Wiraswasta; Pendidikan Sl 
Terdakwa diajukan ke persidangWl oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) 
dengan dakwaan sebagai berikut: 
Babwa ia Terdakwa HENDRO PffOYO bin HARTONO, pada hari Jumat 
tanggal 3 April 2008 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jl.Sam 
Ratulangi Gg Pisang No.41 Rt12105 Kelurahan Segala Mider Kecamatan 
Kemiling, Bandar Lampung, Ielah melakukan perbuainn kekerasan fisik 
sebagaimana dimaksud da1am Pasai 5 huruf a dalarn lingknp rumab 
tangga, perbuatan terdakwa lersebut dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika adik saksi 
korbm yang baru berusia 9 bulan menangis, lalu terdakwa memanggil 
saksi korban David Kholin Sanjaya (anak kandung terdakwa) yang sedang 
bermain di belakang rumab terdakwa, lalu sambil marah-marah terdakwa 
mendatangi saksi korban dan karena inkut kepada terdakwa, saksi korban 
hanya diarn saja dan terdakwa tiba-tiba langsung menetnpelcng pi pi saksi 
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korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Iangan, lalu karenba 
saksi kotban merasa kesakitan maka saksi kotban menutup plpi saksi 
korban dengan kedua tangannya, selanjutnya saksl korban mentnju muka 
saksi korban dan mengenai daun telinga saksi kotban sarnpal akhlrnya 
saksi korban menangis dan terdakwa langsung membawa saksl kotban 
masuk ke dalam rumab. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksl korban 
sesuai dengan Visum Et Repertum No.31 05/2363/l.5Nii2008 yang 
ditandatangani o1eh dr. Mu1yanti pada R.umab Saki! Umum Abdul 
Moeloek Bandar Lampung menerangkan pada pemeriksaan tangga1 4 
April 2008 sebagai berikut: 
- Pasien datang dalam keadaan sadar 
- Luka dan bengkak pada bibir, memar pada pipi sebelah kanan dan kiri, 

mengalami rasa sakit dan luka memar pada telinga kanan. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalarn Pasal44 ayat (1) UU No. 23 tabun 2004. 
Terdakwa dituntut pidana penjara se1arna 6 ( enarn) bulan dikurangi 

masa penahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa dibebani 
biaya perkara sebesar Rp !.000 (seribu rupiah). 

Kasus Posisi Perkara PDM-588/TJK/06/2008. 
Identitas terdakwa: 
EFENDI bin SUHAEMI; Tempat labir: Jakaria; Umur/Tgl Lahir: 30 
thn/ 12 Februari 1978; Laki-Laki; Indonesia; Alarnat: Jl.Gajah Mada Gg. 
Rajawali No.90 Kel.Kota Baru Kec.Tanjung Karang Timur, Bandar 

· Lampung; Agamals1am, Pekerjaan Dagang; Pendidikan SMA (Taroat). 
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) 
dengan dakwaan sebagai berikut: 
Babwa ia Terdakwa EFENDI bin SUHAEMI, pada hari Senin tanggal 5 
Mei 2008 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl.Gajah Mada Gg. 
Rajawali No.90 Kel.Kota Barn Kec.Tanjung Karang Timur, Bandar 
Lampung, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a dalarn 1ingkup rnmah tangga, perbuatan 
terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika terdakwa 
memanggil saksi korban Reza Chandra Violita Binli Rudi Chandra (anak 
tiri terdakwa) yang sedang bermain di be1akang rumah dengan maksud 
supaya saksi korban tidur, namun saksi korban tidak mau mendengar 
panggilan terdakwa dan bersembunyi di batik pintu rumah belakang, 
karena kesal terdakwa kemudian melempar saksi korban dengan 
menggunakan batu yang berwarna putih (batu kapur) dan mengenai 
punggung bagian atas dan saksi korban menangis sambil memegangi 
punggung yang terkena lemparan batu tersebut sarnbil saksi korban 
berjalan mengharnpiri terdakwa, sete1ah itu terdakwa menarik tangan 
kanan saksi korban supaya saksi korban masuk ke dalam rumah lebih du1u 
dan posisi terdakwa berada di be1akang saksi kotban, selanjutnya terdakwa 
menempeleng saksi korban dengan Iangan kanan sebanyak 2 (dua) kali 
dan mengenai pi pi dan mata kanan saksi korban hingga saksi korban jatuh 
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tertelungkup, lalu terdakwa tnengangkat saksi korban 1alu saksi korban 
dibawa tnasuk ke karnar terdakwa, setelab satnpai di katnar terdakwa, 
terdakwa kemudian tnembanting saksi korban ke tempat tidur dan 
terdakwa menyuruh saksi korban tidur, terdakwa langsung pergi ke pasar 
untuk bekerja, tidak lama kemudian datang saksi Rudi Chandra Bin M.A 
Latif yaitu ayah kandung saksi korban, selanjutnya saksi Rudi Chandra 
Bin M.A Latif melaporkan kejadian tersebut ke Poltabes Bandar Lannpung 
sehingga akhimya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Poltabes Bandar 
Lampung. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sesuai dengan 
Visum Et Repertum No.498/2363/1.5N/2008 yang ditandatangani oleh dr. 
Neneng Arie pada Rumab Sakit Umnm Abdul Moeloek Bandar lannpung 
menerangkan pada pcilleriksaan tanggal 6 Mei 2008 sebagai berikut: 
- Pasien datang dalam keadaan sadar 
- Pendaraban pada kelopak mata bagian dalatn mata sebelab kanan, 

memar pad a pipi sebelah kanan dan kiri, memar pada punggung. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalarn Pasal44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tabun 2004. 
Terdakwa dituntut pidana penjara selarna 1 thn 6 bln pt; tabun 

dikurangi rnasa penahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa 
dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah). 

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang diajukan oleh jaksa 

(JPU) setelah perneriksaan dimuka sidang adalah sebagai berikut: 

No.Perk · -Hal yan12: member:a.Ucan Hal yang niennga tlcan 
I ~!:'_M- - Perbuatan terdakwa - Bel urn pemah 
407/TJK/05/2008 meresahkan dihukum & 

masyarakat; menyesali 
- Perbuatan lerdakwa perbuatannya; 

menimbulkan rasa - Sopan & berterus 
takut pada saksi terang sehingga 
korban tdk mempersulit 

sidang. 
PDM- - Perbuatan terdakwa - Mengakui 
588/TJK/06/2008 meresahkan perbuatannya; 

masyarakat; - Bel urn pemab 
- Perbuatan terdakwa dihuknm & 

menimbulkan rasa menyesali 
takut pada saksi perbuatannya. 
korban 
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bari dna putusan tersebut dapatlah dibaudingkan sebagai berikut, bahwa: 

J<ategori PDM-407rtJJ<IOS/2008 PbM-588rtJJ<I06/2008 
pembanding a.n. HENDRO PITOYO a.n. EFENDl bin 

blnUARTONO SUHAEMI 
Usia 27 thn 30 thn 

·-----------
· Jenfskcla.tnin Laki-laki Laki-lakf 

Akibat Luka dan bengkak pada Pendaraban pada kelopak 
bibir, memar pada pi pi mala bagian dalam mala 1 

sehelah kanan dan kiri, sebelah kanan, memar 
mengala.tni rasa saki! dan pada pi pi sebelah · kanan 
luka memar pada telinga dan k:iri, memar pad a 
kanan. I pun . 

Peran Sebagai pclaku kekerasan Sebagai pelaku kekerasan 
fisik tidak mengakibatkan fisik tidek megakibatkan 
lukaberat luka berat. 

Hal - Belum pemah dihukum - Mengekui dan 
meringankan & menyesali menyesali 

perbuatannya; perbuatannya; 
- Sopau & berterus terang - Sop an & berterus 

sehingga tdk lerang sehingga tdk 
mempersulit sidang. mempersulit sidang . 

. . 
Hal - Perbuatan terdakwa - Perbuatan terdakwa 

memberatkan meresahkan masyarakat; meresahkan 
- Perouatan terdakwa rnasyarakat; 

menimbulkan rasa takul - Perbuatan terdakwa 
pada saksi korban menimbulka.n rasa 
masyarakat. takut pada saksi 

korban masyarakat. 

Tunlutan JPU - Penjara 6 (enam) bln pt; - Pidana l thn 6 bulan 

pt; 

-.,-·--· 
Putusan PN - Penjara 6 ( enam) bln pt; - Pirlana l thn 4 bulan 

pt; 

Kedua kasus posisi di alas mernperlihatkan bahwa porbualan, 

kedua pelaku tidak jauh berbeda dan akibat yang ditlmbulkan oleh 

perbuatan kedua pelaku juga hampir sarna yaitu menyebabkan korban 
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mengalami l'endarahan pada kelopak mala bagian dalarn, Luka dan 

bengkak pada bibir, lnemar pada plpi sebelah kanan dan kid Hasil Visum 

et Repertum tersebut, l.ertt!asuk dalatn kategori kekerasan fisik lidak 

menimbulkan luka beta! dalam rumab tangga yang diancam pldana 

meksimal 5 (lima) tahun. Hal yang memheratkan keduanya kurang lebih 

sama yakni l'erbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal 

yang meringankan keduanya kurang lebih juga sarna yaitu terdakwa belum 

pemah dihukum, menyesal, sopan dlpersidangan dan berterus terang 

sebingga tidak mempersulit persidangan. Setelab membandingkan kedua 

kasus tersebut, penulls berpendapat bahwa fakta perbuatan kedua pelaku 

dan akibat yang ditimbulkan pada kasus tersebut hampir sama sehingga 

hukuman yang dikenakan oleh bakira seharusnya juga tidak terlalu 

mencolok. 

Pari putusan-putusan yang telab dlanallsls di alas nampak babwa 

dalam prakiik peradilan telah teljadi perbedaan pengenaan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik tidak mengakibatkan luka 

berat dalam rumal1 tangga. Putusan yang dianalisis tersebut hanya 

merupakan contob kecil dari praktik pemidanaan di wilayah Bandar 

Lampung. 

Dari basil wawancara juga dapat disimpulkan habwa perbedaan 

pengenaan sanksi pidana terhadap pe!aku tindak pidana kekerasan fisik 

tidak mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga memang teljadi. 

Praktik pemidanaan terbadap pelaku tindak pidana kekerasan tisik tidak 

mengakibatkan luka berat dalam rumab tangga dl wilayah hukum Bandar 

Lampung inl sejalan dengan teori tujuan Pemidanaan, khususnya teori 

gahungan (verenigingstheorien). Teori ini mernandang bahwa suatu pidana 

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana selain sebagai pembalasan juga 

sebagai alat pertabanan masyarakat. Pidana selain sebagai koreksi terhadap 

sipelaku juga sebagai usaha untuk mewujudkan kedamaiaan dalam 

masyarakat. Teori ini merupakan gabungan antata teori pembalasan dan 

teori tujuan, sehingga filosofi teori pembalasllll masih menjadi begillll dari 

fdosofi teori gabungan sehingga dalarn teori gabungan ini masih terdapat 

Universitas Indonesia Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH UI, 2009



119 

kesulitan menentukan hetat/tingannya pidana, atau ukutan petnbalasan 

letsebut menjadi tidak je1as, sedangkan menurut !i1oso!i leoti tujuan, 

pidana ditujukan t111tuk pencegahan kejaha!an, sehlngga dijatuhkan pidana 

yang beta! balk oleh leoti pencegahan umum maupun leoti pancegahan 

khusus, jika temyata kejahalan itu tingan, maka panjatuhan pidana yang 

beta!, tidak akan tnemenuhi rasa keadi1an. l'adahal menurot leoti 

gabungan, penjatuhan suatu pidana hams tneJnbetikan rasa kepuasan, baik 

bag! ha.kim maupun kepada pelaku itu sendiri disamping kepada 

masyarakat Oleh karena itu dengan tecti gabungan maka dapat difaharni 

bahwa dalarn penjatuhan pidana oleh ha.kim dapat betbecla-beda walaupun 

tingkat keseriusannya hampir sarna atau dapat diperbandingkan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan hakim, didalam prakiik 

penjatuhan pidana selain ditujukan terhadap pelaku tindak pidana juga 

ditujukan kepada masyarakat Pi dana yang dijatuhkan ditujukan juga untuk 

melakukan pencegahan bagi masyarakat secara umum maupun 

pencegahan baik orang yang berpotensi melakakan tindak pidana. Hakim 

dalarn menjatuhkan putusan harus mendasarkan pada dua tujuan }'llkni 

melakukan pembalasan terhedap perbuatan pelaku dengan menjatuhkan 

pidana sesuai dengan kesalahan berdasarkan klasillkasi perbuatan yang 

dilakukannya, motif, earn melakukan perbuatan dan akibat perbuatan yang 

dilakukatmya misalnya seorang hakim menjatuhkan pidana yang berbeda 

antara dua pelaku yang masuk dalarn kategoti kekerasan fisik tidak 

mengakibatkan luka berat dalam rumah tangga dan melakukan prevensi 

umum melalui putusannya tersebut sehingga mengembalikan 

keselmbangan dalam masyarakat 

Hakim di dalarn praktik, dalam menjatuhkan pidana guua 

melakukan koreksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut 

mempertimbangkan adanya faktor-faktor yang mernpengaruhi terjadinya 

tindak pidana tersebut Sehingga Putusan yang dijatuhkan dipengaruhi 

oleh faktor intern dati diti ha.kim. Oleh karena itu antara majelis ha.kim 

satu dengan lainnya akan sangat berbeda dalam menjatuhkan putusan. 

faktor intern dati diti hakirn ini menirnbulkan rasa tidak adil bagi pelaku 
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tindak pidana. bi dalam Praktik, penulis melihat bahwa ha!dm tidak 

memperlakakan pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang tidak 

menimbulkan luka berat dalam tumah tangga secara obyektif sehlngga 

putusan yang dibuat oleh ha!dm menjadi jauh dari kala adil bagi 

masyarakat. Di dalam putusan-putusan yang Ielah penulis diuraikan 

sebelumnya, separii putusan terhadap 2 (dual buah perkata dalam kategori 

kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat 

(lihat perkara alas nama Syabrii,SE.dan M.Rayu Fandra), fakta hukum 

perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa tersebut yang terbukti dalam 

persidangan tidak terlalu jauh berbeda dan akibat perbualan pelaku yang 

tertuang dalarn Visum et Repertum rnasuk dalam golongan yang hampir 

sarna. Narnun hakim menjatuhkan putusan terhadap Syabril,SE dengan 

Pasal 44 Ayat (4), dimana ancaman hukurnannya sangat tingan yaitu 

maksimal4 (ernpat) bulan penjara. Sedangkan bagi M.Rayu Fandra hakim 

menjatuhkan putusan dengan Pasal 44 Ayat (1), yang ancaman 

hukumannnya yaitu rnaksimal 5 (lima) tahun penjara. Oleh karena fukta 

perbuatan kedua pelaku dan akibat yang ditimbulkan pada kasus tersebut 

hampir sama, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dikefiakan oleh 

hakim seharusnyajuga tidak berbedajauh. 

4.2 Pcnyebab Timbulnya Perbedaan Pengenaan Sanksi Pidana terhadap 

Pelaku Tindak Pidana kekerasan Fisik Dalam Rumab Tangga. 

faktor penyebab terjadinya disparitas pidana~ Muladi dan Barda Nawawi 

Atief mengatakun bahwa: 

Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum sendiri, 
yang disatu pihak sebenarnya secara idiologis dapat dibenarkan tetapi 
dilain pihak mengandung kelemahan-kelernahan berhubung adanya 
judicial discretion yang terlalu luas karena tidak adanya sentencing 
standards, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada 
diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang 
menyangkut pengaruh latar belakang, sosial, pendidikan, agama, 
pengalaman, perangai dan perilaku sosiaL '"' 

120 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 58. 
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Dapat disimpulkan bahwa menurut Barda Nawawi dan Muladi, hahwa 

penyebab disparitas pidana berasal clari dua sumber, yakni bersumber pada 

hukum dan betsumber pad a bakim. 

Di dalam praktik, penyebab terjadinya clisparitas pidana terhadap 

putusan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan tuka 

berat, pendapat Barcia Nawawi dan Mutadi memang clemikian, yaitu 

betsutnber pada: 

4.2.1 Dar! dalam dirl hakl.m. 

Penyebah timbulnya perbedaan pengenaan sanksi pidana yang 

bersumber peda diri hakim, yakni faktor intern dari diri hakitn. Dalam 

faktor intern dari diri hakim, pidana yang dijatuhkan oleh hakim 

sangatlah dipengaruhi oleh Jatar belakang pendidikan, pengala:man, 

perangai, agama, serta perilaku sosiaJ. 

4.2.2 Bersumber pada undang-undang 

Undang-undang dapat menyebabkan tetjadinya pembedaan 

dalam pengenaan sanksi pidana karena dalarn undang-undang 

mernberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan piduna kepada 

pelaku. Meskipun undang-undang telah memberikan batasan-batasan 

seperti batasan minimal baik yang wnum maupun yang bersifat 

khusus, akan tetapi kebebasan hakim jauh lebih besar dan kuat dari 

ketentuan undang-undang. Undang-undang memuat rentang yang luas 

antara batas minimal dan maksimal dalam menjatuhkan pidana yakni 

mulai dari satu hari hingga pidana maksimal yang diancamkan oleh 

undang-undang tersebut. Dalam rentang lersebut hakim bebas 

bergerak, menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan 

fisik dalam rumah tangga. 

Bita kita melihat prakiik dilapangan terhadap penuntulan dan 

pernidanaan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ada di 

Bandar Lampung, Ielah terjadi perbedaan pandangan oleh aparat 

penegak hnkum tentang penjatuhan pidana terhadap kekerasan yang 

tidak menimbulkan luka berat dalam rumah tangga. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya overlapping pengaturan saeksi pidana 
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kekerasan fisik yang lidak tnenimbulkan luka berat dalam ruma:h 

tangga yang dialut da!arn Pasal 44 Undallg-Undang No.23 Tahun 2004 

Tentang penghapusall kekerasan Dalarn Rurnah Tanggga. Dimana 

dalatn l'asal 44 Ayat (I) lentang kekerasan fisik dalatn rumah tangga 

dengan ancaman pidana tnaksima! 5 (lima) tahun sedangkan Pasa! 44 

Ayal ( 4 ), mengatur kekerasan fisik datam rumah langga yang 

dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebalikuya yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau 

mata pencahariannya atau kegialan sehari-hari dengan ancaman pidana 

maksimal 4 (em pat) bulan. Adanya overlapping terhadap pengaturan 

sanksi pidana kekerasan fisik yang tidak menimbulkao luka berat 

dalam rumah tangga menyebabkan adanya celah untuk terjadinya 

disparitas pidana. Sehingga sering terjadi putusaa yang dijatubkan 

hakim kepada dua pelaku sangatlah berbeda, walaupun fakta hukum 

perbuatan yang dilakukan terdakwa yang terbulcti dalrun persidangan 

dan akibat perbuatan pelalru yang tertuang dalam Visum et Repertum 

masuk dalam golongan yang hampir sama. Namun hakim menjatuhkan 

putusan terhadap salah satu pelalru tersebut dengan Pasal 44 Ayat (4), 

yang ancaman hukumannya sangat ringan yaitu maksimal 4 (empat) 

bulan penjara. Sedangkan satu pelalru laiunya hakim meujatuhkan 

putusan dengan Pasal 44 Ayat (!),yang ancwnan hukumannnya yaitu 

maksimal 5 (lima) tahun penjara. 

4.2.3 Ka.-akteristik kasus yang bersangkutan 

Setiap kasus memiliki karaktaristik yang berbeda-beda, dalam 

perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, 

karakteristik berada pada motif, modus dan yang paling utama adalah 

bera!-ringannya akibat yang ditimbulkan dati perbuatan terdakwa. 

Hakim da!am menjatubkan pidana dalam perkara tindak pidana 

kekerasan fisik dalarn rumah tangga sangat memperhatikan berat 

ringannya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, yang 

lercantum dalam hasil Visum Et repertum. Hal yang memberatkan 

dapat juga disebabkan perbuatan kekerasan lisik tersebut dilakukau 
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hampir setiap hari dan mehlmbulkan trauma korball aka11 dikenakan 

pidana yang beta!, karena akibat yang akan dttlmbulkan juga lebih 

luas. Dengan dernikian dapat dikatakan bahwa karakteristik lindale 

pidana kekerasan fisik dalam 11l1nah tangga ini berhubungan dengan 

kebijakan yang akan diambil oleh hakim. 

4.2.4 Dipengaruhl oleh tuntullm jaksa 

Seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, 

kebebasan ini kadang menjadi tidak bebas !agi karena adanya pengaruh 

dari luar diri haldm seperti tuntutan jaksa penuntut umum sangat 

mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, mengingat adanya 

upaya hukum yang akan dilaknkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) 

yakni banding hila putusan pi dana hakim knrang dari 14 tuntutan JPU. 

4.3 Upaya meminlmalisir terjadinya perbedaan Pengenaau sanksl Pldaua 

terhadap Pelaku Tindak pldana kekerasau Flslk dalam Rumah Tangga. 

Di dalam Bah II dikatakan babwa unink mengatasi aldbal disparitas 

pidana, pada dasamya dapal dilaknkan dua pcndekatan yakni pendekatan 

untuk memperkecH disparitas (yang berupa: penciptaan pedoman pemberian 

pidana, dan latiban para hakim dalam masalab pemidanaan) dan pendekatan 

untuk memperkecil pengaruh ncgatif disparitas. 

Upaya meminimaHsir teijadinya perbedaan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan fisik dalam rumab tangga dapat dilakukan dengan 

dibentuknya pedoman pemidanaan. Terhadap pedoman pemidanaan, menurnt 

para penegak huknm tidak akan efektif hila hanya sehatas lembaga 

Mabkamab Agung yang mengeluarkan, karena dalam lingkengan para 

hakim, posisi meraka adalab sejajar satu dengan yang lain., tidak bersifat 

hierarkis, sehingga tidak dapat memaksa kepada para hakim !etsebut nntuk 

mengikuti apa yang keluarkan oleh Mabkamab Agung !etsebut. Namun 

menurut penulis, pedoman pemidanaan tetap perlu dibenink sebagai bahan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, yang diharapkan dapa! 
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tnenjadi salah satu jalan keluar untuk tnengurangi disparltas petnidanaan 

yang teljadi. Olah karena ltu untuk sementara waktu petlu segera dibentuk 

suatu pedoman pemidanaan khusus oleh Mahkamah Agung yang 

pelaksanaanya disesuaikan dengan keadaan lokal maslng-masing daerah di 

Indonesia, sebelum dibentuk pedoman pemidanaan yang be.rsifal umum olen 

legislntif (DPR), mengingat permasalahan disparitas pemidanaan horus 

segera diminimalisir. Dari hasH wawancara juga didapat salah satu hakim 

berpendapat tidak perlu dibentt>k suatu pedoman pemidanaan, karena 

pedoman pemidanaan sudah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 

2004. Dari hasH wawancara tersebut penulis berkesimpulan bahwa masih ada 

ketidakfahaman hakim tentang pedoman pemidanaan. 

Selain dibentuknya pedoman pemidanaan, hasH wawancara Juga 

didapati bahwa upaya meminimalisir tetjadinya perbedaan yang menco1ok 

terhadap putusan pldana dapat dilakukan dengan diadakan suatu Refreshing 

Course dalam perkemhaogao bidaog hukum, pelatihan para hakim agar lebih 

professional dengan mengasah pengetahuan hukumnya, selain itu juga dapat 

dilakukan seminar yang diikuti oleh subsistem peradilan pidana seperti 

Kepo1isian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, dengan 

tujuan menyamakan visi dan misi terhadap penegakan hukum khususnya 

·terbadap kasus lindak pidana kekeras.ln dalam rumah tangga, rnaksudnya 

agar aparat penega:k hukum lebih memiliki perspektif gender dan selalu 

diajak untuk mencermati keadaan agar hukuman bukan saja dijatuhkan 

secara legalistic tapi juga rnerupakan suatu yang dipandang patut oteh 

masyarakat sehingga tercipta harmonisasi dalarn rnasyarakat. Disamping itu, 

upaya menyamakan misi dan visi tersebut b.ertujuan untuk menghindari 

penafsiran yang berbeda-beda terhadap Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang­

Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasao Dalam 

Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh jaksa penuntut 

umum (Jl'U) dalam mengajukan tuntutaonya dan hakim dalam menjatuhkan 

pidananya. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengajuan tuntutan yang 

dilakukao oleh jakaa (JPU). Jaksa haruslah berhati-hati da!am melakukan 
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penuntutan. Sebaiknya jaksa sclalu mempedomani pedoman penuntutan yang 

dikeluarkan Kejaksaan Agung, sehingga dapat mencegah tetjadinya 

disparitas penuntutan yang berujung pada tetjadinya disparitas pemidanaan. 

Hal tetsebut disebabkan tuntutan jaksa mempengaruhi putusan yang 

dijatubkan oleh hakim, karena apabila putusan hakim kurang dari 112 

tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) maka jaksa tetSebut akan melakukan 

upaya hukum banding. 121 Namun disparitas pidana dapat juga disebabkau 

ksrena putusan hakim lebih tinggi sehingga untuk meminimalisir di•paritas 

pidana, penuHs befllendapat seharnsnya ada suatu pengawasan negative dari 

jaksa kepada hakim "kon!rol negatif' 12' yakni ketika hakim memutus lebih 

tinggi dati tuntutan jaksa .naka jaksa Juga harus melakukon upaya hukum 

banding, ksrena kebiasaan yang tetjadi di lapangan jaksa penuntut umum 

hanya melakukan upaya banding pad a saat putusan hakim lebih rendah dari 

tuntutan jaksa. Oleb karena itu, dalarn rangka meminimalisir disparitas 

penjatuhan pidana, jaksa (JPU) juga harus menghindari perbedaan tuntutan 

yang mencolok terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalarn rumeb 

tangga.'2J 

Dari data yang dipeooleh penu~s dan telah dipaparkan dalarn Bab III, 

dampak disparitas pidana terhadap terpidana menlmbulkan rasa kecewa bagi 

terpid:ma dan terpidana tidak mengbargai bahwa SPP (sistem peradilan 

pidana) termasuk di dalamnya aparat penegak hokum adalah bukanlah 

tempat yang tepat untuk mencari keadilan. Artinya tujuan dari pemidanaan 

yang dijatuhkan terhadap terpidana tidak sepenuhnya tercapai. Oleh karena 

itu dalam rangka upaya meminimalisir dis_paritas pidana, Hakim Wasmat 

dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 227 sld 283, 

Bah XX KUHAP, juga harus berperan aktif mengadakan pengawasan guna 

memperoleh kepaslian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dan mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian guna 

Jll Wawancara dengan ibu Titi Tedjanlngsih.SH.MH. Hakim pada Pengadi!an Negeri 
Kelas !A Tonjung Karang pad a hari jutnat tanggall Mel2009. 

tn Istilah bahasa Belanda yang disampaikan oleh Prof.Dt.Jur.Andi Hanu:ah,SH •. Pada 
wawancaia hari Rabu, tanggallO JUlti 2009. 

123 Wawancara dengan ibu Yunlwad,SH. Jaksa pada Kejaks.nan Tinggi Lampung pada hari 
jumat tanggal 9 Juni 2009, 
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ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku 

narapidana atau pemblnaan tetnbaga Pernasyarakatan ser!a pengaruh timbal 

batik tethadap narapidana selama menjalani pidananya. 

4.4 Dampak Dlsparltas Pidana Tethadap Tetpidana Dan Karban Kasus 

Kekerasan Flslk Dalam Rumah Tangga. 

4.4.1 Dampak Dlsparltas Pldana Tethadap Terpldana 

Dari data yang diperoleh penulis dan Ielah dipaparkan dalam 

Bab Ill, penulis berkesimpulan bahwa dampak disparitas pidana 

terhadap terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang 

tidak meugakibatkan luka bera~ terpidana merasa kecewa karena dia 

tnerasa menjadi korban ketidakadilan. Menurut terpidana seharusnya 

terdakwa yang Ielah terbukti melanggar pasal yang sama, hakumannya 

juga sarna. Minimal tidak terlalu jauh pelbedaannya. Dengan adanya 

disparitas pidana, terpidana menyatakan bahwa sikap para penegak 

hukum masib disktiminatif artinya terpidana mendapat per!aknan yang 

tidak adil hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial 

terpidana. Dengan melihat kenyataan yang demikian terpidana Hdak 

menghargai bahwa SPP (sistem perndilan pidana) termasuk di 

dalamnya aparat penegak huktim adalah bukanlah tempat yang tepa! 

untuk mencari keadllan. Bahkan dapat rnenimbulkan rasa dendam 

terpidana terhadap korban, karena terpidana menganggap akibat dari 

pelaporan isterinya (korban) ke kepolisian menyebabkan diri terpidana 

mendapatklan hukuman penjara. 

Selama rnenjalanl masa hukumannya di Lembaga 

Petnasyarakatan, terpidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, 

berusaha untuk ikhlas dalam menjalanl sisa masa hukuman di 

Lembaga Pemasyarakatan. Meskiplll1 jauh di lubuk hati terpidana 

merasa lerpaksa ontuk menerima dan menjalani hukuman yang Ielah 

dijatnhkan kepadanya. Mereka hams patuh untuk berkelakuan balk 

terrnasuk menghindari perselisihan yang memico keributan antar 

sesama terpidana dan mengikuti seloruh kegiatan pembinaan yang 
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diadak!Ul di da!atn Letnbaga l'emasyarakat!Ul. Apabila meteka tidak 

tnetnatuhi peratutan dan tidak tnengikuti kegiatan pemblttaan di dahlin 

Lembaga Pemasyaraka!an artinya mereh Ielah dicap tidak 

berke!akuan balk selama di Lembaga Pemasyarakatan. Bila terjadi hal 

yang demiklan, Jnaka akan meruglkan dlri terpidana sendiri, sebab 

mereka yang !ldak berkelaknan balk tidak akan mendapa!kan 

pengurangan sisa masa haknman, yailu Remisi, CB (CUti Bersyaral) 

dan PB (Pelcpasan Bersyarat). Babkan Apabila teljadi pelanggaran 

berat yang dilaknkan oleh terpidana di dalam Lembaga 

Pernasyaraka!an maka sebagal hukutnannya, pe!ugas Lembaga 

Pemasyarakatan tidak segan-segan memasukan terpidana yang 

dianggap tidak berkelaknan balk ke dalam tuang isolasi. Dengan 

demikian, penulis berpendapat bahwa adanya disparitas pidana 

terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalatn rumah !angga yang 

tidak mengakibatkan lnka hera! di Bandar Lampnng tidak menghambat 

proses pernbinaan terpidana kasus_kekerasan fisik dalam rumah tangga 

di Lembaga Pemasyarakatan. 

Data yang diperoleh tersebut di atas tidak sepenuhnya sejalan 

dcngan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa akibat adanya 
• 

petbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama tanpa 

dasar pembenaran yangjelas (disparitas pidana) menimbulkan masalah 

yang serius bagi narapidana terhadap usaha perbaikan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan, yang akan menyakarkan pernbinaannya. 

4,4.2 Dampak Dlsparitas Pidana Terhadap Korban 

Dati data yang diperoleh penulis dan Ielah dipaparkan dalarn 

Bah 111, penulis berkesimpulan bahwa darnpak disparitas pidana 

terhadap korban kasus kekerasan fisik dalam !Ulnah tangga, yaitn 

korban berpendapat hakim tidak adil dan diakriminatif daiatn 

menjatuhkan putusannya. Dalatn hal ini terdapal 2 (dua) pendapet 

yaitu pendaj:Hll pertarna yang setnju dengan penjatahan pidana yang 

ringan, mengatakan bahwa tujuan ia me!aporkan kekerasan fisik yang 
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dilalrukan oleh suaminya adalah untuk tnemberi pelajaran kepada 

suaminya agar jera dan tidak mengulangi perbua!annya lag!. Arllnya 

para korban tersebut tidak ingin menunlut hakim untuk memulus 

hukuman yang beral kepada terdakwa, terlebih apabila kedudukan 

terdakwa sebagai suami yang menjadi tulang punggung keluarga. 

Karena apabiia terdakwa lerlalu lama menjalani masa hukuman maka 

perekonomian keluarga akan terlantar. Selanjutnya pendapat yang 

kedua yaitu korban yang .,etuju dengan penjatuhan pidana yang bet1lt 

berpendapet hekim lidek adil dan diskriminatif dalam menjatuhknn 

putusannya, hal ini disebabkan salah satunya oleh tingkat sosial 

terpidana. korl:>an tidak pemah dilibalkan pendapalnya dalam hal jaksa 

mc!akukan penuntutan dan dalarn hal hekim menjatuhkan putusan 

karena dalarn kasus kekerasan fisik dalarn rumah tangga yang tidak 

mengakibalkan luka berat di Bandar Lampung. lnforman hanya 

dijadikan sebagai seksi korban yang di dengar keterangannya di 

pengadilan. Dengan demikian, penulis pendapat bahwa darnpak dari 

adanya disparitas pidana korban merasa menjadi korba.n ganda yaitu 

menjadi korban kejahatan kekerasan, dan kedua, korban dari SPP 

{Sistem Peradilan Pidana) sendirl. Artinya korban tidak saja menjadi 

korban kekerasan·fisik dalam rumah tangga, lebih dari pada itu ketika 

korban meiaporkan kasus kekerasan ftsik dalam rumah tangga yang 

menimpanya ke dalarn ranah SPP dcngan harapan memperoleh 

keadilan, namun kenyataannya sikap aparat penegak hukum tidak 

melibatkan pendapat korban dalarn mengajukan tuntulan dan 

menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dengan kenyataan yang demikian, 

belum memuaskan keinginan korban mengenai keadilan, pembenaran 

moral atau pembalasan 

Keinginan korban dalam penyelesaian kasus tinduk pidana 

kekerasan fisik dalarn rumah tangga yang telah me!nllsuki ranah SPP 

(Sistem Perndilan Pidana) dalarn kenyataannnya sejalan dengan 

pendapat Arif Gosita yang menyatakan bahwa salah satu usaha 

penyelesaian viktimisasi kriminal yaitu dengan vlctimogogi yang 
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dilandasi oleh Ideologi Retribusi, artinya korban tindak pidana 

menginginkan adanya suatu sistem pemidanaannnya yang tegas dan 

berdasarkan asas seorang pelaku harus dihukum menurut taraf 

keseriusan pelanggarannya. Tujuannya adalah menghukum seseorang 

sesuai dengan berapa besar taraf kerugian yang telab ditimbulkan oleh 

macarn kejahatan tertentu pada tnasyarakat. Peradilan pidana hams 

memuaskan keinginan korban mengenai keadilan, pembenaran moral 

atau pembalasan. Oleh karena itu korban menginginka11 kedudakan 

yang lebih kuat dalam pengambilan dua macam keputusan mengenai 

penuntutan dan penghukuman. 
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Dari basil analisis di bab sebelunmya, maim dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

l. Penyebab te!jadinya disparitas pidana terbadap tindak pidana 

kekerasan fisik da!atn rumah tangga bersutnber pada berbagai hal 

yakni: 

a. Bersumber dalatn diri hekim 

Penyebab titnbulnya perbedaan pengenaan sanksi pidana 

yang bersumber pada diri bakim, yakni faktor intern dari diri 

hakim. Dalam faktor intern dari diri hakim, pidana yang dijatuhkan 

oleh baktm sangatlah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, 

pengalaman dan agama. Praktik pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah 

hukum Bandar Lampung ini sejalan dengan teori tujuan 

Pemidanaan, khususnya teori gabungan (vercmigingstheorien). 

T eori ini memandang bahwa suatu pidana dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana selain sebagai pembalasan juga sebagai alat 

pertahanan masyarakat. Pidana selain sebagai koreksi terbadap 

sipelaku juga sebagai usaba untuk mewujudkan kadamaian dalam 

masyarakat 

b. Bersumber pada hukumnya sendiri 

Hukum tnemberi kebabasan pada hakim untuk menjatuhkan 

pidana. Meskipun undang-undang telah memberikan batasan­

batasan seperti batasan minimal baik yang umum maupun yang 

bersifat khusus, llkan tetapi kebebasan hakim jauh lebih besar dan 

kuat dari ketentuan undang-undang. Undang-undang memuat 

rentang yang luas antara batas minimal dan maksimal dalam 
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menjatuhkan pidana yakni mulal dari satu hari hlngga p!dana 

maksimal yang diancamkan oleh undang"undang lersebut. Dala.tn 

rentang tersebut hakim bebas bergerak, menentukan pidana bagi 

pelakn tindak pldana kekerasan fislk dallllll rwnah tangga. 

Bila kita melihat praktik dilapangan tethadaj) penuntutan dan 

pemidanaan kasus kekerasan fislk da!am rumah langga yang ada di 

Bandar Lampung, telal1 terjadi perbedaan pandangan oleh apatat 

penegak hukum t"ntang penjan1han pidana terhadap kekerasan 

ynng tidak menimbu!kan luka berat du!am rumah tangga. Hal 

lorsebut disehabkan karena adanya overlapping pengaturan sanksi 

pidana kekerasan fislk yang tidak menimbulkan luka berat dalam 

rurnah tangga yang diatur dalam Pasa! 44 Undang-Undang No.23 

Tahun 2004 Tentang penghapusan kakerasan Da!am Rumah 

Tangga. Dimana dalam Pasal 44 Ayat (1) tentang kekerasan fisilk 

dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) 

tahun sedangkan Pasal 44 Ayat ( 4), mengatur kekerasan fisik 

dalam rumah langga yang dilaknkan oleh suami terhadap isteri atau 

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan jabatan atau mata pencahariannya atau kegiatan 

se:hari-hari dengan ancaman pidana maksimal 4 ( empat) bulan. 

Dengan demikian, adanya sistem hukum yang memberikan 

kehebasan kepada hakim di Indonesia, menyebabkan adanya celah 

untuk terjadinya disparitas pidana. 

c. Karakteristik kasus yang borsangkutan 

Setiap kasus memlliki karakteristik yang berbeda~beda. 

Dalam perkara tindak pidana kakerasan fisik dalam rumeh tangga, 

karakteristik borada pada berat ringannya akibat ynng ditimhulkan, 

peran atau kedudukan pelakn, motif melakukan ti.ndak pidana, 

modus (cara) tindak pidana, dan pendapat koroan. Hal yang paling 

utama eda!ah berat-ringannya akibat yang ditimbu!kan. Hakim 

dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana kekerasan 

fisik da!am rumah tangga sangat mernperhatikan berat ringannya 
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akibat yang ditimbulkan. ldealnya akibat yang lebih berat atau 

besar dampaknya bagi keschatan korban akan dikenakan pidana 

yang hera!, karena akibat yang akan ditimbulkan juga lebih luas. 

d. Dipengaruhi oleh tuntutan jaksa 

Searang hakim memiliki kebebasan dalam mef\iatubkan 

pidana, kebebasan ini kadang menjadi tidak bebas lagi karena 

adaaya pengaruh dari luar diri hakim seperti tuntutan jaksa 

penuntut umum sangat mempengarnhl hakim dclam menj;::tuhkan 

pidana terhadap pelaka tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah 

tangga, mengingat adanya upaya hukum yang akan dilakukan oleh 

jaksa penuntut umum (JPU) yakai banding hila putusan pidana 

hakim kurang dari ~ tuntutan JPU. 

2. Dari basil penelitian yang dilakakan penulis, disparitas pidana 

(perbedaan yang besar) dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik 

dalam rumab tangga di wilayab Hukum Bandar Lampung, 

merdmbulkan darnpak balk bagi terpidana maupun korban, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Dampak disparitas pidana terhadap terpidana kasus kekerasan fisik 

dalam rumab tangga yang tidak mengakibatkan luka berat. 

T erpidana merasa kecewa karena dia merasa menjadi korban 

ke!idakadilan dan menyatakan babwa sikap para penegak hukum 

masih diskriminatif artinya terpidana mendapat perlakuan yang 

tidak adil hal ini disebabkan salab satunya oleh tingkat sosial 

terpidana. Dengan deruikian terpidana tidak menghargai babwa 

SPP (sisteru peradilan pidaua) termasuk di dalamnya aparat 

penegak hukum adalah bukardab tempat yang tepa! untuk mencari 

keadilan.Bahkan dapat menimbulkan rasa dendam terpidana 

terhadap korban, karena terpidana menganggap akibat dari 

pelaporan isterinya (korban) ke kepolisian menyebabkan dlri 

!erpidana mendapatklan hukumau penjara. 

Sedangkan dampak disparita.s pidana bagi terpidana 

dikaitkan dengan pembinaan terpidana selama menjalerd hukuman 
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di Lmtbaga l'ernasyarakatan, dari basil penelitlan yang diperoleh 

hahwa dengan adanya disparitas pidana tidak mernpengaruhi 

pemhinaan terpidana di tembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut 

disebabkan !erpidana mau tidak mau harus patuh untuk 

berkelak:ttan balk tennasuk mengbindari perse!isihan yang mernicu 

keributan antar sesruna terpidana. Artinya terpidana merasa 

terpaksa menerima putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya dan 

mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang diadakan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan, karena apabila mereka tidak mematuhi 

peraturan dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan artinya meraka telah dicap tidak 

bed:elakuan balk selarna di Lmtbaga Pemasyarakatan. Bila !erjadi 

hal yang demikian maka akan merugikan diri terpidana sendiri, 

sebab mereka yang tidak berkelakuan baik tidak akan mendapatkan 

pengurangan sisa masa hukuman, yaitu Remisi, CB (Cuti 

Bersyarat) dan PB (Pelepasan Bersyarat). 

b. Dampak disparitas pidana terhadap korban kasus kekerasan fisik 

dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka hera!. 

Dampak disparitas pidana terhadap korban kasus kekerasan 

fisik dalarn rumah tangga yang tidak mengakibatkan luka berat, 

yaitu korbau berpendapat hakim tidak adil dan diskrirninatif dalarn 

menjatuhkan putusannya. Dari hasH wawancarn terhadap korban 

diperoleh 2 (dua) pendapat yaitu pendapat pertama adalah korlmn 

yaug setuju dengan penjatuhan pidana yang ringan, artinya korban 

tersebut tidak ingin rnenw1tut hakim untuk memutus hukuman 

yang berat kepada terdakwa, karena kedudukan terdakwa sebagai 

suami yang menjadi tulang punggung keluarga. !<arena apabila 

terdakwu terlalu lama menjalani masa hukuman maku 

perekonomian keluarga akan terlantar. Selanjutnya pendapat yang 

kedua yaitu korban yang setuju dengan penjatuhan pidana yang 

berat berpendapat hakim tidak adil dan diskriminatif dalam 

menjatuhkan putusannya, hal ini disebabkan salah satunya eleh 
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tingkat soslal !etpidana. kotban tidak pemah dillbatkan 

pendapa!nya dalam hal jaksa melakukan penun!utan dan dalam hal 

hakim menjatuhkan pu!usan karena dalaro kasus keketasan fisik 

dalam rumah tangga yang tidak mengaldbatkan luka hera! di 

Bandar Lampung. Dengan demikian, daropak dati adanya 

dispatitas pidana, kotban merasa menjadi kotban ganda yaitu 

menjadi korban kejabatan keketasan dan kotban dati sistem 

perarlilan pidana sendiri. 

3. Upaya memlnimalisir tedadinya perbarlaan yang mencolok terhadap 

putusan pidana dapat dilakukan, dengan bebetapa usaba di bawab ini, 

yaitu: 

a. Dengan bertitik tolak dari berbagai macam karakteristik kasus yang 

bersangkutan, untuk meminimalisir terjadlnya disperitas pidana, 

dapat dibentuk suatu pedoman pemidanaan, yang dapat dijadikan 

sebagal pertimbangan hakim dalam menjatubkan pidana terhadap 

pelaku kelrerasan fisik dalam rumab tangga. 

c. Menyamakan misi dan visi diantara subsistem peradiian pidana 

seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lernbaga 

Pemasyarakatan, terhadap penegakau hukum khususnya terhadap 

kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga> maksudnya 

agar aparat penegak hukum lebih memiliki perspektif gender dan 

selalu diaj ak untuk mencerrnati keadaan agar hukuman bukan saja 

dijatuh.kan secara legalistic tapi juga merupakan suatu yang 

dipandang patut oleh masyarakat sehingga tercipta harmonisasi 

dalam masyarakat. Disamping itu, upaya menyaroakan misi dan 

visi tersebut bertujuan untuk mengbindarl penafsiran yang berbeda­

barla terhadap Pasal 44 Ayat (I) dan (4) Undang-Undang Nomor: 

23 Tabun 2004 Tentang penghapusan keket:l!San Dalam Rumah 

Tangga oleh aparnt penegak hukum, khususnya oleh jaksa penuntut 

umum (JPU) dalaro mengajukan tuntu!annya dan hakim dalam 

menjatubkan pidananya. 
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5.2 SARAN 

l3erdasarkan beberapa kesimpulan yang Ielah diuraikan di alas, 

maka perlu kiranya dicari langkah yang paling tepat untuk tnengatasi 

masalah pembedaan pengenaan pidaua terhadap pelaku tindak pidana 

kekernsan fisik dalam mmah tangga yang tidak menyebabkan luka beta!. 

Untuk itu terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dilakaanakan untuk 

mengatasi masalah pembedaan pengenaan pidana tcrhadap pelaku tindak 

pidana kekerasan fisik clalam rumah tangga yang tidak menyebabkan luka 

berat. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Dikarenakan tuntutan jaksa sangat mempengaruhi hakim dalam 

menjatuhkan pidana, jaksa harnslah berhati-hati dalam melakukan 

penuntutan. Sebaiknya jakaa selalu mempedomani pedoman 

penuntutan yang dikeluarkan Kejakaaan Agang, sehingga dapat 

mencegah teljadinya disparitas penuntutan yang berujung pada 

teJjadinya disparitas pemidanaan. Selain itu1 seharusnya ada suatu 

pengawasan dari jaksa kepada hakim "(kontrol negatif)" arlinya 

ketika hakim memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa maka jaksa 

hams melakukan upaya hukum bauding1 karena kebiasaan yang 

terjadi di lapangan jaksa penuntut umum hanya melakukan upaya 

banding pada saat putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. 

2. Perlu dibentuk pedoman pemidanaan, yang diharapkan dapat menjadi 

salah satu jalan keluar untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang 

teljadi. Oleh karena itu untuk sementara waktu perlu segera dibentuk 

suatu pedoman pemidanaan khusus oleh Mahkamah Agang, yang 

daJam pelaksanaaill1ya harus disesuaikan dengan keadaan lokal 

masing~rnasing daerah di Indonesia, mengingat pennasalahan 

disparitas pemidanaan harus segern diminlmalisir sebelum dibentuk 

pedoman pemidanaan yang bersifat umum oleh legislatif (DPR). 

3. Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugasnya sebagahnana diatur 

dalarn Pasal 227 sld 283, Bah XX KliHAP, harus berpetan ektif 

mengadakan pengawasan guna memperoleh kepas!ian bahwa putusan 

pengadilan dilaksanakan sebagahnana mestinya dan mengadakan 
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pengamatan untuk bahan pene!itian guna ketetapan yang be11nanfaat 

hag! pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku natapidana atau 

pembinaan Letnbaga Pemasyarakatan serla pengatuh timbal balik 

terhadap natapidana selama menjalani pidananya. t>engan dernikian. 

dapat menjaga supaya tidak terjadi dispatitas pidaua, 

4. :Diadakan suatu Refreshing Course daJam perketnbangrut bidang 

hukum, pe!a!ihan para hakim agar lebih professional dengan 

mengasah pengetahuan hukumnya, selain itu juga dapat dilakukan 

seminar yang dHkuti oieh subsistem peradHd!l pidana seperti 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan, 

dengan tujuan menyamakan misi dan visi terhadap penegakan hukum 

khususnya terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga, maksudnya agar aparat penegak: hukum tehih memUiki 

perspektif gender dan selalu diajak untuk mencermati keadaan agar 

hukuman bukan saja dijatuhkan secara legalistic tapi juga meropakan 

suatu yang dipandang patut oleh masyarakat sehingga terdpta 

harmonisasi dalam masyarakat. 

5. Untuk menghindari terjadinya overlapping pengaturan sanksi pi dana 

kekerasan fisik dalam rumnh tangga yang tidak menyebabkan luka 

bora! dalarn Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, seharusnya 

pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang 

tidak menyebabkan luka bern! dalam Pasal 44 Undang-Undang No.23 

Tahun 20041 cukup diatur daJam satu ayat saja dengan uncaman 

pidana maksimal (satu) tahun penjara. Sedangkan dalam hal 

memutus ukuran berat ringannya pidana, untuk meminimalisir 

disparitas pidana sehnrosnya hakirn juga berpedoman pada 

yurisprudensi sebagai pertirnbangan hakim untuk menjatuhkan pidana 

terhadap petaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. 
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